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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR. tO.TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Menimbang

,

Mengingat

$

—'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6)
a.

dan (7), Pasal 28 ayat (5) dan (6), Pasal 31 ayat (2) dan (3)Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menterit
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang PengelolaanKeuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pengelolaan Keuangan' Negeri dan Negeri
Administratif:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
b.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif,
. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
1

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1)57 tentangPembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalamWilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (LembaranNegara Tahun 1958 Nomor 111
Tambahan LembaranNegara Nomor 2645 ):

Undang-Undang Nomor 33 : Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.126, Tambahan Lembarar: Negara Nomor 4438):
|

Undang-Undang Nomor" 12 hun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Nomor 5495),

|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lerabaran Negara Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

2.

4.

5.

'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan. Daerah (Lembaran Nepara Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),

ih



1
in

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979tentang
Perubahan Batas. Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara. Tahun. 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3137):

a6.

Peraturan Pemerintah'Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 teritang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
123, “Tambahan “Lembaran Negara Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
'Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
(Pemerintah Nomor 43. Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor'6 Tahun 2015 tentangDesa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Namor5717. .

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran NegaraTahun 2014 Nomor 168,Tambahan LembaranNegara Nomor 5558),Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 TentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan' Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34):16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Ngmer 141 Tehun BD14tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara| Tahun 2014 Nomor 2091):1.

12.F

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraTahun 2014 Nomor 2094),
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BadanUsaha MilikDesa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Tahun. 2015 Nomor 2036): '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagimana telah
-diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Neger: Nomor 65Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan“dan."Pemberhentian. Kepala Desa Berita Negara

Tahun
15.

.2017 Nomor 1222), :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan. dan. Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah
diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan Pemberhentian

PerangkatDesaBerita Negara Tahun2017 Nomor 1223):

Meh

8.

9.

I
1.
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Menetapkan :

16. Peraturan.Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

17.
“tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan

'Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan

18.

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun2018 Nomor 611):
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14“#ahun 2005

Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi:Maluku Tahun2005 Norior 14):

Peraturan Daerah Kabupaten: Maluku Tengah Nomor 01
Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten

6
Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D),

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI “TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN:NEGERIDANNEON ADMINISTRASI

BABI
KETENTUAN UMUM

: Bagian Kesatu|
Pengertian

aa Pisali
n DalamPeraturaniBupati ini yang.dimaksud dengan:

... Daerah adalah Daerah KabupatenMaluku Tengah.

1.

Pemerintah: Daerah adalah Bupati sebagai unsur- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

, kewenangan daerah.otonom.
Bupati adalah Bupati:Maluku Tengah.Sekretaris Daerahadalah

Sekretaris DaerahKabupatenMaluku Tengah. '
Camat adalah pemimpin kecamatan yarig berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada. Bupati

melalui Sekretaris
Daerah. :

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah,
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan.masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat
“istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengahyang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. .

Negeri Administratif adalah kesatuanmasyarakat hukumdi Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenangmelaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif“sebagaimana. di atur “dalam
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ap

1

5.

7.
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11.

12.

13,

“1.

15.

“16.

Pemerintahan: Negeri 'idalah penyelenggaraan “urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeridalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan hak asal: usul dan adat istiadat
setempat dan. diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri Administratif—

dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dalam
mengatur. dan ' mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yangberlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan

» Negara Kesatuan Republik Indonesia.“10.
| 5

Perangkat : Pemerintah '

Negeri
sebagai

unsur
Pemerintah Negeri adalah Kepala PemerintahNegeri dan1

t
penyelenggaraan PemeriritahanNegeri.Pemerintah NegeriAdministratif adalah Kepala pemerintah
Negeri Administratif . dan Perangkat Pemerintah NegeriAdministratif sebagai uns

penyelenggaraanPemerintahan Negeri. .
0

Kepala: Pemerintah Negeri adalah Pejabat PemerintahNegeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban.untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan.melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. '

f

Kepala Perierintah “Negeri Administratif adalah Pejabat' Pemerintah Negeriyang.mempunyai wewenang, tugas dankewajiban untuk menyelenggarakan.rumah' tanggaNegerinya dan melaksanakan
tugas

dari Pemerintah danPemerintah Daerah. .'
| Saniri Negeri adalah. Lembaga /Badanyang “merupakan .
“perwujudan . demokrasi ” dalam

— penyelenggaraan
naj

Perrierintahan Negeri dan sebagai ufisur penyelenggara
pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatifyang bersama-sarna kepala pemerintah negeri membentuk
Peraturan 'Negeri,. mengawasi. pelaksanaan tugas dari

d

kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang
. merdampingi: kepala pemerintah Negeri dalam memimpinNegeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang
merupakan.perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan
Negeri administratif dan 'merupakan unsur penyelenggaraPemerintahan Negeri Administratif. |

Perangkat. Negeri adalah unsur Pembantu Kepala .
Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan.
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan:

: 3

“unsur
pendukung tugas Kepala PernerintahNegeri dalam

Mp



17.

18.

19.

20.

22.

“23.

24.

25.

-
pelaksanaan kebijakan. “yang-

diwadahi dalam bentuk
d

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu
Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan

. kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala

, Pemerintah Negeri : Administratif dalam pelaksanaan1
kebijakan yang di wadahi dalam: bentuk

pelaksana
teknis

dan unsur kewilayahan.
|

Keuangan Negeri dan Negeri Administratif semua hak dan
kewajiban Negeri dan “Negeri Administratif yang dapatdinilai dengan uang:serta segala sesuatu berupa uang dan :

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan.
kewajiban Negeri dan Negeri Administratif.
Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif“adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,:

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban

keuangan Negeri
dan NegeriAdministratif. '

Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratifyang. 'selanjutnya . disebut RKP Negeri dan NegeriAdministratif adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan
— Negeri Administratif.untukjangka waktu 1 (satu) tahun.|

21. “
0.

Administratif, yang selanjutnya disingkatAPB Negeri dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri

Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.

'

Penerimaan Negeri dan Negeri Administratif adalah uangyang-masuk ke '

rekening jkas Negeri
dan NegeriAdministratif.

Pengeluaran Negeri danNegeri Administratifadalah uangyang keluar dari rekening.
kas Negeri danNegeriAdministratif.

|

Pendapatan adalah semua penerimaan Negeridan Negeri
Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi .

hak. “Negeri dan Negeri Administratif dan tidak perludikembalikan oleh Negeri dan Negeri Administratif.
Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban Negeri dan NegeriAdministratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak“'akan diterima

“kembali oleh | Negeri
dan.

Negeri
26. Administratif. :

|

Pembiayaan Negeri dan:Negeri Administratif adalah semua
penerimaan yang perlu: dibayar

' kembali dan/ataupengeluaranyangakan diterima kembati, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan “maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

ad



27.

108.

29.

. 30.

31.

33.

34.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PKPKN,

|adalah kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan—

menyelenggarakan keseluruhan: pengelolaan keuangan
Negeri dan Negeri Administratif.

|

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan- Negeri
. Administratif, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah
“perangkat Negeri -dan -

Negeri Administratif yangmelaksanakan pengelolaan keuangan Negeri dan NegeriAdministratif berdasarkan keputusan kepala pemerintah
“Negeri dan Negeri Administratif yang menugaskan
sebagian kekuasaan PKPKN.
Sekretaris Negeri dan. Negeri Administratifadalah PerangkatNegeri. dan Negeri Administratif yang berkedudukan
sebagai unsur pitmpinan sekretariat Negeri dan Negeri“Administratif yang menjalankan tugas sebagai koordinator.'PPKN.

|

: NN |

|

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalahperangkat Negeri dan Negeri. Administratif yangberkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Negeri danNegeri Administratifyangmenjalankan tugasPPKN.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah.
. perangkat Negeri dan Negeri Administratif yangberkedudukan

sebagai: pelaksana teknis yang menjalakantugas PPKN.
Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif yang
selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat
menyimpan uang "peinerintahan Negeri dan Negeriadministratif yangmenampung seluruh penerimaan Negeri.dan Negeri administratif dan digunakan untukmembayarseluruh pengeluaran Negeri dan Negeriadministratif pada. Bank yangditetapkan.
Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif“adalah rekening tempatmenyimpan uang Pemerintahan

. Negeri dan:Negeri Administratif yang menampung seluruhDana Cadangan Negeri' dan Negeri Administratif dan
digunakan untuk .mendanai kegiatan yang ditetapkandalam Peraturari Negeri dan Negeri Administratif tentangPembentukan. Dana Cadangan Negeri dan. NegeriAdministratif. dalam 1 (Satu) rekening pada Bank

yangditetapkan. |

Badan Usaha Milik Negeri.dan Negeri Administratif,selanjutnya disebut BUM Negeri, adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeridan. Negeri Administratif . melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Negeri dan Negeri

. Administratif yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa

Riko

hi

32



35.

36.

37.

38.

30:

40.

41.

42.

13.

|

pelayanan, dan usaha lainnyauntuk. sebesar-besarnya. kesejahteraanmasyarakat Negeri dan Negeri Administratif.
Dana Cadangan' adalah dana yang disisihkan guna
mondalai kegiatan" yandmemeukaa Gank Telat bet
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Surplus Anggaran Negeri dan Negeri Administratif adalat
selisih lebih antara pendapatan Negeri dan Negeri

h

Administratif - dengan
belanja

Negeri dan NegeriAdministratif.
Defisit Negeri dan. Negeri:Administratif adalah selisih
kurang antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif
dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif.

|

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih . lebih realisasi: perterimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan . Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian

h

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
"penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan|

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Negeri dan Negeri Administratif.

|

'Dokumen. Pelaksanaan Perubahan' Anggaran yang
Selanjutnya:disingkatPPPA adalah dokumen yangmemuat
perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan

. dalam Perubahan APB Negeri dan. Negeri Administratif- dan/atau Perubahan: Penjabaran APB Negeri dan
NegeriAdministratif. |

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA1
tahun anggaran sebelumnya. .

Pengadaan barang/jasa Negeri dan Negeri Administratif
yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa
adalah: kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah' Negeri dan Negeri Administratif, baik
dilakukan melalui swakelola - dan/atau

penyediabarang/jjasa.
Rencana Anggaran Kas Negeri dan Negeri Administratif
yang selanjutnya disebut .RAK Negeri dan Negeri
Administratif adalah dokumen yang memuat arus kasmasuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur0
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai' pengeluaran--pengeluaran berdasarkan' DPA yang telah
disahkan oleh

kepala Negeri danNegeri Administratif.

At



44.

45.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
. pengadaan barang dan jasa.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnyadiningkst APIP adalah #aapoktarat Jenabrai kamen gAka,
“unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah
kabupaten/kota.
Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif adalah
pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan “Negeri. Administratif tentang APB Negeri dan NegeriAdministratif
yang ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Pemerintah—' Negeri dari Negeri Administratif.
47. Catatan Atas Laporan Keuangan “Negeri dan. Negeri“Administratif yang selanjutnya disebut CaLK Negeri dan

Negeri Administratif adalah bagian dari Laporan Keuangan
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang berisikan
Informasi Umum, Dasar Penyajian Laporan

Keuangan dan
Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran.

bagian Kedua
“Asas

Pengelolaan KeuanganNegeri dan Negeri
Administratif.

wu

Pasal2
Keuangan Negeri dan Negeri “Administratif dikelola
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta2. dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.APB Negeri merupakan dasar pengelolaan keuangan |

| Negeri dan NegeriAdministratif dalam masa1 (satu) tahun
anggaran mulai.

tanggal1 Januari sampai dengan tanggal31
Desember.

a

“BABI
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2
|

Pasal 3.
Maksud: pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratif dalam Peraturan Bupati ini untuk
memberikan- kepastian hukum- Dalam

PengelolaanKeuangan Negeri.dan Negeri Administratif.
Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratifdalam Peraturan Bupati ini untuk

— memberikan pedoman teknis dalam Pengelolaan KeuanganNegeri dari Negeri Administratif.

Atip

h

(2)

1

(1



L sa
Ruang Tngkup” Pengelolaan Keuangan Neperi dan

NegeriANN dna Adiriinistratifdalam Peruturan Bupati ini terdiri dari :a.
kekudsenn' perigeloluan. keuatigan Negeti

dan
Negeri' Administratif,

le

1 2

m
ar

en ed
. anggaran

pendapatan .cdan,jpelanja
Negeri .dan “Negeri“Admsitapmaki .

. pengelolaan,dan
| |

1b.

pembinaan dan pengawasan.d.

|

—

BAB IM
—

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

(NEGERI
DANNEGERI ADMINISTRATIF

Ta Bagian Kesatu .

.
Pesiegang Keluntaan Pengelolaan Keuengan

'

“Negeri dan Negeri Administratif
—

Pasal 5
kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif adalahPKPKN. din. mewakili. Pemerintah Negeri dan Negeri

(“Administratif dalam kepemilikan kekayaan riilik Negeri
os. dan NegeriAdministiatifyang dipisahkan. Na

Kepala Pemerintah:Negeri dan Negeri Administratif selaku“PKPKN sebagaimana.dimaksud pada ayat (1), mempunyaiktwenangan:
NG menetapkan ketijakin tentang pelaksanaan APB Negeri .

| dan Negeri Admiriistratif:b: menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang. milik Negeri dan Negeri Adrninistratif,
.

Cc. inelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif

|

“" menyetujui DPA,,DpPA, danDPAL: |

menyetujui RAK Negeri dan Negeri Administratif, danIa Tn -menyetujuiSPP.8
Negeri dan Negeri Acministratif sebagaimana dimaksud

-

pada ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri-

Adrninistratif mengnasakan . sebagian '

kekuasaannya

Dalain xntlaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan

ag
kepada perangkat Negeri dan Negeri Administratif selaku|

ta)

-PPKN..
pelimpahan Sebaginii kekuasaan PKPKN kepada PPKN
“ditetapkanderigan. keputusan Kepala Pemerintah Negeri

. dan Negeri Administratif.
|

Mp

1
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"3

6) Dalam melaksanakan tugas. dan kewenangannya selakud“3“3

PKPKN, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri AdministratifA1dh3
. dapat diberikan. Howorarjum sesuai standarisasi yang“3

Ai.
b.

'c.

(1)

2)

tervanbum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
nnnn

uiH
: BeginiKedua.

: ogari
dah

Negori Admintouetif “ 16

Pel nam
rN la

PPKIN sebnghimina dinsikaua dalam Panai
5

ajat
() tecdiatas: . .

da

SekretarisNegeridaNegriAdministratif,. “Kaur dan Kasi: dan.
Kaur ketangan.

Sekretiris IEROIAdaniNegeri Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

bertugas. sebagaikoordinator PPKN. '”-
SekretarisNegeri dan. Negeri Adininistratif

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

P

“3. mengoordinasikan' penyusunan dan pelaksanaan

ntad

.
kebijakan APB Negeri dan Negeri Administratif:b.
mengoordinasikah. penyusunan dan pelaksanaan
kebijakanAPBNegeri dan NegeriAdministratif:

A3

c. .menpoordinasikan penyusunan rancangan APB Negeri Ia
dan Negeri Administratif dan rancangan

PerubahanAPB Negeri dan Negeri Administratif:AB

Ad. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Negeri dan Negeri Adniinistratif teritang APE Negeri dan
Negeri Adrninistratif, perubahan APB Negeri tin Negeri
“Administratif, dan.pertanggungjawaban

pelakranaan. ' APB Negeri dan Negeri Administratif: -
e.. mengoortdinasikan: penyusunan rancangan "peraturan“

kepala pemerintah Negeri. dan Negeri Administratif
. tentang. “Penjabaran APB Negeri dan Negeri. Administratif dan. Perubahan Penjabaran APB Negeri

. dan Negeri Administratif: In
£

mengoordinasikan tugas perangkat Negeri dan Negeri
Administratif lain yang metijalankan tugas PPKN) dan

|

8. mengoordinasikan. penyusunan laporan keuangan :

'

Negeri 'dan Negeri ' Administratif dalam rangka

3

aBn1

3
n

d

A1

11

1

n

pertanggungjawiban pelaksanaan APB Negeri dan3

Hp
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8

|

8

9.
(2)

(9)

(5)

(6)

2:

Selain tugas sebagaimana dimaksud :
pada ayat 2,Sekretaris Desamempunyai tugas:

a. melakukanverifikasi terhadap DPA, DPPA, danDPAL:b. melakukan verifikasi: terhadap RAKNegeri dan Negeri
Administratif- dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
' pengeluaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

Dalammelaksanakan tugasnya sebagai koordinator PPKN,
Sekretaris Negeridan Negeri Administratif dapat diberikan '

Honorarium sesuai standarisasi yang tercantum dalam
Lampiran yangmerupakan

bagian
tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati D
inii.23

Pasal 8
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurufb bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.Kaur sebagaimana.dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. Kaur tata usaha dan umumy dan. .“3Uu

|. «b. Kaurperencanaan..8 Kasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

terdiri atas:
'a. Kasi pemerintahan,b. Kasi kesejahteraan, dan -

:

c. Kasipelayanan.
|

| |

'

Kaur dan Kasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. mempunyai tugas: Ka
a. .melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaranatas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya:
b. melaksanakan

anggaran kegiatan sesuai
bidangtugasnya,

Cc. mengendalikankegiatan sesuai.bidang tugasnya,
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang

tugasnya: Tea
|

€.- menandatangani - perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatanyangberadadalam bidang tugasnya, dan

f. "menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan A

APBNegeri dan NegeriAdministratif,
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran sebagaimana dimaksud "pada ayat @ dilakukan

ann
n

- berdasatkan bidang tugas' inasing-masing danditetapkan. dalam RKP:“Negeri dan Negeri Administratif.Dalam melaksanakan' tugasnya sebagai pelaksana
kegiatan anggaran selaku PPKN, Kaur dan Kasi dapat
diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang: tercantumdalam: Lampiran' yang merupakan bagian tidak
terpisahkandari Peraturan Bupati iini.1

Reka
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Pasal 9
Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana“dimaksid'dalam Pasal syat (4) dapat dibantucloh
yang melaksanakankegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifatdanjjenisnya tidakdapat dilakukansendiri.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Negeri dan Negeri Administratif, lembaga
kemasyarakatan Negeri: danNegeri Administratif

i dan/
atau.

masyarakat, yang terdiri atas:“a. ketua:
b. sekretaris: danC. anggota.
Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

'

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan pada saat

penyusunan RKP Negeri
dan Negeri

Administratif. NN
Tim sebagaimana. dimaksud: pada ayat da ditetapkan
melalui keputusan

Kepala Pemerintah Negeri dan NegeriAdministratif.
| |

Dalam. hal Kaur dan Kasi . melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibantu
oleh. tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jjasa, tugas. penandatanganan perjanjian kerja
sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa.
sebagaitmana dimaksud dalam Pasal 8ayat' (4) huruf e
dilakukan oleh. Kaur dan Kasi sesuai dengan bidang|

. tugasnya..#

3

(2)

Tim yang melaksandan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan honorariumberdasarkankegiatan
sesuai strandarisasi yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak

terpisahkan dari PeraturanBupatiini.
Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka dapat
diberikan honorarium

berdasarkan Jumlah kegiatan yang
tugaskan.

|

|

Pasal 10 |

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. :

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat da),
mempunyai tugas:

:2. menyusun RAK Negeri dan Negeri Administratif: dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,

menyimpan, -
. menyetorkan/membayar,W

1

1

(1
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menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Negeri dan Negeri Administratif
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Negeri

. dan Negeri Administratif. : |

:

(3) Kaur Keuangan dalam: melaksanakan — fungsi
kebendaharaan memiliki ' Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, Kaur
Keuangan dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.nk

NN

BNN BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
- - Pasal1l1 .

(1) APB Negeri dan Negeri Administratif terdiri dari:.|

a. pendapatan Negeri dan Negeri Administratif:
:. b. belanja Negeri dan Negeri Administratif: dai:.

| c..pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif. |

(2) Pendapatan Negeri dan “Negeri Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut
kelompok, jenis dan objek pendapatan. NN

(3) Belanja Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja,
dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut. kelompok, jenis dan objek
pembiayaan. PN

pa 2 Pasal 12 |

Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif, belanja Negeri dan
. Negeri Administratif, dan pembiayaan Negeri dan NegeriAdministratif diberi kode rekening.

|

|

Bagian Kesatu
Pendapatan

Ta Pasai 13 .

(1) Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
. dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua
penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu)

| tahun anggaran yang menjadi hak Negeri dan Negeri
Administratif dan tidak perlu dikembalikan oleh Negeri
dan Negeri Administratif.

Ati
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4)

15

(4)

(6)

(1)

- 14 .

Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:a pendapatan asli.Negeri danNegeri Administratif,
b. transfer, dan
c. pendapatan lain.

| Pasal 14 :

Kelompokper:dapatan asli Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a,terdiriatas jenis:-

" a. hasil usaha, .
b. hasil aset:

NN 3 swadaya, partisipasi dan gotong royong: dan.

(2).

d. pendapatan asli Ncgerl dan Nogeri Administratif lain.
Hasil usaha Negeri dan Negeri Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasilBUM Negeri dan Negeri Administratif.
Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,“antara lain, tanah kas Negeri dan Negeri Administratif,tanah/kebun Negeri, meti Negeri, tambatan perahu, pasar
Negeri. dan Negeri Administratif, tempat pemandiaritenun, Jaranan Irieasi, dan hihi @soi lainnya peouhldengan kewenangan “berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala

Negeri dan
NegeriAdministratif.

6

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yangberasal dari

sumbangan
masyarakat Negeri dan

Negeri
|

Administratif.
“$) Pendapatan asli Negeri dan Negeri Administratif lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain
hasil pungutan Negeri dan Negeri Administratif.
Hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri dan meti Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan swadaya,
partisipasi dan gotong royong yang tidak berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam
APB. Desa. yang anggarannya tidak dimasukan dalam
rekening Kas Desa namun dicatatkan

dalam CaLK dan
Buku Kas Umum.

Pasal 15
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud

dalam
Pasal 13

ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. - dana Negeri dan Negeri Administratif:b. bagian dari hasil

pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten: :

c. alokasi dana
Negeri

dan Negeri Administratif,Hk
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La

(2)

(8) Bantuan

(5)

d: bantuari
'

keuangan dari Anggaran Pendapatan
0: Belanja Daerah Provinsi:dan ".. :

e. bantuan keuangan dari Anggaran
Pendapatan

:

—. BelanjaDaerah Kabupaten.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatari Belanja“Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d. dan huruf e dapat bersifataj Jaja lalat,Ba

beaangan . bersitat khusus sebagaimana
Lana) sj

dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Negeri dan
Negeri Administratif . tetapi tidak diterapkan dalam
ketentuan. penggunaan paling sedikit 70x (tujuh puluh
per Seratus) dan.

paling banyak. 306 (tiga puluh per
seratus).
Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana

|

“'dirbaksudpada ayat (2). peruntukan dan penggunaannya
diserahkan seperruhnya- kepada Negeri dan Negeri
Administratif penerima bantuan dalam yTangka membantu

(9)

pelaksanaan 'tugas'
pemerintah. daerah

di Negeri dan
NegeriAdministratif::
Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana' dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya
ditetapkan oleh pemerintah . daerah pemberi bantuanh
dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan
Negeri dan Negeri Administratif, pembangunan Negeri dan
Negeri Administratif, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri|

danNegeri Administratif. dan Pemberdayaan Masyarakat

4

a.

b.

Negeri danNegeri Administratif.
Peruntukan dan penggunaan Bantuan Keuangan bersifat

. Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Bantuan
Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada.
ayat5) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16
| Kelompok pendapatan lain sebagaimana: dimaksud dalam
—- Pasal 13 ayat (2) huruf Cc, terdiri atas:

penerimaan dari hasil kerja sama Negeri dan Negeri
Administratif:
penerimaari “dari: barituan

perusahaan
yang berlokasi di

Negeri dan Negeri Administratif, .

' penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pitsak ketiga:
. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkanpenerimaan di kas Negeri dan

' Negeri

d.

Administratif pada tahun anggaran berjalan, .

bunga bank,dan
—

|

ah
£5£
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. Bagian Kedua '

..
Belanja

: “Pasal 17
BelanjaNegeri dan Negeri. Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua1

pengeluaranyangmerupakan kewajiban Negeri dan Negeri
—- Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

| akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Negeri danNagari Adminiswatir, |

Belania Negeri dan' Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai
penyelenggaraan . kewenangan Negeri

dan Negeri

Administratif.
Kan

|
|

k

Pasal 18
Klasifikasi" belanja Negeri

«dan. Negeri Administratif terdiriatas bidang:
1

|

'&. penyelenggaraan pemerintahan Negeri. dan Negeri
, Administratif,

. b. "pelaksanaan pembangunan . Negeri dan Negeri
|

n
Administratif:|

ce. pembinaan kemasyarakatan
'
“Negeri dan Negeri

(2)

|

3

(1)

—

Administratif:
.d. pemberdayaan

masyarakat | “Negeri dan
Negeri. Administratif, dan.

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat danmendesak Negeri dan Negeri Administratif.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. huruf: a, sampai dengan hurufd dibagi dalam sub bidang
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Negeri dan Negeri

| Administratif:yang telah
dituangkandalam RKP

Negeri
dan

Negeri Administratif. |

Klasifikasi “belanja. sebagaimana:dimaksud pada ayat (1)huruf edibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan. “Negeri dan Negeri Administratif untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi

di

Negeri «

dan Negeri
Administratif.

|

i
|

-

Pasal 19
Klasifikasi belanja sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangandan operasional pemerintahan Negeri dan Negeri

: Administratif:
b. sarana dari prasarana pemerintahan Negeri dan NegeriAh
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|

c. administrasi
kependudukan,

pencatatan sipil, statistik,

(2)

3

4)

“8

(1)

@

dan kearsipan, .
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan,

dan
pelaporan: dan.

e. pertanahan.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

:

18
ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

|

pendidikan, .

kesehatan:
. pekerjaan umum dan penataan ruang,-
. kawasan permukiman,
kehutanan dan lingkungan hidup:
perhubungan, komunikasi dan informatika,
energi dan sumber daya muneral, dan
pariwisata,

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

1

a.
b.
c.
d.

f.

h.

'- ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a.- ketentraman, ketertiban, dan

pelindunganmasyarakat:b. kebudayaan dan kegamaan,
c. kepemudaan dan olah raga, dan
dd. kelembagaanmasyarakat:Klasifikasi belanja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

|

a. kelautandan perikanan,
'b. pertanian dan peternakan,
c. peningkatan kapasitas aparatur Negeri dan NegeriAdministratif::
d. pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak dankeluarga, |

e.. koperasi, usahamikro kecil dan menengah,f. dukungan penanaman modal: dan
g. perdagangan dan perindustrian.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

. ayat ti) huruf e dibagi dalam sub
bidang:| a. penanggulangan bencana,

b. keadaan darurat: dan
c. keadaan mendesak.

'

Pasal20:
. Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1). sampai dengan ayat (S5) dibagi dan dirinci dalam
kegiatan “yang: .tercantuni': dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak

terpisahkan
dari Peraturanti

Bupati ini.
Kegiatan penerimaan: lain Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan NegeriAdministratif dapat ditambahkan, yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri,
metiai dan/atau bantuan khusus pada sub bidangAt
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KatanaIa

18.
|

senyelengiaraan:belanja penghasilan tetap, tunjangandan|

Operasional pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif
|

Bidang. Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan Negeri
Ponambsnan kebiriMEN PAI

PN diskead padi ivat
2) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling

!banyak: 304 (tiga puluh per seratus) sesuai ketentuan
pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Teahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

na

nn di

. Undang:Undang
Noraor

6
Tahun 2014 tentang Desa.

|

Pasal 21
Jenis Belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17

ayat (1),

5

6)

.
belanja talk

terdugsi.
'

terdiri atas:
belanjapegawai, aa 5

belanja barang/jasa,
belanjamodal: dan

a.
b.
c.
ad

"

. Pasal 22

Belanja 'pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 .(1) n
huruf 'a, dianggarkan untuk pengeluaran. penghasilan
tetap, tunjangan, tunjangan dari penerimaan lain, dan
pembayarari jaminan sosial bagi Kepala Pemerintah Negeri

dan Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negeri
-

1na
“313dA

Pe Administratif, serta tunjangan BPN/Saniri Negeri.
. &

-

Sianggarkan dalam bidsing penyelenggaraan pemerintahan

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat )
Negeri dan Negeri Administratif.

Fr
n1

Belanja pegawai . sebagaimana dimaksud pada : ayat (1)
pelaksariaannya dibayarkan setiap bulan.
Pembayaran jaminan sosial

sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan

kerhampuan
APB

Negeri dan
KegeriAdministratif. 0

ai
na

4) n

Dikecualikan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai:
sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) terhadap
pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Kepala
Pernerintah Negeri danNegeri Administratifdan Perangkat
Negeri dan Negeri Administratif untuk Pemberian

Penghargaan bagi Kepala Pefnerintah Negeri dan Negeri
Administratif dan. Perangkat Negeri “dan Negeri

1

: ,

Admirtistratif yang diberikan.
1

(satu) kali pada saat akhir

“asa jabatan atan hari terakhir purna tugas:

Ffg
u2

Ap
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(61

(7)

Kepala 'Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan
Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri yang keputusan
pengangkatannya ditetapkan

: pada tanggal 1 sampai
dengan tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya ketetapan
tersebut,. kepada:: yang. '

bersangkutan - diberikan:penghasilan tetap dan turjarigan penghasilan BPN/Sanizi
Negeri untuk bulan berjalan. :

Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan
Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri yang keputusan

n

pengangkatannya ditetapkan diatastanggal 16 pada bulan
dikeluarkannya ketetapan

| tersebut, maka penghasilann
tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri Negeriyang
bersangkutan

'

mulai. . diberikan. setelah bulan“diterbitkannya ketetapan dimaksud.
(8)

9

Penghasilan tetap.dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri
Negeri -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
dihentikan

:

pembayarannya . apabila ketetapan
pemberhentian pegawai diterbitkan di bawah

tanggal
16.

n

pada bulan dikeluarkan ketetapan.
Penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan BPN/Saniri
Negeri sebagaimana- dimaksud . dalam ayat (1) tetap.

. dibayarkan untuk bulan berjalan apabila ketetapan
:

. pemberhentian pegawai diterbitkan di atas tanggal 16
P

|

(io)

' (11)

pada bulan saat diterbitkan ketetapan tersebut.
Apabila terdapat kekosorigan jabatan pada struktur
organisasi pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif
maka alokasi belanja pegawai yang diperuntukkan bagi

|

jabatan' tersebut wajib disetorkan kembali oleh Kaur
Keuanganke Kas Negeri dan Negeri Administratif,
Apabila terdapat jabatan yang dijabat secara rangkap olehsalah 'satu pegawai dalam organisasi penyelenggara
pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, maka
pembayaran tunjangan penghasilan hanya diberikanuntuk jabatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasidan atau apabila jabatan yangdijabat secara rangkap

| tersebut. . berkedudukan sama, : maka - tunjangan|

benghasilan' tetap tersebut dibayarkan untuk
salah satu. jabatan saja.

k

(12)

—

13)

Belanja pegawai yang tidak dibayarkan sebagaiakibat dari
adanya. kekosongan jabatan dan atau! terdapat adanya
jabatan rangkap, wajib disetorkan kembali oleh Kaur
Keuangan Negeri dan Negeri Administratif ke Kas

NegeridanNegeri Administratif.
|

Bukti setor kembali ke kas Negeri dan Negeri Administratif
0

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat' (12)
dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksariaan Dana Alokasi Dana

Negeri
dan Negeri

Administratif. :

Rip
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NG)

0 belas) bulan..
(2).
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Ma Pasal 23
Tg

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilaimanfaatna kurang dari 12 (dua

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

'&: operasional pemerintah Negeri dan Negeri Administratif:A
- b. pemeliharaan sarana prasarana Negeri dan Negeri
“Administratif,” Kh

|

kegiatan Sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis:
. operasional BPN/Saniri Negeri, PN

NN

“InsentifRukun. Tetangga/RukunWarga, dan :

pemberian barang “pada masyarakat/ kelompok.(masyarakat. - |. Ta
Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun “Tetangga/Rukun Wargauntuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan

-
0
ap

n.

|

-pemeriritahan, perencanaan pembangunan, ketentraman

(5)

. dan ketertiban, serta “pemberdayaan masyarakat Negeri
. dan Negeri Administratif. PN DNAN :

| Besaran
—

insentif
— untuk” “operasional Rukun(H9

Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat
| (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah
Negeri. NN TN

Pemberian barang : pada :

masyarakat/kelompok

K

“masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf fdilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Negeri—

dari Negeri' Administratif dan ditetapkan dengan Surat

NG)

@

(2)

8)

Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
Dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri
sebagaimana dimaksud pada “ayat (5) antara lain

. mencamtumkan jumlah dan jenis barang, nama danalamat penerima bantuan.
—

Pasal 24
Belanja modal sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 21:“huruf. c, digunakan " untuk pengeluaran pengadaan
barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)“bulan dan menambah aset.

'

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Negeri danNegeri.Administratif. :

Dalam: hal kegiatan pembangunan infrastruktur fisik,maka jenis: belanja 'barang/jasa dapat dimasukan dalam
jenis belanja modal untuk kepentingan pencatatan aset
Negeri

N
n Negeri Administratif,Ai



(1)

(2)

3)

- 4

(5)

(1)

(2)
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Pasal 25
|

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Negeri dan Negeri
Administratif.
Belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
sebagairnana dimakmud pada ayat (1) paling aedikit
memenuhikriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya:

b. . tidak diharapkan terjadi berulang: dan
“ €. berada di luar kendali

pemerintah Negeri dan Negeri'”

Administratif.
Kematan pada ayh bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya

bencana
alam dan

bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
penanggulangan keadaan darurat karena adanyakerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan
harga yang menyebabkan

terganggunya pelayanan dasar
“masyarakat.
Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin

yangmengalami kedaruratan.

Pasal 26
Ketentuan kriteria bencana alam sebagimana .dimaksuddalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, angin
topan, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan,kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran lahan,

a

. gelombang pasang atau badai, gas |
beracun, abrasi dang

tanah longsor.
Ketentuan kriteria bencana sosial adalah bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar

kelompok
atau antar komunitas masyarakatdan teror. '

n

Ki



(3)

(4)

6)

- ay0 dan/atau. terancamnya penyelesaian pembangunan

AN
Se

SN
»

ng
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Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalaha'

. merupakan upaya “tanggap darurat' akibat terjadinya
bencana alam dan bencana sosial berupa kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk:

yang ditimbulkanmeliputi:
a. kegiatan penyelamatan dan erakuasi' awal

masyarakat terkena bencana,
b. pemenuhankebutuhan dasar (pelayanan dasar.
Cc. perlindungan terhadap kelompok rentan dan

- pengurusan pengungsi:
.perbaikan lingkungan daerah bencana:
pemulihan dengan segera sarana dan prasarana
vital/ umum:
pemberian bantuan

perbaikan rumah masyarakat-

pernulihan sosial psikologis:
pelayanankesehatan: '

rekonsialiasi dan resotusi konflik:
-pemulihan sosial,ekonomidan budaya:
pemulihan keamanan dan ketertiban: :
pemulihan fungsi pemerintahan: dan
pemulihanfangsi pelayanan publik.

Penetapan kriteria kegiatan yang dapat “dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

a
n

t
Tj 1

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama.antara Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan
BPN/Saniri Negeri yang dituangkan dalam Berita Acara
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Berdasarkan Berita Acara sebagaimana: dimaksud pada
ayat (4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif tentang kriteria kegiatan yang dapat
dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial sebagai dasar peluksanaan kegiatan.

Pasal
Kriteria . keadaan darurat adalah adanya. kerusakan

sarana dan prasarana -akibat kenaikan harga atau akibat
lainnya yangmenyebabkan

terganggunya
pelayanan dasar

. masyarakatmeliputi:
& kengikan harga yang berakal kabupaten dankenaikan harga yang mengakibatkan tidak dapat

d.
e.

n

'u
Irn

1Aad

1

a
“3nkn

AP



(2)

Ka

9.

(1)

2)

(3)
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- dilakukan perubahan/penyesuaian anggaran untuk
menyelesaikan kegiatan yang ada.

|

Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk:
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sarana dan prasarara pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dari penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum

nFnu

- dan
'

perlindungan rbasyarakat, dan sosial yang
memerlukan penanganan segera. : '

6

n1
Dalam halterjadi keadaan. darurat karena adanya
kerusakan dan/atau. terancamnya penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan
harga dan/atau akibat lainnya yang menyebabkan

. terganggunya pelayanan dasar masyarakat sebagaimana
dimaksud pada -ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri
Negeri Administratif me
Bupati melalui Perangkat Daerah yangmenangani Urusan

'

Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri lewat Camat untuk

yukan permohonan ke
I

dapat ditetapkan dalam keadaan darurat. '

Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal28
Kriteriakeadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk
segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya -'upaya
pemenuhan kebutuhan primer “dan pelayanan' dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa
kebutuhan. pangan, sandang, perumahan, kesehatan,
pendidikan,pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. |

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Negeri
Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedarura

dan Negeri Administratif yang sama. sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
(mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang iayak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Kriteria masyarakat miskin yang mengalami k
sebagaimana dimaksud. pada ayat (JI) paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:

|

a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2
perorang: -

|

b:. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu

Rek



“

4

(S5).

(1)

.
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e. jenis: dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/
. kayu berkualitas rendah/embok tanpa Ciplester," d, tidakmemiliki fasilitasbuangair besar, |

.€. sumber penerangan . rumah tangga
'

tidak
menggunakan listrik:

: 1

sumber air minum berasal dari
sumur/mata

air tidak
terlindung/sungai/air hujan,| bahan bakar. untuk memasak sehari-hari
menggunakan:kayu bakar/arang/minyak tanah,h.. hanya mengkonsumsi

Saging/
susu/

ayam
1

(satu)- kali seminggu,
i. - hanya mampu membeli 1 (satu) stei pakaian baru

dalam setahun, . :- 5
hanya sanggupmakan dalam 1/2 kali dalam sehari:

.'' tidak sanggup membayar: biaya
pengobatan

di.. puskesmas/ poliklinik, Tana
Il sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas. lahan 500m2, buruh tani,“ nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh

pelabuhan, buruh' pasar, buruh terminal atau
pekerjaan lairinya dengan(pendapatan dibawah Rp...600.000,- perbidlari: -.-

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah "tangga tidak
sekolah/tidak tamat SD/tamat SD,

setahunn
2

k.
1

Aa

|

n. Tidak memiliki taburigan/tbarang yang mudah @ifual
dengari minimalRp. 500.000,-Seperti sepeda motor:
“dan

Oo...Kondisi kehidupannya sangat memprihantinkan.
Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
.ayat (l) dan masyarakat miskin yang mengalami|

kedaruratan sebagaimana dimaksud pada. ayat (2)
disepakati: melalui : Musyawarah. Negeri dan Negeri

1
'

Administratif. yang
'

“dituangkan dalam Berita Acara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada.
ayat (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif tentang kondisi keadaan mendesak

' sebagai.dasar pelaksanaan kegiatan kepada' masyarakat
miskinyangmengalami kedaruratan.

Pasal29
Tata:cara:perigeunaan anggaran untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan" keadaan mendesak yangberskala lokai Negeridan Negeri. Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) adalah

n denganmenggunakan jjenis belanja tak(erduga.i :



@

(3)

(5)

(6)

255

Belanja. tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang
|

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan:
mendesak “yang berskala lokal Negeri dan NegeriAdministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dianggarkan melalui APB Negeri dan Negeri Administratif
dan/atau APB Negeri dan Negeti Administratif Perubahan,
Belanja tak terduga. yang dianggarkan dalam APB Negeridan Negeri Administratif dan/atau APB Negeri dan Negeri
Administratif Perubahan sebagaimana dimaksud padaayat (2), uraian rencana

anggaran biayanya
dibuat secaraglobal tampa dirinci.”

Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat.'diambilkan
dari pendapatan, dan/atau penerimaan pembiayaan yang

3a

n

(4)

"
dianggarkan dalam APB.Negeri dan Negeri.Administratifdan/ataAPD Ropsri danNugor Aririinistratf Poribahan,Realisasi Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud
pada. ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sesuai dengankuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.
Tata. cara penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga .sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

a
langsung dibelanjakan. pada saat terjadinya kondisi
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaanmendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) setelah dipenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4),

a

pasal 27 ayat (4), dan/atau pasal 28 ayat (5).Tata cara penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga
sebagaimana dimaksud pada ayat

hk)
dan ayat (2) sebagai

berikut:

(7)

.-a. Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
.mengeluarkan pernyataantanggap darurat bencana,
keadaan darurat. dan keadaan mendesak

| berdasarkan Berita Acara. yang Gisepakati bersama
|

antara Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
|

'
dan BPN/Saniri Negeri, |

b. .

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif'

menetapkan TPK tanggap darurat bencana/keadaan
. darurat/keadaan mendesakyang

terdiri dari seluruh
| perangkat Negeri:

|

C.. TPK -
.' tanggap' darurat NN bencania/keadaan

| “dariirat/keadaan mendesak yang mengajukan
rencana kebutuhanbelanja tanggap darurat bencana
kepada. Sekretaris Negeri dan Negeri

Administratif“selaku koordinator PPKN: :

d. Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.
memverifikasi rencana kebutuhan belanja tersebut,Art



(1)

2

e. Kaur Keuangan mencairkan dana tanggap darurat
. bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

"kepada TPK tanggap darurat bencana/keadaan
- darurat/keadaan mendesak paling lambat 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana-
kebutuhan belanja,£. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat
.pada buku kas umum tersendiri oleh Kaur Keuangan,

g. 'TPK tanggap ——

darurat bencana/keadaan
darurat/keadaan mendesak bertanggung jawab

. secara fisik. dan keuangan terhadap penggunaan
dana tenggap daruratyang dikelolanya,h. pertanggungjawabari atas penggunaan dana tanggap

“darurat

bencana disampaikan oleh TPK tanggap
darurat bencana/keadaan darurat/keadaan

2

K“u

menjosak kepada Kapala Perneryitah Kuda ianNegeri Administratif dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaranyang sah dan lengkap:i. pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya dapat menggunakan belanja tidak
terduga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan'

Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan
persetujuan. pimpinan Saniri Negeri, dan“G dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi' dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana

dari hasil perubahan anggaran dan kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan

uang kas yang tersedia.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 30

Pembiayaan Negeridan Negeri Administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakansemua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun0.
anggaran berikutnya. :
Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)terdiri atas kelompok:
a. 'penerimaan pembiayaan, dan
b. pengeluaran pembiayaan.

darurat

1r

I3a

1a1Pp

Aan1nn
n

1
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(3)

a

Pasal 31:
Penerimaan "pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2).huruf a, meliputi:.
a.- SiLPA tahun sebelumnya:
b. .

pencairandana cadangan, dan
“c. hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkankecuali tanah dan bangunan.
SiLPA sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a paling2)
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yangbelum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkankebutuhan dana cadangan yang.selanjutnya dicatatkan

|

dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Negeri dan
NegeriAdministratif.
Hasil penjualan kekayaati-Negeri dan Negeri AdifiaistratifYang dipeahisan sobagoihwnya dimaksud pada ayat (4)huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekayaan Negeri dan

Negeri
Administratif yang

dipisahkan.

'

Pasal 32
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) huruf b, terdiri atas:

|

a.
b.

(1)

(2)

(3)

pembentukan dana cadangan, dan:

penyertaan modal.

Pasal 33:
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

. dalam Pasal 32 huruf a' dilakukan untu mendanaiKe

kegiatan: yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligusdibebankan dalam1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud

1

pada ayat (1) ditetapkan dengan (peraturan Negeri dan
Neger: Administratif.
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,
b. program dan

kegiatan yang akan
dibiayai

dari dana
cadangan, |

Cc. besaran dan rincian tahunar dana cadangan yang
| harus dianggarkan:

d. sumber danacadangan: dan
e.. tahun anggaran pelaksanaan

dana cadangan.

Abah



(H

(S)

(6).

7.

3

9)

(1
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Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari"
penyisihan atas penerimaan Negeri

. dan Negeri
Adrninistratif, kecuali dari penerimaan . yang
penggunaannya telah

. ditentukan secara “khusus

1.

berdandannerekerak perbida Hasanah
Penganggaran dana cadangan tidakmelebihi tahun akhir
masa jabatan kepala Negeri dan Negeri Administratif.

.

Progam dan Kegiatan: yang dapat dibiayai
: dari Dana

Cadangan
sebagaimana dimaksud pada

ayat
(3) huruf b

meliputi: |

a: dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades dan
Pemilihan BPN (yang menjadi kewenangan

Negeri dan
|

“Negeri Administratif),
b. pengisian/penjaringan/penyaringan . Kepala
“Pemerintah Negeri dan Negeri: Administratif dan
Badan:

Permusyawaratan Negeri dan Negeri
Administratif: : | — |

1

'. pemberian penghargaan | purna
|

tugas Kepala
|

Pemerintah Negeri “dan: Negeri Administratif dan
perangkat Negeri:danNegeri Administratif:dan/atau

1h

—&. keglatah lain sesuai dengar kondisi, kebutuhan, dan
Keweriangan:Negeri dan Negeri Administratif.

Pengelolaan Dana. Cadangan Negeri dan Negeri
Administratif dilaksanakan melalui rekening Dana
Cadangan Negeri dan Negeri Administratif pada bank atas
nama PemerintahNegeri dan Negeri Administratif.
Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana : dimaksud pada ayat (7) dibuat oleh
Pemerintah Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah

Negeridan Negeri Administratifdan Kaur Keuangan.
Nomor rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 8

a

dilaporkan kepala Negeri dan Negeri Administratif kepada
Bupatimelalui Camat.

—

Bagian Keempat

Penyertaan
Modal

:
: Pasal 34

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
| huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan0
kekayaan pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang
diinvestasikan dalam BUM Negeri dari NegeriAdministratif
untuk meningkatkan pendapatan Negeri dan Negeri
Administratif atau pelayanan kepadamasyarakat.

n



(2)

3
(a)

(5)

(6)
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Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. merupakan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang
dipisahkan. yang. dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APB Negeri danNegeri Administratif.
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam bentuk tanah kas Negorl dan Negeri Administratif
dan bangunan tidak dapat dijual. |

|

Penyertaari modal pada BUM Negeri dan Negeri
5 Administratif melalui proses analisis kelayakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.
Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif secara
mayoritas dimiliki oleh Negeri dan NegeriAdministratif.
Penyertaa modal“sebagiirisradimaksud padaayat (Wdilakukan

| dengan prinsip kehati-hatian dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. penyertaan modal direncanakan melalui proses
... Musrembang Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan

. Negeri tentang RKP Negeri dan selanjutnya
dianggarkan. dalam '

APB Negeri dan Negeri
Administratif,

.b. . penyertaan modal dialokasikan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Negeri dan

: Negeri Administratif dan potensi pengembangan
usaha-usaha BUMNeg,

Cc. penyertaan modal dapat dilakukan hanya kepada
BUMNeg yang sudah terbentuk melalui Musyawarah
“Negeri dan ditetapkan melalui Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang pembentukan BUMNeg
serta .Surat Keputusan. tentang pengangkatan
pengurus BUMNeg telah ada

dan pengurusnya telah
. dilantik:

d. penyertaan modal Negeri: dan Negeri Administratif
“ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri. “Administratif tentang Penyertaan modal Pemerintah-
Negeri Pada BUMNeg: dan:

e. peraturan Negeri dan. Negeri Administratif tentang
.penyertaan modal ke BUMNeg sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf d antara lain mencantumkan
jumlah .

penyertaan modal, penanggungjawab
. pengelola dana dan tujuan peruntukan penyertaan“modal dimaksud..

ii penyertaan modalbisa dilakukan dalam tahun jamak,
g. bukti legal formal penyertaan modal adaiah:

|

1) Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentangPembentukan BUMNeg,

Appa
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.
, “2 Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentangNN “Penyertaanmodal ke BUMNeg:. . pt
Ta

. Se Se Sea enankatan
pengurus BUMNcg:

: :

4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah

. Tangga(ART) BUMNeg: :

5) “Berita Acara penyerahan modal: '

6) Bukti transaksi pemindahbukuan dari rekening:
|

Negeri dan “Negeri Administratif
ke rekening

h.. beninggangjawab pengtlola dana penyertaan modalD0
BUMNegwajibmenyampaikan laporan perkembangati

: pengelolahti dana BUMNeg sekurarig-kurang 1 (satu) ,-

kali dalarn setahun kepada Kepala Pemerintah Negeri|: dan Negeri Administratif selaku Penasihat BUMNeg

“Gan Saniri/BPN selaku Pengawas BUMNeg,.
tk

at
Neseri Adminis Pet

E

1

P
1-

1

B

0 1 '

Pasai 35
|

NE Penyertaan. mbdal .pada BUM
Negeri dan NegeriAdministratif dapat terdiri atas: .

Ta hibah dari pihak swasta, lembaga sosial'ekonomi(— kemasyarakatan' dan/atau: lembaga donor : yang“disalurkan melalui mekanisme APB Negeri dan(0 Negeri Administratif,
—

|b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,ag “dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan
melalui mekanisme. APB Negeri dan “Negeri

C: " kerjasama usaha dari pihak ewaste, lembaga “sosialH0 ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donoryang dipastikari sebagai kekayaan kolektif Negeri
- dan Negeri Administratif dan disalurkan melalui
ai | mekanisme APB Negeri dan Negeri Administratif:d. "aset Negeri dan Negeri: Administratif yang- diserahkan kepada. APB Negeri dan Negeri

. Adriristratif' sesuai dengan
''ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang Aset Negeri dan Negeri“Administratif.
(2) Tata cai penyertanla modaf Hida BUM Negeri dan Negeri-

Administratif sebagaimana dimeksud dalam pesal 34 ayat(9) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikatorpenyertaan modul yang dapat disertakari dan indikator. analisa kelayakan penyertaan modal.|

| (8j Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat.

yani
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

1

a

"aa

:1
1a.

1Ia

Admiristra

d3

n
1dn

2n2

4ndA2
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a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan
|. untuk penyertaan-"Modal pada BUM Negeri dan
Negeri Administratif: dan/atau|

b: adanya sumber Penerimaan Pembiayaanyang dapat

@.

S).

(&

-iPaTa

| Gigunakan untuk penyertaan Modal pada BUM.

Negeri dan Negeri Administratif.
|

Ketentuan. indikator analisa kelayakan penyertaan modai
sebagaimana, dimaksudpada ayat (2) meliputi:

k

&. adanya Poraturani Nagin : du Negeri Atitninistratif
|

|

23

tentang Pendirian BUM Negeri .dan Negeri
. “Administratif.yang mengatur. tentang organisasi
.pengelola BUM Negeridan Negeri Administratif

dan/atau struktur Organisasi BUM Negeri dan Negeri
Administratif, modal usaha BUM.Negeri dan Negeri
Administratif,Jenis Usaha BUM Negeri dan Negeri
Administratif, AriggaranDasa? dan Anggaran Rumah
Tangga BUM Negeri dan Negeri Administratif dan

.
pengurusBUM Negeri dan Negeri Administratif: dan

b. adanya Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri

|

Administratif yang.memuatpaling sedikit:
“1. jumlah modal yang disertakan,

—. 2. .
mekanisme pengembalian modai:” 3. alokasi keuntungan untuk desa

setiap periode. pengelolaan, “
“4. hak dan kewajiban pihak :desa dan BUMDesa|

secara kelembagaan: dan
5. jangkawaktu penyertaan modal. 5

Penetapan Peraturan Negeri: dan Negeri Administratif
|

tentang. Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri
Administratifsebagaimana:dimaksudpada ayat 4. huruf
b dengan mempertimbangkan:

kn

|. proposal pengajuan penyertaan"modal olehBUM
“Negeri :dan NegeriAdministratif: dan

b. kajian.mengenai Proyeksi keuntungan BUM Negeri

1

'.danNegeri Administratifdenganmemperhatikan:1. aspek Sumber Daya Manusiaj' :to ag

2. “aspek Ekonomi: dan-
':

. ho '
TN

| 23. , aspek Sarana dan Prasarana! Pa
“Proposal pengajuan penyertaan modal leh BUM Negeri

. dan Negeri Administratif :

sebagaimana dimaksud pada

n2

ayat Aa,huruf a disusundenganSistematika sebagaiberikut: 00 Peda ani
—pendiahuliari:

. mal atm .
Pa

». “kegiatan yang. telahdan1 akandiemban.
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t

£

m

PengeloiasiKemanadann Negeri Aministrati

|
: |

Fi 1

1

|

€. rencana pertanfiktan penyertaan modal/Rericaria
Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan, .. analisa kelayakan usaha:£- penutup, dan : Tn

&- lampiran. .

Lampiran proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM
Negeri. dan. Negeri Administratif terdiri dari dokumeti
sebagai berikut: "

:

ia

B1n11»

&..
Murat permohondi penyertaan Inodal usaha" BUME
NegeridanNegeri“Administratif:bi: Peraturan Negeri. dan Negeri Administratif tentang

|“
pernbentukari BUM Negeri dan Negeri Administratif:

'
ce.

|

dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

A11JE
h"3d1

Tangga (ART) BUM Negeri danNegeri Administratif:Bana
-
1

-surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Adxwinistratif tentang pengangkatanpengurus BUM
Negeri dan Negeri Administratif: dan -

11n

e.
rekening BUM

Negri dan Negri Amiin
a

Pe Ha rt
PENORLOLIAN

|
Na 1

al 36

meliputi: : 8 pa
A

“3
2

perencanaan: . “. 1. 1
pelaksanaan: - ai L. i

"

penatausahaan: i
'

L

b.

pelaporan:dand.

|

pertanggungjawaban.
Pasal 37

Pengelolaan “keuangan Negeri dan Negeri Administratif
Maba na

ditiaksd dalam Pasal
96

dilakukan denganBasis Kas:
41d

Basis -
"Kas," sebagiimana dimaksud: pada ayat (1s

merupakan pencatatan tansaksi pada saat kas diterimaKa ai
NERng “kas Negeri dan Negeri

sgd

TN :

Pengeloiaankeuangari Negeri dan Negeri
dapat dilakukan dengin menggunakansistem

“5—. Dalam
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(1)

Bagiari Kesatu
Ta Perencanaan '

: Pasal 38 |

Perencanaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri
Administratif merupakan perencanaan penerimaan dan
pengeluaran pemerintahan Negeridan Negeri Administratif5 pada tahun anggaran berkenaan yang dianggirkan dalam

(2)

|
(8)

:

Ta disusun merupakan bahan penyusunan rancangan|

Peraturan Negeri dan :Negeri Administratif tentang
APB

NegeridanNegeri Administratif.

(1)

@

4)

- APB Negeridan Negeri Administratif.Sekretaris . Negeri
” dan Negeri

2
Administratif

mengoordinasikan penyusunan rancangan APBNegeri dan
Negeri Administratif berdasarkan RKP Negeri dan Negeri
Administratiftahuriyang paling sedikit memuat: a
a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten|

dengan kewenangan: Negeri dan Negeri Administratif.. dan RKP Negeri danNegeriAdministratif:
|

b. prinsip penyusunan. . APB Negeri . dan Negeri... Administratif, 0

n

1

c. kebijakan penyusunan .APB' Negeri dan Negeri— Administratif:
0 d. teknis penyusunan APB: Negeri dan

Negeri. Administratif, dan.
e. ' hal khusus lainnya.
Rancangan APB Negeri dan Negeri Administratifyang telah

' Pasal 39
“Sekretaris heneri dan Negeri Administratif menyampaikan
Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif .
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif kepada
“Kepala Pemerintah:Negeri-dan Negeri Administratif.
Rancangan . Peraturan Negeri dan Negeri Administratif(2) n

tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan Kepala Pemerintah :

Negeri dan Negeri Administratif kepadaBPN/Saniri Negeri
untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah BPN/Saniri Negeri.
Rancangan . Peraturan. Negeri dan Negeri Administratif:
tentang :APB Negeri dan NegeriAdministratif sebagaimana

n

dimaksud padaayat (2) disepakati bersama paling lambat
“bulan Oktober tahun berjalan.
Dalam. hal "BPN/:Saniri Negeri tidak menyepakati
rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif yang
disampaikan

Kepala
'Pemerintah Negeri dan

NegeriRip



(5)

&
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Administratif, Pemerintah Negeri dan Negeri AdministratifP

hanya dapat melakukan.kegiatan yang berkenaan dengan
pengeluaran

:
operasional

: penyelenggaraan pemerintahan1
. Negeri dan'“Negeri Administratif “dengan menggunakanpagu tahun sebelumnya.
Kepala Pemerintah. Negeri dan Negeri Administratif
menetapkan Peraturan

Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif sebagaidasar pelaksanaan

kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4.

|

Pasal 40
Tan

BPN/Saniri' Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri. "Administratif 'membahas dan menyepakati
rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri: Administratif yang
diajukan. Kepala

Pemerintah. Negeri dan
NegeriAdministratif.

Pembahasan. rancangan Peraturan Negeri “dan Negeri

(1

. Administratif tentangAPB Negeri danNegeri Administratif

0BPN/Sanii |

Negeri”Aa Ar
3

3)

(5)

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh

Negeri. |

Rancangan. Peraturan .BPN/Saniri Negri tentang APB
Negeri dan Negeri Administratif yang diusulkan Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksiid pada ayat (49 dibahas terlebih dahulu dalam
musyawarah internal BPN/Saniri Negeri paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan
Negeri dan Negeri Administratif diterima

oleh BPN/Saniri
Negeri.
Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Negeri
dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

- BPN/Saniri'Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri dan
- Negeri Administratifuntuk pertama kali dilakukan paling

| lama 30 (uga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah

internal
BPN

NSSaniri“1 Negeri.

Negeri Administratif tentang
: APB Nepesi dan Negeri

—. Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakikari pencatatan proses yang dituangkan dalam
notulen |

musyawarah dan/atau berita acara hasil
: musyawarah BPN/Saniri Negeri. .

ya

musyawarah BEN mat i - aa(4

a

pemo cang Perati Negeri dan
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(2)

3

4)

1»

(2)

(2)
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Pasai 41
Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif antara. BPN/Saniri Negeri dan Kepala

-

Pemerintah . .Negeri dan Negeri Administratif tidakh
mencapai kasta sepakat, musyawarah bersama tetap

. mengambil keputusan dengan disartal catatan
permasalahan yang tidak disepakati.
Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada .ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat
atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang
tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkanevaluasi dan pembinaan.
Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :

|

a. penghentian pembahasan: atau
b.' pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan
kesepakatan rancangan PeraturanNegeri danNegeri

k

Adriinistratif tentang APB Negeri dan '

NegeriAdministratif.
Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana
dimaksudpada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atas
nama

Bupati
atau

pejabat
lain yang ditunjuk

Camat.
Pasal! 42 .

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Pemerintah
Negeri dan Negeri. Administratif dan BPN/Saniri Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 3, Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyiapkan
Rancangan Peraturan Kepala. Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif mengenai penjabaran APB Negeri danNegeri Administratif.

Tn

Sekretaris Negeri dan - Negeri “Administratif
mengoordinasikan penyusunan Rancangan. Peraturan
Kepaia Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif .

sebagaimanadimaksud pada ayat 1).
f

“Pasal 43. Lg
Bupati mendelegasikan evaluasi Rancar

|

Negeri dan Negeri Administratif tentang :
Negeri Administratif kepada Camat.

(1

Bupati mendelegasikan klarifikasi Peratv Gan“Negeri .Administratif tentang APB Neg LeKebang
.
Administratif kepada Camat. Tn

sa



(3)

(1)

(2

(3)
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Caniat (dalam melakukan Evatuasi Rancangan Peraturan
Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan
Negeri 'Adibinistratif dan Klarifikasi Peraturan Negeri dan
Negeri. Adifiiriistratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi
Tingkat Kecamatan dengan Keputusan

Camat yang terdiri
dari: :

a. Ketua : Camat aa

b.. Sekretaris: Sekretaris Camat
C..' Anggota : 1. Kasi Ekbang/PMD0 | — 2. Kasi Pemerintahan|

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4,:Kepala:UPTTerkait

Dalam
'
melaksanakan : tugas Evaluasi dan KlarifikasiM nn

' sebagai dimaksud.pada. ayat (3), Timi, Tim Evaluasi dan
Klarifikasi - Tingkat, Kecamatan dapat diberikan
Honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai. Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya
Pemeliharaan Dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan Pemerintah

h Kabupaten.
Pasal 44

| Rancangan : Peraturan. Negeri. dan Negeri Administratif
|

. tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana

“

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan: Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati :

— melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak.Sisepakati
:3.

untuk dievaluasi.
Camat dalam melakukan evktaasi berpedoman dengan' panduan. Evaluasi Rancangan PeraturanNegeri dan Negeri'

Administratif tentangAPB Negeri dan Negeri Administratif.
Penyampaian: Rancangan Peraturan Negeri dan:Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud pada. ayat @)

dilengkapi dengardokumen paling sedikit
meliputi:

|

a. surat pengantar' |

ob. . keputusan: ketua. BPN/Saniri “Negeri mengenai. pentapan hasil kesepakatan pembahasari Rancangan0 Peraturan Negeri dan .Negeri “Administratif tentang- 'APB. Negeri dan Negeri Administratif beserta Berita1
Acara. HasilMusyawarah.BPN/Sarniri Negeri: .

Cc. rancangan peraturan
'

Kepala: Pemerintah Negeri dann
Negeri Administratif mengenai. penjabaran APBNegeridan Negeri Administratif, |

d. . peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengehai
.. kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

. kewenangan lokal berskala
Negeri dan Negeri

Administratif, . : 5

an,
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e. peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai|. RPJM Negeri danNegeri Administratif,
f. peraturan.Negeri dan Negeri Administratif mengenai|

RKPNegeri dan Negeri.Administratif:
.g. peraturan Negeri danNegeri Administratif mengenai
Haa pembentukan dana cadangan, jika tersedia,

|

h.. (peraturan
: Negeri dan Negeri Administratif mengenaiKa

penyertaan 9modal,jika tersedia, dan.

. Pasal45
(1) ' Camat dapat:mengundang KepalaPemerintah Negeri dan0

Negeri Administratifdan/atau aparat Negeri dan Negeri:Administratif terkaitdalampelaksanaanevaluasi.
|

(Bj Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dituangkan dalam Keputusan: Camat dan disampaikan

|

kepada: Kepala Pemerintah: Negeri dan Negeri Administratif.

aan
1
1

Cc

“paling lama 20: (dua Puluh) hari kerja serhitang
sejakditerimanya rancangandimaksud.

(3) Dalamhal Camat tidak:memberikan: hasil evatuasi dalambatas. waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
|

| rancangan peraturan.“Negeri dan Negeri Administratif|. dimaksud berlaku dengan sendirinya.4 Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat. Tan telah sesuai dengan. ketentuan peraturan. 'perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
“Umum, dan RKP Negeri. dan Negeri Administratif,
selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri dan' Negeri
“Administratif menetapkan menjadi

PPeraturan Negeridan. Negeri Administratif., :

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud: pada“ayat: (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. yang lebih tinggi, kepentinganumum, dan RKPNegeri dan 'Negeri Administratif, Kepala

“Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif bersama
BPN/Saniri Negeri melakukan penyempurnaan paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya |

hasil evaluasi.
md

an

-

0 | Pasal 46 .
:

“1 Apabila
|hasil evatuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat:(S) tidak ditindaklanjuti ioleh:'Kepala Pemerintah
Negeri. dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Negeri dan Negeri Administratif

'

tentang APB Negeri dan:
. Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif

'

dan ' Rancangan Peraturan Kepala
:

Pemerintah Negeri ''dan Negeri Administratif tentang

f
n
i

"Ateh



(2)

(3
| (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

()

“2
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:

Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif manjadi
Peraturan ' Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif, Camat atas nama Bupati ' dapat
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan
Camat dan dilaporkan kepada Bupati.
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan selanjutnya Kepala Pemerintah Negeri. dan NegeriAdministratif bersama BPN/Saniri Negeri mencabut
Peraturan. Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
dimaksud.:
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksuti pada ayat

hanya dapat.melakukan pengeluaran terhadap operasionalpenyelenggaraan “pemerintahan Negeri dan Negeri
Administratif dengan menggunakan pagu. tahun
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan PeraturanNegeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan
Negeri Administratif disampaikan dan mendapat
persetujuan Camat. .

|

|

Pasal 47 .

Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan. Negeri Administratif yang telahdievaluasi ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif menjadi Peraturan Negeri dan NegeriAdministratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
Kepala Pemerintah Negen dan Negeri Administratif
menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah
Negeri dan Negeri Administratif tentang penjabaran APB
Negeri dan Negeri Administratif sebagai peraturan
pelaksana dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menyampaikan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan
Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan NegeriAdministratif tentang penjabaran APB Negeri dan NegeriAdministratif kepada Camat atas nama Bupati paling

(3)

(4)

Ate
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lama.7" (tujuh - harikera,setelan ditetapkan dan
|

diundangkari:
)

—

(5) Peraturari Negeri dan"Negeri. Administratif yang telah
diundangkan : sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
“disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif kepada. Camat atas nama Bupati paling- lambat. 7 :

(tujuh)
Hari

sejak diundangkan untuk7

M.

. diklarifikasi. Ng

Camat atas nama Bupati bersama Tim Klarifikasi
Kecamatan melakukan klarifikasi atas Peraturan Negeri

€

(6)

dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
Hasil klarifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6)
| dapatberupa:
a. hasil Karifikasi yang sudah . sesuai , dengan.0 kepentingan “Uiniim,' dan/atau ketentuan: Peraturan

| Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan: |

b. hasil “klarifikasi yang berteatangan dengan "
. kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan|

Perundang-undangan
»
yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

h

(8)
“ayat. (7) Peraturan.Negeri dan Negeri Administratif tidakbertentangan dengan. kepentingan umum, dan/atau :

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih" tinggiCamat atas nama Bupati menerbitkan
'
"Keputusan

.. Camat hasil
klarifikasi" yang berisi hasil klarifikasi yang

n

O
telah sesuai.
Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud.padaayat (7) bertentangan dengan kepentingan umum,". dan/:atau ketentuan:peraturan perundang-undangan yang

|

9
“2.

lebih tinggiCamat. atas riama Bupati membatalkan
Peraturan Negeri danNegeri Administratif tersebut dengan
Keputusan Camat.

Pasal 48
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menyampaikan informasimengenai APB Negeri dan NegeriAdministratif kepadamasyarakatmelalui media informasi. .
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikitmemuat: Tn.. APB Negeri danNegeri Administratif:“b. pelaksana kegiatan anggaran dan

- tim yang
|

. melaksanakankegiatan, dan .Cc. alamatperigaduan: |

nn
1.

"ud



40

A1)
| Pasal 49 :

Pemerintah ' “Negeri
|

'dan. Negeri Administratif dapat
melakukan “perubahan APB Negeri. dan Negeri:
Administratifapabila terjadi: : |

1

'a. penambahan - dan/atau pengurangan
—

“dalam
'

pendapatan Negeri.dan Negeri “Administratif pada
tahun anggaran berjalan, man

bh. . sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan. petibiayaan tahun -
berjalan yang akan

Sigunakandalam tahun berkenaan,
|

n

“Cc. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran. antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, danantar jenia belanjaj dan -

aa d. keadaanyang micnyebabkan SiILPA tahun 'sebelumnya

(2)

0

(@

(5)

(6)

(7)

harusdigunakan dalam tahun anggaran berjalan.
Perubahan. APBNegeri dan Negeri Administratif hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunanggaran, kecuali dalam keadaan juar biasa. :

Aa

Kriteria: keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu
kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan
tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan “sebagaimana mestinya seperti1

peperangan, 'kerusuhan, revolusi, pemogokan, dan
'

kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat
yang

:

berwenang. |

Kejadian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah : kejadian yang menyebabkanestimasi penerimaan

'

dalam APB Negeri.dan Negeri, Administratif mengalami

&

h

peningkatan lebih.dari 5096 (lima puluh per seratus) atau

kejadian yangmenyebabkan estimasi penerimaan dalam

APB ' “Negeri danNegeri Administratif
mengalami.

B

Penetapan | keadaan Tnar biasa sebagaimana dimaksud
“pada ayat (3) disepakati bersama dalam Musyawarah

penurunan lebih dari.50X (lima puluh per serat

Negeri dan Negeri Administratif serta ditetapkan dengan5
Keputusan Kepala

'

Pemerintah. Negeri dan Negeri3
Administratif yang dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.
Perubahan APB:. :Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai
perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dan tetap :

mempedomani RKP:Negeri dan Negeri Administratif.
Sisa penghematan belanja. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah sisa'atas penghematan belanja dari

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan .

AA
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(3)

9)

serta dilaporkan “semuanya.Sebelum. Perubahan APBNegeri danNegeri Administratif. .

Dalam. .hal anggaran sisa penghematan belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan:
digunakan untuk kegiatan lan dalam tahun berkenaan,
maka perubahan “besaran anggaran jenis belanja
disesuaikan dalam Perubahan APB Negeri dan

NegeriAdministratif.
Dalam hal terjadi bantuan: Keuangan 'Provinsi'dan)atau
Kabupaten “disampaikan- kepada Negeri dan Negeri :

Administratif setelah- Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri
Administratif ditetapkansebagaimanadimaksud pada ayat
(2), Kepala Pemerintah Negeri dan. Negeri Administratif.(dapat: melakukan Perubatian APB. Negeri 'dan Negeri

. Administratif kembali yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Negeri dan Negeri Administratif.

110) Kepala Pemerintah “Negeri dan Negeri Administratif

(2)

memberitahukan kepada. BPN/Saniri Negeri mengenai
penetapan Peraturan Kepala Pemerintah. Negeri dan Negeri

| Administratif teritang perubahan APB Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud. pada ayat (9) dan
selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati
melaiui surat.pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang

perubahan
APB Negeri dan

Negeri Administratif.

Pasal 50
Penierintah Negeri ' “dan . Negeri “Administratif dapat1
melakukan-perubahan- terhadap' Peraturan Kepala

. Pemerintahi. Negeri “dan:
Negeri .“Administratif tentang—

Perubahan “penjabaran APB -

Negeri dan Negeri

i

Administratif Sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif

'

tentarig Perubahan APB
Negeri danNegeri Administratifditetapkan.

f

Peraturan: Kepala. Pemerintah : Negeri dan Negeri
-

Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri

h

“dan NegeriAdministratif sebagaimanadimaksud pada ayat

W
dapat.dilakukanapabila terjadi:
. "penambahan dan/atau pengurangan

'—

dalam
pendapatan Negeri : dan:Negeri “Administratif

.: pada
|
tahun anggaran berjalan,”—

b. - keadaan yang menyebabkan harus.segera dilakukanNN
pergeseran antar'objek belanja, dan

P1

« kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
: 3 dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
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(3) Kepala: Pemerintah” Negeri dan Negeri Administratif
memberitahukan kepada BPN/Saniri iNegeri mengenai:'
penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan NegeriAdministratif tentang perubahan penjabaran APB Negeridan Negeri Administratif dan selanjutnya disampaikan“kepada . Camat atas nama Bupati “melalui 'surat

'

pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah
Negeri 'dan Negeri Administratif tentang perubahanpenjabaran APB Negeri danNegeri Administratif.

(4 Perubahan. . penjabaran . APB Negeri -. dan Negeri
Administratif sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratiftentang Perubahan APB. Negeri dan
Negeri Administratif ditetapkan sebagaimana dimaksud

“1 pada 'ayat (I).dapat dilakukan lebih dari 1" (satu) kali. sepanjang. terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada
ayat 2.

: 'Pasai 51 -

Ketentuanmengenai penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri|

Administratif mengenai APB Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal
50 berlaku secara muitatis 'mutandis terhadap penyusunanPeraturanNegeridan Negeri Administratif mengenai

perubahanAPB Negeri dan
Negeri Admiriistratif.

A

BagianKedua |

Pelaksanaan
: Pasal52

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri.... Administratif merupakan penerimaan dan pengeluaranNegeri dan Negeri Administratif yang dilaksanakan melalui
'rekening kas Negeri dan Negeri Administratif pada bankyang ditunjuk Bupati.0|

(2) | Rekeningkas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Negeri
dan

Negeri Administratifdengan spesimen: tanda tangan Kepala
Pemerintah. Negeri dan:Negeri Administratif dan Kaur

- Keuangan. :

(3) Negeri dan Negeri Administratif yang belum memiliki
"pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Negeri
dan Negeri Administratif dibuka di wilayah terdekat yangdibuat Oleh Pemerintah Negeri dan

'
Negeri Administratif—

“dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah
Negeridan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.au Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Negeri dariNegeri Administratif melalui rekening kas Negeri dan

Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)NBKeputusan Bupati.

11
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2

(3)

»

“4

(5)

: | Pasat 53. '

Nomor rekening kas Negeri 'dan Negeri Administratif(1
:

sebagaimanadimaksuddalam Pasal 52 dilaporkan Kepala
Pemerintah Negeri dan

Negeri /
Administratifkepada Bupatilewat Camat.

. Bupati melaporkan daftar
1

nomor rekening kasNegeri dan .

. Negeri Administratif kepada Gubernur dengan tembusan
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderai Bina

' Pemerintahan Desa.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8 digunakan
untuk pengendalian penyaluran

dana transfer.

| Pasal 54 |

|
|

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan|

jumlah paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
" Fuiah) -writuk memenahi kebiituhan “Operasionalpernsrintah Negeri dan Neypor) Admindetraut
Penyimpanan uang tunai coleh Kaur Keuangan

ri
(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
Tnempertimbangkanaspek keamanaan

dan kondisi Negeri
| dan Negeri Administratif.
3:

|

Administratif sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) adalah
Kebutuhan “operasional pemerintah Negeri.dan Negeri

untuk belanja. kegiatan Penyediaan . Operasional
Pemerintah' Negeri- dan. Negeri "Administratif (ATK, .

.Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapanperkantoran, |

pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain lain) pada
Sub Bidang.Penyelenggaraan: Belanja Penghasilan Tetap,
“Tunjangan

: dan Operasional Pemerintahan Negeri dan.n
Negeri Administratif.
Dalam hal kaur keuangan akan menyimpan uang tunai
untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat. (1), maka: harus atas persetujuan Kepala
Pemerintah Negeri danNegeri Administratif.
Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran dari uang
tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
besaran yang tertera. dalam SPP yang diajukan oleh

—

Pelaksana Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah
Negeri dan .Negeri “Administratifsetelah 'mendapatkan
persetujuan dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri

| Administratif sesuai dengan hasil verifikasi yang
dilakukanKhsekretaris Negeri dan Negeri

Administratif.
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Pasal 55.

Kepila Pemeriritah Negeri dan Negeri Administratif
:

.menugaskan Kaur dan. Kasi pelaksana kegiatan anggaran
1

,

sesuai tugasiya menyusun DPA paling lama
3
(tiga) harikerja setelah Peraturan Negeri dan. Negeri Administratif

3aA.I

2

“3

.@

tentang APB Negeri dan
Negeri Administratif dan. Peraturan . Kepala Pemerintah:Negeri dan Negeri

, Administratif tentang:Penjabaran APB Negeridan
Negeri

F

Administratif ditetapkan. |

DPA sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:a
&.- Rencana

Kegiatan dan Anggaran Negeri dan NegeriAdministratif,
Ab. . Rencarra Kerja

Kegiatan" Negeri : dari Negeri
1R

| “Administratif,dan
-

—.. |

Rericana Anggaran Biaya: .
Kencana Kesiita dan Angjiran Negei “Gan Negei"

Atiministratif sebapairiana dimaksud pada ayat 2) hurufa merinci setiap kegiatan, arigparan yang disediakan, dari. #incana' penarikan dana untuk kegiatan yang' telah| dianggarkan...
'

1.4.

Rencana Kerja Kegiatan Negeri danNegeri Administratif-

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinciIr

“. 5)

6

lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu. pelaksanaan .“3

kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yangmelaksamakan kegiatan.
»

3

(Rencana Anggaran Binya sebagaimana di'naksud pada
. Yayat (2)

huruf. € merind: satuan Harga untuk
setiap

kegiatan.
Kaur dan Kasi pelakaaha kegiatan anggaran menyerahkanraricangan DPA kepada Kepala Pemerihtah Negeri. dan

1) I1“3E1
|

Negeri Adrninistratif melalui Sekretaris Negeri dan Negeri .1
1

Administratif paling latna 6 (enam) 'hari kerja setelah.
penugasan #ebagrimana dimaksud

pain ayat (1,
&1

(1)

(2)

4

Sekretaris “Negeri gan Negeri Administratif. melakukan

Pasal 56
13

“verifikasi rancangan DPA, paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak Kaur dan Kasi.menyerahkan rancangan DPA.Kepala pemerintah. -Negeri. dan Negeri “Administratif
menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh

. Seleretaris Negeri dan Negeri Administratif.

11

A

Kep
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|

Pasal 57
| Dalam hal:terjadi perubahan Peraturan Negeridan Negeri“d
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif

|

dan/atau perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri
tentang. Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif

.

yang menyebabkan. terjadinya perubahan : anggaran
danfatap terjadiperubahan kegiatan, Kepala Pemerintah

|

Negeri. dani Negeri. Administratif menugaskan Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusunrancangan DPPA.

DPPA
sebagaimanadimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

“Rencana Kegiatan dan Anggaran Negeri dan Negeri :

. Administratif Perubahan, dan
|

b. Rencana AnggaranBiaya Perubahan.3 Kaur dan Kasipelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Kepala Negeri dan Negeri

. Administratif melalui: Sekretaris Negeri dan Negeri
Administratif paling lama. 6 (enim) hari kerja setelah. |:

| penugasansebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Negeridari:“Negeri Administratif melakukan(4)
- Verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (ima belas) harikerja sejak KaurdanKasimenyerahkanDPPA. |

Kepala Pemerintah Negeri dan . Negeri Administratif(5) n
“menyetujui. rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh

,
Sekretaris Negeri

dan
n Negeri Administratif.

Kaur Keuangan. menyusan .rancangan RAK Negeri dan
Negeri Administratif.berdasarkan DPA yang telah

disetujui

Pasal
n

. Kepala PemerintahNegeri dan Negeri Administratif.
Rancangan RAK Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratifmelalui
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif.:
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan
verifikasi terhadap rencangan RAK: Negeri dan

NegeriAdministratifyangdiajukan Kaur Keuangan. Tg

Kepala
'

Pemerintah Negeri dan Negeri'. Administratif
menyetujui rancangan' RAK- Negeri dan Negeri
Administratif yang telah diverifikasi

Sekretaris Negeri dan
NegeriAdministratif.

“Pasal 59
RAKNegeri.dan Negeri Administratifsebagaimana: dimaksud
dalam Pasal. 58 Hiemuat arus kasmasuk dan aruskas keluar

-

yang digunakan. mengatur penarikan dana dari rekeningkasuntukmendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan- oleh

Kepala PemerintahNegeri dan Negeri
|

“Rih
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'Pasai 60
Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
memuat: semua .pendapatan Negeri dan Negeri“Administratif yang berasai-dari PendapatanAsli Negeri dari
Negeri Administratif, transfer dan pendapatan lain.
Setiap: pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung oleh

bukti yang lengkap
dan sah.

|

Pasal 61 -
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB
Negeri dari Negeri Administratif. 2.

Setiap pengeluaran'sebagaimana dimaksud. pada: ayat (1)
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

:

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat
persetujuan Kepala: Pemerintah Negeri dan NegeriAdministratif dan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif bertanggung jawab atas kebenaran material
yang timbul dari pengginaan bukti tersebut.
Kaur

'- dan Kasi ' : pelaksana | kegiatan.. anggaran
birtanggungjawab tortisdapa dadakan pengeluaran

Fr

. .s€bagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua .

pengeluaran anggarari
kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal62: .
|

n| “
Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkari DPA
yang telah disetujui Kepala PemerintahNegeri

dan Negeri
Administratif. "5 1 Ai 1. h.

Pelaksanaan kegiatan sebagsimariadirlaksud pada ayat
(1) dilakukan . dengan

:

pengadaan. melalui swakelola

d
nn

dan/atau penyedia barang/jasa: 5 1
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

|

pada. ayat(2) diutamakanmelalui Swakelola.
“Pengadaan. melalui swakelola. sebagaimaria dimaksud
pada. ayat, (3) dilakukan dengan: memaksimalkann

| penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan
gotong royong.dengan melibatkan partisipasi! masyarakat
untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaanmasyarakatsetempat. f

|

Dalam halpelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan
melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan.
dapat dilaksanakan oleh'penyedia: barang/jjasa yang
“dianggap mampu dari:memenuhi persyaratan!Rifa
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“ketentuan lebih lanjut »
mengenaitatacara pelaksanaan

“ kegiatan' pengadaan barang/jjasa' di “Negeri dan. Negeri
—

Administratif sebagaimana dimaksud pada. ayat. (2)

- (1)

(2

. (1)

(2)
— dilakukandalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan

berpedoman pada peraturan :

perundang-undangann
'
mengenai pengadaan.barang/i

jasa di
Negeri dan Negeri

Administratif. :

| Pasal 63
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukanSPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan '
nominal

samabesar atau
kurang.dari yang

tertera dalam
DPA.
Pengajuan SPP wsjib menyertakan laporan perkembangan

n

n
.

pelaksanaan kegiatan
dan

anggaran.

'Pasal 64
Penggunaan anggaran yang diterima.dari perigajuanspp
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk kegiatanpengadaan barang/jjasa secara swakelola tidak

lebih
dari"10

(sepuluh) harikerja.

Dalam hal: pembayaran perigadaan barang/jasa belum

Kasi pelaksana kegiatan.anggaran wajib mengembalikan
dana yang sudah diterima kepada Kaur.Keuangan untuk
“disimpandalam kas.Negeri dan Negeri Administratif.

(4)

9

Kaur. Keuangan mencatat pengeluaran
“

anggaran :

sebagairnana dimaksudpada ayat (1) ke.dalam buku kas
umum dan buku pembantu panjar. :

Kaur. dan Kasi. :

-pelaksana kegiatan anggaran
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran.

:

sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) berupa bukti”transaksi pembayaran: pengadaan barang/jasa kepadaSekretaris Negeri dan Negeri Administratif.
Sekretaris Negeri dan Negeri. Adininistratif memeriksa

(3)

. Kesesuaian bukti
transaksi | 'pembayaran

dengan

(6)

pertanggungjawaban. “pencairan 'anggaran yang
. disampaikan. olehKaur dan Kasi

pelaksana kegiatan. anggaran. aa

“Dalam hal jumlah “realisasi pengeluaran pembayaran

3

barang/jjasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima,Kaur .dan Kasi. pelaksana kegiatan anggaran
mengembalikan sisa uang ke kas Negeri dan

NegeriAdministratif.:

Ateh
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(1)
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3
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1
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-
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“Pasal 65
Pengajuan SPP.“ untuk” kegiatan. yang seluruhnya
dilaksanakan -melalui penyedia barang/jasa dilakukan

|

setelah barang/jasa diterima.a
.
Pengajuan SPP

Sebagaimana dimaksud pada: ayat
(1)

0. pernyatsan tanggtmp jawab belanja: dandbag

b. bukti peerimaan. barang/jasa di tempat.
“Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud paria

Pp

ayat (1), sekretaris: Negeri dan Negeri Administratif
a,1n

“berkewajiban untuk:.
a. . “merieliti kelengkapan perinintaan pembayaran yang

— diajukan oleh. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
|

b. menguji kebeniarsin perhitungan tagihan atas beban“.APB
Negeri dan. Negeri Administratif yang tercantum.

.

dalam permintaan pembayaran:
y8.

penguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud:

Frnd
11

d.
| Meida pengajuah permintaan. pembayaran oleh“.
"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila.

. “tidak memenuhipersyaratanyang ditetapkan.

-D

n-3an

.Kepala - Pemerintah ' Negeri dan Negeri Administratif
-
mmenyetojui permintaan

'

pembayaran sesuai dengan hasil!
|

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Negeri dan Negeri- Administratif. |

|

I5J

n
8n

Kaur Keuangan melakukan pencdiran anggaran sesuai
dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepala Pemerintah.Negeri

. dan
ni NegeriAdministratif. : 1 TN

'

Pasal 66
Kaur dan |

Kasi peliiksana “kegiatan anggaran Wajib
menyampaikan laporari akhir realisasi pelaksanaan

'

kegiatandan anggaran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan NegeriAdministratif paling lambat 7aja) hari sejak seluruh
kegiatan selesai.

:ph ,

F

n

1

Pasal 67
Katir dan/atau Kasi '-

pelaksana kegiatan angparart(1
| menyusim RAB pelaksanaani'.dari anggaran belanja tak

P1

terduga yang diusulkan. kepada Kepala Peerintah Negeri .1k
dan Negeri Administratif melalui sekretaris Negeri dan

. Negeri Administratif.
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukano

Kilas tatiadap RAB: yang diusulkan sebagaimana
i

dimaksud
ayat ()..Ath



(8)

(4

21

Da9. | “

Kepala PemerintahNegeri.dan Negeri Administratifmelaluisurat keputusan Kepala-“Pemerintah Negeri dan Negeri
| Administratif. menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan
anggaran. belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi
yang. dilakukan oleh sekretaris Negeri dan

Negeri
|

Administratif.
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga:
kepada Camat atas nama Bupati paling lama 1 (satu)bulan sejak. keputusan Kepala Pemerintah

— Negeri
dan

h

. Negeri.Administratifditetapkan,
Tg . Pasal 68

Setiap pengeluarari" “kas: Negeri dan Negeri: Administratifyang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Negeri

P

. dan Negeri. Administratif:dikenakan pajaksesuai dengan

Rp)

»

yang berlaku.
Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan

Hera BA ankei daa ape Aa

pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Negeri dan|

NegeriAdministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

: meliputi pengeluaran: kas Negeri dan Negeri Administratif
, atas beban belanja.pegawai, barang/jjasa, dan modal.@ Kaur: Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan
pajak yang dipungut sesuai dengan

ketentuan peraturan
perundang-undangan.

|

“Pasal 69
Arus kasmasuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 dari mekanisme pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32dianggarkan dalamAPB
Negeri:

dan
1 NegeriAdministratif.

9 Pasal 70
Peneririaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
sebagaimanadimaksuddalamPasal 31 huruf a

digunakan
|

untuk:
&. menutupi | defisit anggaran . apabila realisasi

pendapatan lebih kecildaripada realisasi belanja, dairOb.mendanaikegiatan yang belum selesai atau lanjutan.“2. SiLPA yang digunakan untuk:#menutupi Gefisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan: dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-|

kegiatan
'

yang telah ditetapkan dalam APB Negeri dan1
Negeri Admjnistratiftahun anggaranberkenaan.

AHhi
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3.

(4)

SitpA yang:“digunakan
:
untuk mendanai kegiatan yangn

belum selesai atau. lanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb merupakan perhitungan riildari anggaran
dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun
anggaran:berikutnya. : |

5
Kaur dan/atau. Kasi pelaksana kegiatan. anggaran
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui

—- Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
'
Administratif1

(S)

(6)

FM

TN

(4)

(5)

menjadi. DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum
—. selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)huruf b.
Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan 2anggaran dalam
mengajukanrancangan DPA sebagaimana dimaksud pada

1

ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling
larmbat

pertengahan bulan. Desember tahun anggaran
berjalan. 1
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif . menguji:keaesuidian jumlah angsaran dan Tak Kemiatan yang akan

n1

disahkan dalam DPAL.
DPAL. yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yang belum selesai atau

lanjutan pada tahun
anggaran berikutnya.

:

- Pasal 71
Pencairan 'dana cadangan sebagaimana dimaksud: dalam
(Pasal 31: huruf b dan: pembentukan dana cadangan

P
(l

sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 39 huruf a
dicatatkandalam. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan. .dana: cadangan sebagiimana(2)
dimaksudpada ayat (1) merupakan penyisihan anggarandana. cadangan dalam

rekening
kas Negeri dan Negeri

Administratif.
Pembentukan Daria Cadangan sebagaimana dimaksud
pada -ayat (1) dilarang. digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkandalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratifmengenaidana cadangan.
Program' dan' kegiatan” yang “ditetapkan berdasarkanPeraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana
cadangan telah

mencukupi untuk melaksanakan programdan kegiatan.
Dalam hal dana cadangan sebagaimaria dimaksud pada
'ayat . (a belum mencukupi sampai dengan tahun
pelaksanaan: program dan kegiatan yang ditetapkan

t

berdasarkan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif '

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka program dan
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi

dana
cadangan yang telah ada. :

Kepo
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@

(7)

(8)

@

(»

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melebihi anggaran yang telah ditetapkan akibat
adanya penambahan: dari keuntungan Bunga Bank,maka
program dan. kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri
Administratifmengenai dana cadangan.
Kelebihan atas anggaran Dana Cadangan akibat adanya
penambahan dari keuntungan BungaBank sebagaimana.dimaksud pada ayat (6) masuk sebagai pendapatan yang
dapat digunakan untuk program dan kegiatan selain dari
program. dan kegiatan. yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Negeri dan Negeri

Administratif mengenai dana
cadangan. :

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB
Negeri dari Negeri Administratif.

: Pasal 72
Penyertaan modal sebagaimana. dimaksud dalm Pasal

32hurufb dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatanasli Negeri dan Negeri Administratif.

(2)

Bagian Ketiga
|

Penatausahhan
“Pasal 73

| 8

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh!KaurKeuangansebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. |

|

Penatausahaan' sebagaimana dimaksud pada: ayat : 4)
dilakukan dengan mencatat: setiap

'

penerimaan danpengeluaran dalam 'buku kas umuro.. :

Pencataan. pada buku kas umum sebagaimana dimaksud

t
p

pada ayat
(2)

ditutup setiap akhirbulan.
Pasal74 : ..

Kaur Keuangan wajib membuat, buku pembantu
kas

umum yang terdiri atas: po
a. buku pembantubank, ' ho
b. buku-pembantu pajak, danc. buku pembantu panjar.

" 0
Buku pembantu bank sebagaimana |dimaksud pada ayat3
WM. huruf a - merupakan catatan penerimaan : dan

| pengeluaran melalui : rekening. kas Negeri dan.
Negeriu

Administratif.“Ra
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ga
Buku pembantu pajak Sebagaimana

«

dimaksud,bada ayat(3) :
“(1) huruf b merupakan catatan :

'penerimaan
potongan. pajak dan pengeluaran setoranpajak. |

. Buku pembantu panjar Sebagaimana.dimaksud pada ayat() huruf c “merupakan: catatan pemberian . dan|

pertangguingjawabanuangpanjat.
—

Pasal 75
Penerimaan Negeri dan Negeri Administratifdisetor ke rekeningkas Negeri dan NegeriAdministratif dengan cara:
a.

“b.

4).

2

(3.

@

6)

. &

am

disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah
|

Provinsi dan PemerintahDaerah Kabupaten/'Kota:
disetor melalui bank

: lain, badan, lembaga keuangan
|igan/atau kantor pos oleh pihak ketiga: dan

|

Kk

disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang

diperoleh daripihak ketiga.
:

: Pasal 76
Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri
Administratif dilakdikkan berdasarkan RAK Negeri dan
. Negeri

:Adininistratuf yang“telah “disetujui : oleh Kepala
Pemerintah Negeri.dan.Negeri Administratif.

1

Pengeluaran “atas . beban “APB: Negeri dari Negeri
Administratif untuk

:
kegiatan yang dilakukan secara

swakelola .dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaurdan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA danSPP yang diajukan serta telah.
disetujui |oleh Kepala

. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.
Pengeluaran atas beban APB Negeri dan Negeri |

Administratif urituk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jjasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang
diajukan olehKasi pelaksanakegiatan anggaran dan telah
disetujui. oleh

KepalaPemerintah
. Negeri dan Negeri

|

Administratif. | |

Pengeluaran. atas beban APB Negeri dan Negeri:
Administratif untuk “belanja pegawai, dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala
Pemerintah Negeridan Negeri Administratif.
Pengeluaran atas beban- APB Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluarandan kuitansi penerimaan. '

|

Kuitansi pengeluaran.sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.:
Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatarigani oleh

penerima dana. :

Kk

21
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(1)

|

| Pasal Tr |
|

Buku kas 'umum yang:“ditutup setiap akhir bulan
sebagaimana dimaksud dalamPasal 73 ayat (3) dilaporkan
oleh Kaur Keuangan kepadaSekretaris Negeri dan Negeri
Administratif

paling lambat tanggal 10 (sepukuh) bulan0 berikutnya.2.
“3

(»:

(2)

(3)

Sekrotaris Ncgori dan. “Nogori Administratit melakukan
—

verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melaporkan
hasil: verifikasi, evaluasi dan analisis . sebagaimanadimaksud pada.ayat (2) disampaikan kepada Kepala

'

Pemerintah Negeri dari Negeri.Administratif untukde..

disetujui.
-- Lo La .

“anketel" |

— Pelaporan.
- Pasal78

Kepala Pemerintah Negeri dan. Negeri Administratif
menyampaikan laporan pelaksanaan APB Negeri dan

—

. Negeri: Administratif Semester pertama kepada
Bupatimelaluicamat. .

Laporan sebagaimana dimaksud bada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan pelaksanaan APB:

Negeri
dan

Negeri
Administratif: dan :

b. . laporanrealisasi kegiatan. ,

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif -
menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan. |

cara: menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat
'

minggu
kedua

bulan Juli tahun berjalan.
.“ Pasal79

Bupati:menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Negeri dan Negeri Administratif kepada Menteri Dalam Negeri

| melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling

lambatminggu kkedua Bulan Agustus tahunberjalan.
u

Bagian Kelima
'

Pertanggungjawaban
Pasal. 80.» Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif1

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati -melalui
camat setiap akhir tahun anggaran.

Alok



&

2.

4

Laporan . pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahuri 'anggdran berkenaan yang ditetapkan
dengan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif. H
PeraturanNegeri dan. Negeri: Administtatif sebagaimatria

3“32

d1Aa

A1

. :. dimaksud pada ayaf:(2) disertai dengan: ta,
H. ! a:.. laporan keuangan, terdiri atas:

0
cad

—X.
Japoran realisasi

'

“APB.Negeri dan Negeri

2.
catatanatas laporankeuangan.

"3

Cc." daftar Firogram setetoral,
program daerah dan program0

Malinja yang rikstik
ke

Negeri dan Negeri
"

-

Administratif. —.
Daftar program sektoral, program daerah dan prograin
lainnya yang inasuk. ke Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah
(program kegiatan yang masuk 'ke Negeri dan Negeri

an

3

d

a
.

Administratif bersumber dari Anggaran Pendapatan dahBATA1
Provinsi, “Anggaran “Pen

Pendapatan aan Belanja Dacrah
patan dan. Belanja Daerah

uh ' tidak
dalam APB Negeri dan Negeri tratif.

Pasal8
(1) . Pertanggutrgjawaban - sebagaimana dimaksu

dalam "Pasai
|

80 merupakan bagian: d la
.

(2)
Administratif akhir tahuh' anggaran,

n Negeri. dan Negeri

Bupati (menyampaikan laporan kongolidasi
'

realisasi
pelaksanaan APB.Negeri dan Negeri Administratif kepada

. MenteriDalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina

- (1)

(2)

Pemerintahan Desa paling lamibat minggu kedua Bulan
Ir

. April tahun berjalan.
- Pasal82

Laporan sebimasi Goakoud dalam Pol 78
dan Pasar

10
dinforriasikan kepada masyarakat melalui media:informasi. .

18dd“3n

Informasi sebagaimana dimaksud
pedia

ayat (1) paling
“sedikittiemuat: :

Pa -
laporan realisasi APB Negeri dan Negeri Administratif

A3An
b..

laporan realisasi kegiatan,
:

Ce kegiatan yang"belum | Selesai dan/atau ' tidak

n
d

“dd: sika anggaran: dani21

P1 77Banale.

P4
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: Pasal 83
|

Format . Kode Rekening,
“

Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif,

. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
tentang Penjabaran APB. Negeri dan Negeri Administratif,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif,
surat pengantar Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif penyampaian Rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif, Berita Acara- Hasil Musywarah BPN/Saniri
Negeri, Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan' Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeridan Negeri Administratif, Keputusan Camat: tentang Hasil
Klarifikasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentangAPB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan Negeri dan—

Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dan NegeriAdministratif,. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif tentang Penjabaran Perubahan APB Negeri dan
Negeri Administratif, DPA, DPPA, RAK Negeri dan Negeri“Administratif, Buku Pembantu - Kegiatan, Laporan
Perkembangar: Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP,Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,

|

DPAL, Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentangPerubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan.
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentangPerubahan Penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif,Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi,
Laporan Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri AdministratifSemester Pertama, Laporan Pertanggungjawaban dan format
kelengkapan lainnya tercantum dalam Lampiran yang“. merupakan bagian tidak

terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB viPENYELESAIAN PERSELISIHAN KEUANGAN' NEGERI DAN
NEGERI ADMINISTRATIF

:

Pasal 841) Penyelesaian atas perselisihan yang muncul sebagai akibat
|

dari penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran
dalam keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan

“dengan mendahulukan proses penyelesaian secara
administratif secara berjenjang dimulai dari tingkat Negeridan Negeri Administratif, tingkat kecamatan dan tingkat
kabupaten.

Hk



2

MN sesb
“Proses penyelesaian. secara. administratif pada tingkat
“kabupaten dilaksangicin Setelah diperoleh bukti-bukti sah1

adarya. penyimpangan - anggaran dalam
'

pelaksanahti
hnri

2
keuangan Negeri dari Negeri Administratif dari hasil
.

pemerikkaati
'
yang “dilaksenakan 'oleh' " irispektorat

“3

1

(3)
Kabupateri MalukuTengah.

Avebila atas perselisihan ecbagaiinania dimaksud pada
- ayat. (1). tidak diperoleh penyelesaian dan .atau hasil
penyelesaian tersebut

tidak dilaksanakan oleh pihak yang1nta
. melakukari tindakan periyimpangan anggaran “keuangan
Negeri dan Negeri Administratif, maka jalur penyelesaian

perselisihan dilakukan thelaiui badan peradilan sesuai .
a

dengan “ketentuari: hukum yang: berlaku, sehingga
11

diperoleh “keputusan penyelesaian yang berkekuatanbuka tetap.
' Tnmn

' BABVI
PEMBINAAN

Pasal 85
Bupati imelalktikan pembinaan atas pelaksanaan Pengelolaan
Keuarigan Negeri dan: Negeri Administratif, dengan membentuk

|im
Paniltasi Dana Negeri dan

Negeri Administratif dan Alokasi
DangNegeridah Negeri Administratif.

AdADn

Pasal86
ay -Peinerintah Kabupaten .melalui Dinas Peniberdayadi

:

Tg

|
Masyarakat. Negeri, :Pemberdayaan “Perempuan. dari

n

Perlindungan Anak “melaksanakan pembinaan dan.
—

pengawasan dalam. pengelolaan keuarigan Negeri danNegeri Administratif
meliputi

pemberian - pedoman,
biribingan, supervisi,

. konsultasi,: pendidikan dan
pelatihan. Ka |

(2) Pedo
» konsultasi, pen

berupa
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dapa

(8. memberikan pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana-Negeri dan Negeri
“Administratif, Dena INegeri

dan
Negeri Administratif: .

a

b:, memberikan pedoman penyusunan RPUM Negeri dan4n
|

Negeri Administratif dari RKP
Negeri

dan
Negeri

.C.. memberikan: peliman penyusunan APB Negeri dan
Negeti Administratif”

€3
4

| d. memberikan bimbingan dan” arahan dalan
penyelenggaraan keuangan Negeri “dan Negeri

toh 1
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(2)

(1)

(2)

.57-

Administratif yang mencakup perencanaan dan-
penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif,

pelaksanaan dan “pertanggungjawaban APB Negeri
dan Negeri Administratif: |

e. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana
. Negeri. dan Negeri .Administratif,. Dana Negeri

dan:
Negeri Administratif: dan

f.
. memfasilitasi keikutsertaan perangkat Negeri dan
—

Negeri Administratifdalam pendidikan dan pelatihan
pengelolaan ' keuangan Negeri dan Negeri
Administratif...

|

Pasal 87
“Pemantauan/monitoring danevaluasi dilaporkan

hasilnyakepadaBupati.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap :p
a. penyampaianPeraturan Negeri dan Negeri Administratif

tentang APB .Negeri dan Negeri Administratif dari
.

masing-masing Negeri dan Negeri Administratif sesuai
. ketentuan yang berlaku:

b. penyaluran Alokasi '

Dana Negeri dan Negeri
Administratif, Dana Negeri dan

Negeri
Administratifdari RKUD ke RKN:

C. pencairan Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif
dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah
“Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan:d. laporan realisasi

penyerapan dan capaian outputAlokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif, Dana

Negeri dan NegeriAdministratif-dan
e. sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif,' Dana Negeri dan Negeri Administratif di rekening

K

Kas
Negeri (RKN).

:

| Pasal 88
Pemantauan terhadap penyampaian PeraturanNegeridan
Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat
(2) huruf a dilaksanakan untuk. menghindariketerlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.
Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian Peraturan '

Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan
Negeri Administratif, Bupati dapat menugaskan Camat dan
OPD teknis untuk memfasilitasi percepatan penyusunanbh
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(3)

dan penyampaian . Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tersebut. |

Pemantauan terhadap penyaluran Alokasi Dana Negeri dan
. Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif

|

dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal

(4)

GS)

(1)

87 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan
penyaliran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif,
Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Pemantauan terhadap pencairan Alokasi Dana Negeri dan
Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif '

dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri
dan. Negeri Administratif dan Kaur Keuangan sebagaimana
dimaksud pada pasal 87 ayat (2) huruf c dimaksudkan
untuk mengetahui jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif dan Dana Negeri dan Negeri Administratif
yang telah dicairkan dan untuk memastikan pencairan

. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri
dan Negeri Administratif: tersebut" dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan Capaianoutput Alokasi Dana Nagari dari Negeri Aaminiatratih, pana
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
'pada pasal 87 ayat (2) huruf d. dimaksudkan untuk
memastikan penggunaan dan penyerapan Alokasi Dana
Negeri dan Negeri “Administratif, Dana Negeri dan Negeri1
Administratif yang telah digunakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pemantauan terhadap sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri
' Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di

(6)

Rekening Kas Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal
87 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mengetahui sisa
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri
dan Negeri Administratif yang ada pada kas Negeri dan
Negeri Administratif pada akhir tahun anggaran.

Pasal 89
:

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri
dan Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud:
dalam pasal 88 ayat (6) ditemukan sisa Alokasi Dana
Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri
Administratif di RKN lebih dari 30x (iga puluh persen),maka Bupati:
a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri

. dan Negeri Administratif mengenai sisa Arokasi Dana

Ahh





(2)

4)

| 59 . -

Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan
Negeri Administratif di RKN tersebut, dan/atau

|

b. meminta Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk
melakukan pemeriksaan dan audit terhadap
pengelolaan dana tersebut.

Sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana
Negeri dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 3074 (tiga
puluh peran) sebagaimana dimaksiid pada . ayat (ti),
dihitung dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif,

2.

Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima Negeri
dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan
ditambah -sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif, DanaNegeri dan Negeri Administratif tahun|

anggaran sebelumnya. :

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib
menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Negeri dan

(3)

' Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancanganAPB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran
berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Alokasi Dana
Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan NegeriAdministratif tersebut.
Dalam hal rancangan APB Negeri dan Negeri Administratiftahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah ditetapkan, sisa Alukasi Dana Negeri dan
Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif
tersebut dapat digunakan .mendahuhui penetapan
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang :

perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dengan
cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan

| Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB
Negeri. dan . Negeri Administratif dan memberitahukan
kepada BPN/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung. dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

tentangperubahan APB
Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 90:
Apabila dalam laporan hasil pemantauan terhadap realisasi
penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana
Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN yang tidak

. sesuai dengan ketentuan yangberlaku berupa :
a. keterlambatan penyaluran: dan/atau. ketidaktepatan

jumlah, maka Bupati meminta penjelasan .teknis dari
SKPD yang bertanggungjawab dalam penyaluran Alokasi
Dana Negeri dan Negeri Administratif, dan Dana Negeridan Negeri Administratif dimaksud.
apabila, dalam laporan hasil pemantauan ditemukan
adanya keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan

b.

Kito
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NegeriAdniinistratif tentang penetapan APB

|

Negeri
dan

"Negeri Administratif maka Bupati
:
memberikan! teguran

kepeda Kepeld Pemerintah Negeri dan Negeri AdintinietratifdanCamat setempat.

“3

#11,1

K Pasal91.
Pemantauan | 'eirhadap" laporan

'

realisasi penggunaan Alokasi
Dana Negeri dan Negeri:Administratif, Dana Negeri dan Negeri
“Administratif dilakukan- untuk menghindari penundaan
periyaluran Alokasi

Daha Negeri dan Negeri Administratif danDana Negeri dan NegeriAdministratif:
|

an“3

da

Pasal 92
(1) Tim

Pembina Darid-Negeri dan Negeri Administratif danDana ..Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif
: Kecamatan, dibentuk dengan Keputusan Camat, dengan
.

Susunan keanggotaan sebagai berikut:

|

Cc

:c

1
2

-

Pa
. Penanggungjawab.

Camat”
an an ai

.
Ketua DN |

3

Kepala Seksi Ekonomi danPembangunan@aa oa.
Kepala Seksi

b.

E

ai 2. Kepala Sekei
Trantib:

2. PMD:
4. Staf/Petugas Teknis

Kecamatari:

in

3. Kepala Seks

'“ Tim Pembina Dand Negeri dari Nego Admihistratit danDana Alokasi Dana Negeri dah Negeri Administratif
Kecamatan sebagaimana dimaksud. pada ayat »,
mempunyai tagas

: 2
iN

a. fasilitasi penyusunan Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri

s

“Administratif
. dan Peraturan Kepala Pemerintah'

-. Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabarari

f
1

APB Negeri dan NegeriAdministratif:
«fasilitasi pengelolaan : keuangan Negeri dan Negeri

|

Administratif dan pendayagunaan

'

aset
Negeri

dan
n

n
Negeri Administratif, -

fasilitasi penyusiinan 'Hiporan. perisanggungjawaban
-realisasi APB Negeri dan NegeriAdministratif,
fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Negeri dari Negeri Administratif: |

koordinasi. pendampingan. Negeri dan Negeri
|

Administratif di - wilayahnya' terkait dengan

An

Mp
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(2)
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. pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri
Administratif: :

f. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi .

'.dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan
RAB dan/atau gambar, pelaksanaan kegiatan
pembangunan “dan pemberdayaan - masyarakat,.
penatausahaan keuangan dan
pertanggungjawabannya,

| memverifikasi kelengkapan dan keabsahan APB. Negeri
dan Negeri. Administratif yang. disampaikan oleh
Pornerintah Negori dan mepet febian
mengevaluasi rancangan Peraturan Negeri tentang APB
Negeri dan Negeri Administratifyang'“disampaikan oleh
masing-masing Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri

h.

'

Administratif:
melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi
kemajuan penggunaan Dana. Negeri dan Negeri
Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
dan/atau gambar: .

memantau pengelolaan Dana. Negeri dan NegeriAdministratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan,

pemanfaatan
dan pelestarian

hasil pembangunan: :

mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian
permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil
pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat:dan
menyampaikan Tekapitulasi Laporan Realisasi
Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri, Administratif oleh
Pemerintah Negeri dan Negeri

Administratif

1.

k.

1

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 93
Pengawasan. terhadappengelolaan dan penggunaan Dana
Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana
Negeri dan Negeri Administratif dilakukan oleh Aparat
Pengawasan. Internal Pemerintah/ Inspektorat Daerah
Kabupaten Maluku Tengah dan :

lembaga-lembaga
pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil - pengawasan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku
Tengah dilaporkan kepada Bupati.

REA
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@

(3)
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— BABIX
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 94 : |

Negeri dan Negeri Administratif persiapan

,

mendapatkan
alokasi 'biaya operasional dan biaya lainnya. yang
ditetapkan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif
induk berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif
induk dengan besaran sesuai ketentuan 'peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh.
penjabat Kepala Pemerintah Negeri dan

NegeriAdministratif Persiapan. . |

Pelaporan dan: “pertanggungjawaban alokasi biaya
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1
perafuranperundang undangan.

(1)

(2j

(3)

| Pasal 95
Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Negeri dan
Negeri Administratif setiap tshun:anggaran berpedoman

'

“ pada Standarisasi sesuai. dengan. Peraturan Bupati
tentang' Standarisasi. Indeks Biaya Honorarium Kegiatan,

, Biaya Pemeliharaan . Dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa
n.

KegiatanPemerintah Kabupaten.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Standarisasi untuk Biaya Perjalanan Dinas
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Honorarium
Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif,
dan, Honorarium Pelaksanaan . Kegiatan. Pembangunan
Negeri dan Negeri Administratif yang besarnya diatur
sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) merupakan harga tertinggi yang dalam

. pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga
terendah serta layak sesuai dengan harga pasarana umum
dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuanyang berlaku.

Uunah

“Pasal96 '

Kerugian Negeri dan Negeri Administratif yang terjadi karena
adanya pelanggaran administratifdan/atau pelanggaranpidana
diselesaikan sesuai

dengan
ketentuan peraturan "perundang

|

undangan.
"

n

Rp
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(1)

(2)

3

D0 BABX 0...
KETENTUAN PERALIHAN

' Pasal 97
Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif
yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan
Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuarigan Negeri dan Negeri Administratif di
Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan
Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri
Administratif Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah
Kabupaten MalukuTerigah Tahun 2016Nomor 24 1) tetap
“berlaku sampai tahun anggaran 2018 sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupatiini.
Peraturan -Negeri dan Negeri Administratif tentang
Pembentukan BUM Negeri dan Negeri Administratif “dan
Peraturan Negeri dan. Negeri Administratif tentang
Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif
yang telah ada sebelum beriakunya Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganPeraturan Bupatiini. .
Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai
dilaksanakan untuk APB Negeri dan Negeri Administratif
tahun anggaran 2019.

BAB XI.
PENUTUP

"Pasal 98
Pada «saat Peraturan Bupatiini mulai berlaku, Peraturan BupatiMaluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan -Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten
Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan Bupati Maluku
Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

a

“ Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten
Maluku Tengah' (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2016 Nomor 241) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Rh
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.

|

Pasal 99 .

Peraturan.
Bupati

ini mulaiberlaku pada tongpal diundangkan.
£

Agar setiap “orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan. Bupati ini dengan penempatannya

| AnikMonita DangahMatari Mpitisu #ngjot:

Ditetapkandi Masohi

pada tanggal
9 Tebrvari , 2019

UKU TENGAH,
4. :

i

Diundangkandi Masohi”.
pada tanggal 9 Yekroari" 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH/
MALUKU TENGAH,

'

RAKIB SAHUBAWA
|

|

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 424

Ak yALB



A. Format Kode Rekening
.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR -— 10 TAHUN 2019 : ui

TENTANG: PEDNOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

A.1. Daftar Kode
Rekening Bidang,

Sub Bidang, danKegiatan

Kode Rekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
TAN. . BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI
Ea | L. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeriberisisub bidangdan kegiatanyatigHeunakan untuk mangakang tereslenggaranyah.mna memariatahan

Name YONB
mencakup:

i

1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Negeri (Maksimal 30 & untuk kegiatan 1-7)

l 1? Ol (Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri
1 1j 02 |Penyediaan Pengnasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
1 1 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi KepalaDesa dan Perangkat Negeri
1 1 04 |Penyediaan Operasional PemerintahNegeri (ATK, Honorarium PKPKN dan PPKN, $

perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /atribut, listrik/ telpon, dil)1) 1 0S Penyediaan Tunjangan BPN/Saniri Negeri
1 1 06 Penyediaan Operasional .BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum),

perlengkapan| LL. . perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, di).1| 1
|.
07. |Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

1| 1) 90 pemberian penghargaan purna tugas Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri
1 91 |Penerimaan.Lain Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri

. 1| 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri
1 2| 01 'Penyediaan sarana faset tetap) perkantoran /pemerintahan
l1| 2) 02 IPemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Negeri 0

" 1 2) 03 IPembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Negeri «
1 21 90 IPembangunan sarana dan prasarana Kantor Negeri
! 2 91 |Pembangunan sarana dan prasarana Balai Negeri

"
1 2| 92 Pengelolaan Aset Negeri

|

1 21 93 (Pemberian zin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Negeri
1 2 94 . (Pengelolaan Pungutan NegeriNon Administrasi
1 21 95 :

Pemeliharaan
sarana dari

prasarana Aparatur
Negeri

11 Sub BidangAdministrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1 3 01 Pelayanan administrasi umumdan

kependudukan (Surat Pengantar/PelayananKTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dil)
1 3 02 1Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Negeri (profil kependudukan dan

0. Ipotensi Negeril""
'

1 3 03 . |(Pengeloiaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri
1 31-04 (Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukandan Pencatatan

Sip1 3 05. |Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Negeri secara Partisipatif
1 3 90 |Dukungan Penyelenggaraan Nikah Massal

Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/penyelenggaraan pelatihan tenaga
1 3 91 Ikerja/pendataan penduduk dan pengklasifikasian tena

naga kerja Negeri
3 31 92 (Penyelenggaraan arsipNegeri
1 3) 93 (Pendataan Negeri
1 3) 94 iPelayanan registrasi kependudukan dan catatan sipil tingkat Negeri
1 31 9S Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa
1 3| 96 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Negeri
1 3| 97 (Pengembangan jaringan informasi dan komunikasiNegeri dan antar Negeri
1 3 98 Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
1 3 99 |Pelayanan Administrasi Kependudukan |

berbasis Digital

1 4 Sob BidangY:Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keoangan dan Pelaporan
. 4| 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Negeri /Pembahasan APBNeg (Musneg,

Musrenbangneg/Pra-Musrenbangneg, dii., bersifat reguler)

pt

1

1



PenyelenggaraanMusyawarah.Negeri lainnya (musdus, rembug warga, dil., yangKn ana Mai

bersifat non-reguler sesusi kebutuhan Negeri)
1

|

4 03 J|Penyusunan Dokumen Perercanaan Negeri (RPUMNeg/RKPNep, dil)
1 4| 04 (Penyusunan Dokumen Keuangan Negeri (APBNeg/ APBNeg Perubahan/

LPJ AFBNeg,
|

dan s2luruh dokumen terkait) “. |

:

1 41 05 tPengelolaan/Administrasi /inventarisasi/ Fenilatan Aset Neperi
1 41 06 Penyusunan Kebijakan Negeri (Perneg/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana

Pembangunan /Keuangar) aa -

1 4 07 (Penyusunan Laporan Kepala Negeri /P€Enyelenggaraan Pemerintahan Negeri (laporan
—

lakhir tahun anggaran, laporan akhir rnasa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, informasi kepada masyarakat)1) 4j 08 jPengembangan Sistem Informasi Negeri

|

1 4| 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Negeri
(Antar. Negeri /Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)

1 4 10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
. Pemilihan BPN (yang merijadi wewenang Negeri)

1 4 11 (Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
| mengikuti Lomba Negeri :

1 4| 90 Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Pemerintah
. INegeri dan Perangkat Jaa Han :

1 4 91 |Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan: Pemerintahan Negeri
1 4! 92 |Pembentukan organisasi Pemerintah Negeri/ Lembaga Kemasyarakatan Negeri
1 41 93 Pengisian/penjaringan/penyaringan Kepala Pemerintah Hegeri dan BPN
A 4 94 |Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Negeri
1| 4| 95 . (Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Negeri
1 5 Sub Bidang Pertanahan
1 S5| 01 ISertifikasi Tanah Kas Negeri . | Naa pa

|

1 S| 02 jAdministrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
Lo. Pertanahan) | Ka Ken '

1) S| 03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 »| 04 Mediasi Konflik Pertanahan
1 S| 05 Penyuluhan Pertanahan
1| S| 06 jAdministrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1) S) 07 'Penentuan/Penegasan /Pembangunan Batas/Patok Tanah N'egeri
1) S| 90 |Penetapan dan Penegasan Batas Negeri |

1| S|-.91 |Penyusunan tata ruang Negeri dan Peta Negeri .

1 S| 92 |Pengelolaan Tanah/Kebun Negeri
1 »)| 93 Pengelolaan Meti Negeri

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGERI
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan: pendidikan, kesehatah, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi jugaterkait dengan pembangunan:non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,22|ai Sub Bidang Pendidikan — TN :

i

2 il 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Formal Milik Negeri “«
|(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

1 02 |Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2 1| 03 - /Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2 1 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri / SanggarBelajar Milik Negeri oo... |

|

| |

.2| 1 0S Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-|

Formai Milik Negeri “ aan |

2! 1| 06 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarar-a/Alat Peraga0 Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Format Milik Negeri “
2 1 07 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman

01. Bacaan Negeri / Sanggar Belajar Milik Negeri ““
2 1'| 08: Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor

|

i

Penjaga untuk Perpustakaan /Taman Bacaan Negeri)2 1 09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar2 1 Dukungan Pendidikan begi.Siswa Miskin/Berprestasi

P3Ch

n:

n



Pengadaan/pembangunan/pergembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan2 1 90
PAUD/buku/wahana permaiar-un anak di PANperalatan belajar PAUD "“

Pengadaan pembangunan /pengembangan / peireliharaan sarana prasarana taman belajar2 1 91
keagamaan/buku/bahan bacaan /pengelolaan perpustakaan Negeri dan taman bacaan ""

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana balai
|1

.

92
pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film dokumenter/peralatan kesenian ""

1| 93 Pembangunan Rumah Singzgah Pendididkan

212 Sub BidangKesehatan |

2 2 O1 |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKN)/Polindes Milik Negeri (Obat-obatan,
Tambahan Insentif Bidan Negeri /Perawat Negeri, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) .. .

2| 2 02 jPenyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)
2 21 03 (Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untukMasyarakat, Tenaga

KD .. IKesehatan, Kader Kesehatan, dil) 5
2 2 04... Ponyalongaa aga Negeri Singa Kenglnt er ma —2 2| 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri ' |

2) 2 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2 2 08 jPemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD .

2| 2 09 |Pembangunan/Rekabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu /Poskesdes/Polindes/PKN ““

.

Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana AlatBantu2 2 90 |Penyandang Disahilitas/panti rehabiltasi penyandang disabilitas ““ :
:

Pengadaan //pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana Mobil/Kapal21 2 91. (Motor untuk Ambulance Negeri ““ Mam Pa, 0
. Pengarann/per aanau nan #Pengem ngan AjeNapaan Se ANE dan “prasarana2 92 ikesehatan/air bersih/sanitasi /kebersihan Ingkungan/jambanisasi /MCK ""

Pengadaan /pembangunan /pengembangan /perneliharaan sarana prasarana balai
pengobatan/posyandu /poskesdes/polindes/posbindu/reagen rapid test kid untuk menguji2 2 93 Isampel-sampel makanan “" |

2 2) 94 |Pembersihan Lingkungan
2 2| 95 Rembuk Stunting
2| 2 96 . (Pembangunan Rumah Singgah Kesehatan/Rumah Tunggu Kelahiran”"
2| 2| 97 (Sosialisasi Ancaman Endemi Malaria dan Demam Berdarah (DBD)2 2 98 |Peningkatan Kesehatan Warga Melalui Pendataan Kartu Desa Sehat (KDS)
2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2| 3/ 01 |Pemeliharaan Jalan Negeri |

2 3) 02 |Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang2 3 03 (Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
|

2 3) 04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri
21 3j| 0S |Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Siab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain) .

I

:

2) 3) 06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan
2| 3) 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik
2 3) 08 |Pemeliharaan Embung Milik Negeri i

2 3) 09 |Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri
2 3 10 |(Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Negeri ""
2) 3) 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

| Permukiman/Gang “ .

2 3| 12 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan (Pengerasan Jalan Usaha Tani “
2| 3| 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Negeri ""
2 3j| 14 IPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong,
an Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) “«

2 3| 15 jPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan"
2 3| 16 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Negeri /Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan ,

2 3| 17 jPembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri #"
2 3| 18 fPenyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Negeri
2| 3) 19 |Pembangunan/Rehabrlitasi/Peningkatan Embung Negeri "
21 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Sapura/Batas Negeri ""

nj/,
2

20

41 hh



IPembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan/Talud pengaman tebing/saluranHa Bai

irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga
mikrohidro/ lapangan

Negeri/taman Negeri/lingkungan permukiman masayarakat Negeri
2 31 91 |Pembangunan/ehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu"

2 4 Suh Bidang Kawasan Permukiman 2.

0 4| 01 IDukungan pelaksanaan program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. MRTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

21 4 02 (Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri
2 4| 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air

Hujan/ Sumur Bor, dil) i

2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dl)
2| 4| 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar

prasarana jalan)
|

|

2 4) 06 |Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2 4| 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri /Permukiman (Penampungan,Bank Sampah, dll)
2 41 08 |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)2 41 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri
2 4| 10 |Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan "
2 4 11 (Pembangunan/Rehabiiitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)".
2 4 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dl) . :

2 | 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukimiin (Sbrong-gorong,Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) " Ma :

2 4 14 |Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dli ““
2 4| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.

—emfomrmremoeen RASA
Ber
musiMAN (PenaMPUHNAN. BahMADIOkuAN mona

nerea ea
21 4| 16 IPembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,|Aar limbah Rumah Tangga)" | Da :

2 4, 17 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri"2| 41 90 |Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Fakir Miskin
2) 4| 91 (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin
2 41 92 (Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Negeri/ Pagar Kantor Negeri/ Pagar GedungPAUD/TK/TPA/TPO/SMTPI/ Pagar Gedung POSKESDES/POSYANDU/POLINDES““(Diperbolehkan setelah semua fasilitas dasar terpenuhi dan memperhatikan kemampuankeuangan Negeri)
2 41 93 (Pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman masayarakat Negeri/Peneranganlingkungan Pemukiman/pedesterian/drainase Negeri/selokan/tempat pembuangansampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kenderaan pengangkut sampah/pengadaanmesin pengolah sampah" :

2| 4| 94 |Stimulan Perumahan Swadaya

2| S Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2) S5) 01 |Pengelolaan Hutan Milik Negeri
2 S5| 02 iPengelolaan Lingkungan Hidup Negeri
2 S)| 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan .

2 S)| 90 |Penghijauan/pelestarian linkungan hidup "
2| S| 91 Pembangunan /pemeliharaan taman Negeri ""

2 S| 92 /Perawatan terasering/pembersihan daerah aliran sungani/plesenagan suangai "“

Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan2 S5) 93 jevakuasi dalam bencana gunung berapi ““

2 S5) 94 Pengadaan tong sampah /pembangunan tempat sampah ““

2 S| 95 |Pelatihan Pengolahan Sampah dan Gerakan Sedekah Sarnpah Kalesang Negeri

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2| &£| 01 |Pembuatan Rambu-rambu di Jalari Negeri
2 6| 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi

penetapan/LPJ APBNeg untuk Warga, dil)
2 6| 03 IPengelolaan dan Pembuatan Jaringan (Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal

Negeri
21 6j 90 Pembangunan

—

/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana|tragsportasi/informasi/komunikasi/terminal Negeri"
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Pembangunan/Pengadaan/pengembangan /perneliharaan tambatan perahu/jalanMi Medi

pemukiman/jalan poros Negeri/jalan Negeri antara permukiman ke
wilyah,pertanian/jalanNegeri antara permukiman ke

lokasi.Saka as ons Hoream Untuk wargari /pengembangan/ peme
Kah

2 | 92 Ba Non Ea/)maba ai Pengaras 'Suara (lowdspeaker)/ telepon umum/radio Single
Side Band (SSB) "

. :

21 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral —2 7 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri
2 7 | 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

. . tingkat Negeri" .

-
2| 7| 90 |Dukungan Sarana Prasarana Energi Listrik(Panel Surya, Genset, Bensin, Olidil)

s

Dukungan Penyediaan PLTM/Pembangkit Listrik TenagaMikrohidrof(Upah pikul, makan
2 7 91 iminum, Bensin, Oli dll) | 0 0 .

|Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana
energi/sumber daya alam /pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga

2| 7 92 Imatahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik ""

2 7 93 |Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat guna

2| 8 Sub Bidang Pariwisata .
2 8| 01 JPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri2 8| 02 |Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dau Prasarana Pariwisata Milik
2 8) 03 |Pengembangan Pariwisata Tingkat Negeri . 02 8) 90 'iPengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana DesaWisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios warung makan/wahanapermainan anak/wahana permainan outbond/taman/termpat penjualan tiket/rumahpenginapan/Angkutan Wisata"
2 8) 91 |Pembangunan/Rehabiltasi Sanggar Seni'"
2 8| 92 'Pembangunan/Rehabilitasi Taman Rekreasi"
21 8| 93 |Pembangunan/pengembangan /pemeliharaan WarungMakan Negeri"

|Dukungan Pengembangan Transportasi Wisata Negerifbantuan helm pengendara/penumpang,2 8| 94 Irompi pengendara, penyediaan kelengkapan pengendara)
Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Sebagai Media Penguatan Ekonomi Pekebun2 8| 95 |Cengkeh Dan Nelayan

2 81) 96 |Pengembangan Desa Wisata Melalui Konservasi Biota Laut2 8| 97 (Revitalisasi Wisata Sejarah /Pengelolaan Wisata sejarah untuk Peningkatan PAD2 8j| 98 IPemanfaatan Air Sungai sebagai Media Destinasi Wisata dan Prudes2| 8| 99 |Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Kawasan Kerjasama dengan Perum Perhutani

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NEGERI
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat lembaga kemas,arakatan
Negeri yang mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup:3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat3 1 | 01 |Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kcamanan Negeri (pembangunan pos, pengawasanpelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ““

3 1| 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Negeri 'Satiinmas Negeri" |

3 1| 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
(dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Negeri3 1) 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri3 1| 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Negeri3 11) 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri dan Masyarakat Miskin

3 1) 07 (Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat

|
|

3 1) 90 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban .

3| 1) 91 Pembentukan dan Pembinaan Kampung Toleransi :

3 1, 92 |Sosialisasi SIKAD (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Berbasis IT)3 11 93 Dukungan Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Sosial
| (Poskesosj

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan3 21 01 |Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negeri
3 2 o2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Negeri ditingkat Kecamatan dan Kabupaten i

AA

eri ro
jann

rebsite
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Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan
. 03

|

' hari kemerdekaan, hari besarKeagamaan, dll) tingkat Negeri
3 2) 04: IPemeliharaan Serana dan Praseranz'

2 Kebudayaan
/Rumah Adat/

Keagamaan
Milik

f ' hi Negerilala .

.3 2 os Pembangunan/Rerabilitasi/peningkatanSarana danPrasarana
AI — IKebudayaan/RumahAdat/ Keagamaan Milik Negeri ““

3 2| 90 |Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3, 2) 91 |Pengembangan Pelestarian Hubungan AdatAntar Negeri (Panas Pela, dil)
3 0 92 (Dukungan Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan31 21 93. IDukunganPelaksanaan Kelompok Budaya... bana—- abon

mamep
un emamaen(TT

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pe
3 3| 01 |Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah

h Raga sebagai Wakil Negeri di tingkatKecamatan dan Kabupaten .

3 3j 02. (Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
Kepemudaan,

Penyadaraan Wawasan
| | 2. Kebangsaan, Gil) tingkat Negeri |

31 3| 03 (Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Negeri “
3 3| 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri ""

3 3 0S '

|Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Ka Da 0 Olah Raga MilikNegeri

.3| 3: 06. |Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klab Olahraga
ka

3| 3) 90 |Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga.
3 3 91 |Peningkatan Sarana Dan PrasaranaOlahraga

3| 3| 92
|Penyediaan Insentif Bagi PimpinanOrganisasi Kepemudaan orang kali

kegiatan)| 31.3 93 | Pembangunan Sorga DesaBerbasis Peta Demografi
3| 3) 94 |Lahan Kosong Untuk “Taman Olahraga Desa”
31 3| 95 |Penyediaan infrastruktur dalam mendukung Sarana

“Olahraga
di Desa

3! 4 s Sub Bidang KelembagaanMasyarakat31 4| 01 |Pembinaan Lembaga Adat N

3 4 02 jPembinaan LKMD/LPM/LPMD
3 4| 03 Pembinaan PKK i

.

3| 41 04 /Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 4 S9 Dukungan Penyelenggaraan PKK f

. : .3 4| 91 |Penyediaan Insentif Bagi Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (orang kali kegiatan)3 41 92
Penyediaan.

Insentuf Bagi
Perangkat

Pemerintahan Adat (orang kali
kegiatan).

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yangdiarahkan untuk meriingkatkan pemahaman, kapasitasmasyarakat dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

4) 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
|4 1j 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri

4 1
|

02 (Pemeliharaan Pelabukan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri Ine
4 1| 03 jPembangunan/

Rehabilitasi
/
Peningkatan Karamba/

Kolam Perikanan
Darat Milik

. JNegeri ""

4 1| 04 |Pembangunan/
Rehabilitasi

/
Peningkatan

Pelabuhan Perikanan SungaiLKKecil Milik
: Negeri “s

'

4| 1| 05 (Bantuan Perikanan Bibit /Pakan /dst)
“4 1| 06 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekondlogi Tepat Guna untuk

Perikanand.
: Darat/Nelayan "?

4 1.| 90 |Pengadaan Peralatan Nelayan
4 1| 91 Bantuan Peralatan Nelayan
4|.1| 92 |Pengembangan Produk Unggulan Negeri bigang Kelautan
A4 | 93

Pengembangan Produk Unggulan Negeri bidang Perikanan

4| 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
”——

|

:4| 2| 01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi
dan

n pengolahan
pertanian,

I

i

penggilingan Padi/jagung, dll) |

4 2| 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat
Produksi dan pengolahan peternakan,

kandang, dil)
4 2

ah
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Negeri, dll)

23
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Pemeliharan Saluran Irigasi 'Tersier/Sederhana04
-. 2 05 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan "

al 21 90 Pengadaan/Bantuan. Peralatan Pertanian /Peternakan/Perkebunan"“
4 2| 91 |Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Fermentasi pengganti Rumput
4 21 92 |Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat /Kakas
4| 2 93 (Pemanfaatan Lahan Tidur/Tanah Negeri Untuk Peningkatan Ekonomi Desa
4 2 94 Pelatihan Penggemukan Sapi Tan Ka .

i

Oo. —4 21 95 |Pelatihan dan Pengembangan Jeruk Manis Dan Durian Montong Dengan Sistim Okulasi
4 2 96 Pelatihan dan Pembudidayaan Ikan Lele |

4 2| 97 |Pengembangan Produk Unggulan Negeri Bidar:g Pertanian/Peternakan/Perkebunan”4 2 98 (Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu/Pelatihan Budidaya Damar/Pelatihan dan
Peningkatan Pendapatan Warga melatui Komuditas Bawang/Pelatihan Pengembangan
Komoditi Cabemelalni Pemanfaatan Lahan Tidur“ 5 :

a13 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri
4 3) 01 Peningkatan kapasitas.Kepala Pemerintah Negeri
4 $| 02: (Peningkatan kapasitas perangkat Negeri i

4 3| 03 |Peningkatan kapasitas BPN/Saniri Negeri 0.

(Dukungan Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, BPN/Saniri4 3| 90 (Negeri (biaya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan ke panitia penyelenggaran yangdilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah) .

S1 4 . Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaAA 4 01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan :
. 2.

Ka A aa (Pelntina/ Penyaluhan Perlindungan Anuk
4| 41 03 |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |Bantuan kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, Janda, Yatim, Piatu dan penyandang4| 4| 90 difabel 0.

|
. ,

Ng4 41 91 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular,penyakit seksual, Human ImmunodEficiency Virus/ Acguired immunodeficiency syndrome,tuberkulosis, hupertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilanpengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa danpersalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas danmenyusui" . 0
4| 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Mezengah (UMKM)4 S| 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

| 0.
4| 5S) 02 j|Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4 SI 03 |Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-

Pertanian aa i

4) Sy 90 |Bantuan Permodalan untuk UMKM . pa.
|

Bantuan Sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk Pelaku Usaha Ekonomi4 5S| 91 IMasyarakat |

1 0. 0
4| S| 92 |Pengadaan Sarana Instalasi Air Minum Isi Ulang untuk usaha Negeri
4| S| 93 Pengadaan Alat Transportasi untuk usahaNegeri ai

|

#| Sy 94 Pengadaan Peralatan Pesta untuk usaha Negeri 0.4, 5S) 95 Pengadaan Molen untuk usaha Negeri
|

41 S| 96 jPelatihan Pengolahan Produk Singkong i i

41 5 97 (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Untuk Menambah Nilai Ekonomis Pasar
4 5 98 |Pelatihan Pemasaran berbasis Pasar Tematik/Online4 S5| 99 (#Pelatihan Penjernihan Air Ramah Lingkungan Dan Kelembagaan Tata Kelola Air/PelatihanDan Pengembangan ' Produk . Pengasapan Ikan/Dukungan Gelar Produk Unggulan“IDesa/Pelatihan Pengolahan Produksi Gula Merah Dari Air Pohon Sawit/Pelatihan Dan

Pemanfaatan Asap Cair/Pelatihan Pengolahan Limbah Pohon Pisang Menjadi
Prudes/Pelatihan Dan Pemanfaatan Ikan Mujair Dan Umbi-Umbian -Untuk Pembuatan|
Tortila" ai |

|

4| 6.
. |Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal .

4 6| 91 (Pembentukan BUM Negeri (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Negeri)4 6 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Neperi(Pelatihan yang dilaksanakan oleh Negeri)
41 6| 90 (Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (biaya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan

| ke panitia penyelenggaran yang dilaksanakanoleh lembaga pelatihan pemerintah)A4 61 D1 Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melakui BUMNeg4 6j 92 Pengembangan Usaha Bumdes melalui BumdesMart
|

41 6| 93 Diferensiasi Unit Usaha Bumdes berbasis Pemetaan Potensi Negeri

I

Ah



SubBidang Ferdapangan dan Perindustrina: 7 Ol |Pemelihasaan Pasar Negeri/Kios MilikNegeri
:

4| 71 02 |Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan PasarNegeri (Kios MilikNegeri""
4| 7 03 |Pengembangan Industri kecil levelNegeri”:
41 7| 04 |Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingankelompok ussha ekonomi

produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)“
4| 7| 90 |Bantuan Subisidi Pangan '

4 7| 9i Pelatihan Kerja dan Ketrampilan
| 4| 7| 92 (Pembangunan/Rehabilitasi Tungku Bakar Garam"

41 7| 93 Pembangunan /RehabilitasiTambak Garam"
—

4| 7| 94 |Pelatihan Rumah Industri Pangan Desa

5 BIDANG PENANGGULANGANBENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencans, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk
kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat danmendesak:

5| 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5 1| 00 (PenanggulanganBencana ..
5| 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2| 00 |Keadaan Darurat
sj) 3 Sab Bidang Keadaan Mendesak 0.
S| 3| 00 |Keadaan Mendesak |

|
mana

. £ (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai
kebutuhan

Negeri, misal
:
Pembangunan, atauRehabilitasi, atau

Peningkatan,
atau

Pengerasan)

ap

n,

:1ND.

N

1



A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening
Uraian

Ap

2 b c da
4. PENDAPATAN
4121 Pendapatan Asli Negeri411 Hn Hasil Usaha
4 1 1 1 01 Bagi Hasil BUMNeg4 1 1 90 Hasil Usaha Lainnya4 z1 | 2 Hasil Aset
4 1.| 2 101 Pengelolaan Tanah KasNegeri411/2l|lo21 .Tambatan Perahu
41112 03 Pasar Negeri4 2

1

04 Tempat Pemandian Umum
4 1/2 |os Jaringan Irigasi Negeri
4 1 2 | 06 Pelelangan Ikan Milik

Negeri4 1 2 | 07 Kios Milik Negeri i

411 2 | 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik
Negeri4 1 2 | 90 Hasil Aset Lainnya

4 113 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong4i11.3 | Oi. Swadaya, partisipasi dan gotong royong41113 90 . Swadaya, Partisipasi dan GotongRoyong Lainnya4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Negeri
4 1) 4 O1 Hasil Pungutan Negeri
4 1 4 |90 Lain-lain

Pendapatan Asli Negeri Lainnya4 | 2 Transfer4/2 1 Dana Negeri
412 1 01

—

Dana Negeri
4|2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten412 2 1 01 Bagian dari Hasil Pajakdan Retribusi

i Daerah
Kabupaten4 2 3 Alokasi Dana Negeri .412 | 3 | Ot Alokasi Dana Negeri412 |4 Bantuan Keuangan Provinsi

4 2 4 | 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi '

4 2 4190 Lain-lain Bantuan Keuangan dariAPBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 S5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 Ss |90 Bantuan Khusus APBD Kabupaten .



Mtih

4/2 | 5 91 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4 3 Pendapatan Lain-lain
413 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4 3 1 | 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga413|2 | 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga4 3 3 1 Penerimaan dari Bantuan Perusahaari yang berlokasi di Negeri .

4 3 3 O1 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Negeri4/3 4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 4 | O1 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | .

4 3 1-5 Ll Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimam di kas Negeri pada tahun anggaran berjalan ,4|3 Isi o1 —

Koreksi
kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri pada tahun anggaran

berjalan 0 Kesan
|

Mo rara 0 0
4/13/|6 Bunga Barik N4t3|lelolj Bunga Bank

|

4 | 3 al... Lain-lain pendapatan Negeri yang sah
4 3 9 | 90 Lain-lain pendapatan Negeri yang sah
5 BELANJA.

“5 1 Belanja Pegawai Kan . -
5 | 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala NegeriS1 1 LOlj Penghasilan Tetap Kepala NegeriSI1J1 1021 Tunjangan Kepala Negeri 2
5 1 1 | 90 Tambahan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri . .-

5 1 1 | 91 Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Pemerintah Neperi5 1 1 | 92 Tambahan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri
5 1 1 | 93 Penerimaan Lain Kepala Pemerintah Negeri Yang Sah
5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
5 1 2 | 01 Penghasilan Tetap Perangkat Negeri
5 1 2 | 02 Tunjangan Perangkat Negeri
5 1 2 90 Tambahan Tunjangan Perangkat Negeri .
5 1 2 91 Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Negeri
5 1 2 | 92 Tunjangan Jabatan Perangkat Negeri |

5 1 2 | 93 — Penerirdaan Lain Perangkat Negeri yang Sah
5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Negeri dan Perangkat Negeri
5 1 3 | 01 Jaminan Kesehatan Kepala Negeri
5 1 3 | 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Negeri
5 1 3 | 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Negeri
5 1 3 1 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Neger



5 1 4 Tunjangan BPD
5 1 4 | 01 Tunjangan Kedudukan BPD:
5 11|14)02 Tunjangan Kinerja BPD
5 2 Belanja Barang dan Jasa
S5 2

| Belanja Barang Perlengkapan | .5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos5 2 1
|

o2 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listik ”——— — NN .
:5 2 1 |0o3 . Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan5 2 1 | 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran5 2 1 | os Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan“5 2 1 | 06 . Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan /minum) - Belanja Barang Konsumsi .512 1 07 Belanja Bahan /Material Sa gn NE .

5 2|l1l|0o8 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/ Spanduk5.1 2 1 #09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam /Atribut5 2 1
|)

10 Belanja Obat-obatan
|"5 2.L 1 | li Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan5 211 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

S5
|

2 1 90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnyas1212 |. Belanja Jasa Honorarium Tn Na5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim. yang Melaksanakan Kegiatan5 2 2.1 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Negeri/Operator5 212 103 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Negeri
S5 2 2 1 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas Ka
5 2 2 1 90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1

Ng

5:12 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten5 2 3 | 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan
S 2 4 Belanja Jasa Sewa '

5 2 4101 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang5 2 4102 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan$ 2 4103 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 4 1 90 Belanja Jasa Sewa Lainnya
5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran
5 2 St 01 Belanja Jasa Langganan Listrik
5 2 S5 02 Belanja Jasa LanggananAir Bersih
5121| Ss |o3 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

Kia



Kapstu

5/25 | 04 Belanja Jasa Langganan Telepon
5 2 5: | 0S Belanja Jasa Langganan Internet
5 2 5 | 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/ Giro .

.

5 2 5 | 07 Belanja Jasa Perpanjangari Ijin/ Pajak
5 21 5 | 90 '

Belanja Operasional Perkantoran
Lainnya5 2 1.6 Belanja Pemeliharaan

5 2 6 | Oi Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat ”: |

5 2 6 | 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 2 6 103 Belanja Pemeliharaan Peralatan
5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5 |2j)6 |05. Belanja Pemeliharaan Jalan.
5 2 6 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan

“5 2 6 07. |

Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai7Embung/Air Bersih, jaringan Air Lintah, Persampahan, sn5)2)|6 108) Belanja Pemeliharaari Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikas, dil)
.

5 2 6 90 Belanja Pemeliharaan Lainnya
5-1 2 7 BelanjaBarang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5 2 | 7 Lt oi Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5 2 7-1 02 . Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke

maesyamkat5 2 7 103. Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat-
5 1.2 7 | 04 Belanja Beasiswa Berprestasi /Masyarakat Miskin
5.127 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5.12 7 190 Belanja Barang dan Jasa yang

Diserahkan kepada
Masyarakat Lainnya5 3 Belanja Modal

5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
S5 133) 1 01 Belanja Modal Pembebasan /Pembelian Tanah

S5 |3 1 |o2 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5 311 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah | -
5 3 1

|04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |

513 1 | 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
S5 | 3 1 1 90

—
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya”:

5 3 21 BelanjaModal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 3 2101| BelanjaModa! Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 0 | 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5 3 2 |03 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 3 2104 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
51312 | 0s —

Belanja Modal Peralatan Dapur
5 3 2 | 06 ' Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah



«

Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan5 3 2 | os
5 3 2 | 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/ Peternakan5 3 | 2 | 10 Belanja Modal Mesin
5 3 211 |) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5 3 2 | 90 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5 3 T 3 Belanja Modal Kendaraan
5 3 3 | 01 ' Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 3 | 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor .

5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5 3 3 1 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5 31 3 1.05 Belanja Modal AngkutanAir Tidak Bermotor
5 3 3 90 —. Belanja Modal Kendaraan Lainnya | :

“5 I|3.|h 4 Belanja Modai Gedung, Bangunan dan Taman
5 3 4 JI 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
s 3 4 102 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 4 |03 Belanja Modal Bahan Baku Ng
Ss |13 4 | 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5 3 S5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3. 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

|

5 3 | 5 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 | s 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 61 Pelanja Modal Jembatan
5 3 6 |D1 Belanja Modal Ronor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 3 6 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 6 1:03 Belanja Modal Bahan Baku
SI 31 6.| 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

(Isl air 7i Belanja Modai Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/
PersampahanSs t3 7 1 D1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan.

5 3 7 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja .
5 3 7 103 Belanja Modal Bahan Baku . Na: “.

5 | 317 | 04 - Belanja Modal Sewa Peralatan —.
$ 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5 3 8 1 D1 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

'

“5 3 8 |o2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
S5 3 8 103 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 8 | 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
S 3 9 Belanja Modal lainnya

Wp



"

S513/|29 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5 3 9g | 02 Belanja Modal khusus Olah
5 1,31|9 |03 BelanjaModal khusus Kesenian/ Kebudayaan/keagamaan5 3 9 | o4 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5131291605 Belanja Modal Hewan
51|3|-4 90 Belanja Modaj Biaya Administrasi

Kegiatan5 3 9 | 91 Belanja Modal Tahap Persiapan ,

5131992 . Belanja Modal Tahap Pelaksanaan I i

5 319 93 Belanja Modal Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan JasaNegeri5139| 94 Belanja Modal Perjalanan Pelaksanaan Kegiatan5 3 9g |.95 Belanja Modal Lain-Lainnya ,

S|4ai TI Belanja Tak Terdugaslalji Belanja Tak Terduga :

5 4 1 | 01 Belanja Tak Terduga”
6 PEMBIAYAAN

'

“6 1 Penerimaan Pembiayaan .

6 1 1 SILPA Tahun Sebelumnya
6 1 1 | Ol SILPA Tahun Sebelumya
6eJl1jl2|. Pencairan Dana Cadangan6|1|2 | Oi ” Pencairan Dana Cadangan .

611 j3 Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang Dipisahkan611.13 | O1 Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang Dipisahkan6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 1 9g | 90 Penerimaan Pembiayaan Lainnya.6 |2 Pengeluaran Pembiayaan
6l2|1 Pembentukan Dana Cadangan6el2jilo Pembentukan Dana Cadangan
6 2|2 Penyertaan Modal Negeri -

6|2|2joi Penyertaan Modal Negeri6ji2|9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya . - i

61219 | 90 Pengeluaran Pembiayaan lainnya .
aa

Atap



A.3 REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT DAN SAUAN OUTPUT

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening
'

BIDANG, SU8 BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Output
|

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI

—
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berisi sub
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan Negeri yang
mencakup:

111 Sub Bidang Penyelenggaraan Befanfa Penghasilan Tetap,
|

Tunjangan dan Operaslonal
Pemerintahan

Negeri
(Maksimal 30 & untuk kegiutan 1-7)- .

| TN |

1| 4 |o1 (Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan

Kepala Kegiatan ini mencakup penyediaan nenghasilan tetap dan tunjangan (Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Jog (orang/Butenjj
Pemerintah Negeri Kepala Pemerintah Negeri khususnya yang berasal

dari APBNegeri
selain

|Negeri — . 1: 0 :

.. .
an dari pengelolaon Tanah Kas Negeri . :

— 2|

Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri og (Orang/Bulan) I

P1 1 02 Penyediaan
Penghasilan

Tetap dan
Tunjangan Perangkat Kegiatan ini “mencakup penyediaan penghasilan tetap: dan tunjangan Penghasilan Tetap Perangkat Negeri OB

(orang/Bulan)g
2

Negeri Perangkat Negeri khususnya yang berosal
dari

|

ApBNegeri selain dori . : “0d
— pengelolaan Tanah Kas Negeri IN

Nan .
Tunjangan Perangkat Negeri OB (Orang/Bulan)f

1 | 1 |o3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi
Kepala

Pemerintah Negeri |Oipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk Jaminan Sosial Kepala Pemerintah OP (Orang/Paket)
dan

Perangkat Negeri
angsuran BPIS Kesehatan) Kepala Pemerintah Negeri. dan Perangkot (Negeri

|

|

. INeger! yang berasai dari APBNegeri selain dari pengelolaan Tanah Kas
Negeri, Untuk BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan sepanjang diatur
dalam Perbup Daftar Kewenangan Negeri/Pengeloloan Keuangan Negeri

Jaminan Sosial Perangkat Negeri TOP (orang/Paket)

Aek



Penjelasan Kegiatan
'

SatumOutput
|

Bekerng. BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Uraian Output
1 | 1

|
04 (Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Termasuk dalam kegiatan Ial antara lain adalah PenyediaanOperasional IOperaslonal Pemerintah Neperi Paket .

Honorarlum PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, Pemerintah Negeri, misalnya untuk ATK Gesuat kebutuhank, Honorarlum PN Naa

pakaian dinas/atribut, Iistrik/tetpon, dil) PKPKD dan PPKD, Honorarium Petugas yang terkait dengan operasionat:“ Pemerintah Negeri, Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan Pakalcri Dinas
dan Atribut Kepala Pemerintah Negeri dan Atributnya, Perjalanan: Dinas,
Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet,

Majalah/Surat
Kabar, Pos

"

dan Giro, dan Lain-lain. , .

1
|
1

|
05 (Penyediaan Tunjangan BPD Kegiatan ini mencakup enyaan tunjangan BPD, baikTunjangan

Tunjangan BPD - OB (Omg/Bulan)i
,

Kedudukan dan
Tunlongan

Kinerja BPD,
: |

Li 1 | 06 (Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan- Termasuk dalam PaRrara Tni adalah Penyediaan Operasional BPD, |Operastonal BPS “Paket
"—

Iminum), perlengkapan perkantoran, Pakalan Seragam, misalnya - untuk . ATK " (sesual
"”—

kebiituhanh Honorarium
'

:
ina Ia

perjalanan dinas, listrik/telpon, dli) Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD, - Perjalanan Dinas, Perlengkapan |

Perkantoran, Pengadaan Pakaian Binas dan Atribut BPD dan Atributnya
Isepanjang diatur oleh Perbup Daftar Kewenangan), Pembayaran Jasa

“| . 1

Ikistrik, Telapon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro, Dan Lain
“.Niatn, . 0 .

1111077
(Penyediaan Insentif/Operasiona! RT/RW . Kegiatan Ini mencakup penyediaan acer untuk RAW yang. |Operasional RT/AW Paket

. -. 1:

pernberiannya berupa bantuan kelembagaan (Gelondongandan berupa
paketdan diotur lebih lonjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Negeri,
dengan nama: Penyedigan Operasionol/InsentifRT/AW) .

1 1 |9o-iLain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan |Termasuk dalam.keglatan ini adolah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, |sebutkan ....» «Sebotka:
99 (Tetap, Tunjangan dan Operasional Pernerintahan Negeri - “|Tunjongan dan Operasional lainnya seperti: “penerimaan Kepalal. ”..

"
Satuaremua! -

Da 03 0.
Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri lainnya, yang berasal dari

1647/2015: Pemberian Tali Asih untuk Kepala Pemerintah. Negeri! dan

“Toperasionat

lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus,

sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup/Perwoli. Kegiatan tambahan Ini

pengelolaan tanah Kas Negeri (sesuai ketentuan Pasal 100 ayat f3) PP

Perangkat Negeri yang berasal dari Pengelaloan Tanah Kas Negeri atau
Bantuan Kelangan Khusus (Pasal 13 Permendag 20/2018) otou

@luar perhitungan 3096 untuk operasional perkantoran.

Suh Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri

HJPnP

Bn
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» LI

Rekening |

f

oa BIDANG, SUS BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Output2
| ,

1
|
2 |91 (Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan —|Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/gengadaan Sarana |Keiraan Roda 4 Unit

. . fAset Tetap! Perkantoron/ Pemerintahan berupa Penyediaan Modal! '

Peralatan ( Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan
Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran

— Keriiraan Roda 2 Unit
Messir Kantor Unit

AN Kommter Unit
0

(Presena KantorLainnya Unit

112702 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Negeri Termasuk dalam kegiatan ini adolah untuk Pemsliharaan Gedung dan |Pemsiharaan Gedung dan Prasarana —jUnitf

Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), Perkatoran.
|

|

dapot berupa Cat Ulang, perbaikan ringan, dan lain-lain, seponjang |

.

bukanftidak menambah umur ekonomis aset tetap
sesuai"dengan.|kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset. : .

112103
Pembangunan/Rehabilltasi/PeningkatanGedung/Presarans Termasuk dalam kegiatan ini adpiah untuk Pembangunan Gedung Baru 'Tareh m2

“Ikantor Negeri”
—

Jatou Rehabilitasi/Penambahan Gedung Kantor (Menambah Ruang |:

:

Pelayanan, Ruang Menyusui, Toilet, dan tain--Iain) atau Prasarano
Perkantoran (Tanah, Lahan Parkir, Halaman/Toman di Kantor, Pagar, dan
lain-lain), yang menambah. umur ekonomis Oset tetap sesuai

dengankebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset. 0
Bareran Unit
Halaman dan Area Parkir Kantor Unit

Retaliitasi/Peningkatan Bangunan Unit

Refatitasi/Peningkatan Halaman dan Unit
—, Aresgkir Kantor

Lj 2 |90-|lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Keglatan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kantor kelnnya Seakan .. “Sebutkan99 Ipemerintahan Negeri" yang tidak tercover kegiatan-kegiatan di atasnya, Misal Penyediaan Satuan sesuai
Modal untuk Tanah Negert untuk Perkantoron

(sepanjangmemiliki si kegiatan»sumber dari selain DD)

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dar Kearsipan

Ah



Rekening. BIDANG, SUBBIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Keglatan Uralan Output . Satuan OutputC

1 | 3:01 (Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Keglaton in! mencakup Penyelenggaraan pelayanan administrasi umurdpelayanan Administrasi Umum dan Paket
Pengantar/Pelayanan KTP,

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan kependudukan df Negeri. termasuk didalamnya pembuatan su ndudukan 1 .

di) menyurat pelayanan Kependudukan, Penyedican perjalanan dinas b
| Staf yang membantu proses penyelasaikan layanan kependudukan

Negeri ke Kecamatan/Kabupaten,: -— Pembuatan/pembel
sistem/hardware untuk pelayanan administrasi kependudukan. Dan lain:
lain .

| "

',
1

|
3 92 IPenyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Negeri terofi Kegiatan ini mencakup penyusunan/pendatoan/pemutakhiran. kumen Profil Negeri (profil . Paket .|.

| Ikependudukan dan
potensi

Negeri)"
:

. Negeri” termasuk — didaldmnya berupa” survey: pendudukan dian potensi Negeri)
:

"

Ipendatoon/pemutakhiran “kependudukan , — Pembuaton/pembeli
|

sistern/hardware
untuk pendataan dan

pemutakhiran
profil Negeri,

fain-fain , 1 -

1
|
3 |03 (Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri (Kegiatan Inf mencokup pengelolaan aoministrasi dan lolaan administrasi dan kearsian 'Paket"

.
.

:

pemerintah Negeri. Dapat termasuk di dalamnya emerintahan Negeri : |

Iststern/hardwara untuk
pengelalaan

cdiministrasi dan kearsipan, dan Iain:
"Join

"L) 3 | 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kegiatan Inf mencakup pembarlan meRruluhan dan informasi
melaluipenyuluhan Kependudukan:dan Kali

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mediafpapan Informasi untuk penyadaran masyarakat

tentang encatatan
Sipil

Ikependudukan don
pencatatan sipil, dan lain-lain

5
1 | 3 |05 (Pemetaan dan Analisis Kerniskinan Negeri secara

Partisipatif
IKegiatan ini mencakup pemetaan dan analisis kemlakinanNegeri secaraDokumen Pemetaan Kemiskinan Negat: (PaketDo Ipartisipatif. Termasuk di

dalamnya survey danmemanen
Partisipatifdata kemiskinan. .

1) 3 |9o-flafndalnkegiatan sub bidang administrasi kependudukan, — (Kegiatan imi mencakup kegiatan laindain sub bidang odministros — Sebutkan99 Ipencataten sipil, statistik dan kearsipan" kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan , Isatuon sesuaf

Ikegiaton»

114 ISub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, 5|

Keuangan dan Pelaporan
1 | 4 | 01 |Penyetenggaraan Musyawarah Perencanaan Kegiatan Inl mencakup penyelenggaraan Musyawarah Negeri, Ikali

Negeri/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- |Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri atau pra Musyawarah
IMusrenbangdes, dil., bersifat reguler) Perencanapn Negeri yang digunakan untuk

APBDes yang bersifat reguler -

f

Ath

enggaranya Musyawarah N



Tekening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan . Uraian
Output

Satuan Outputa c
:

1) 4 02 |Penyelenggaraan Musyawarah Negeri lainnya (musdus, Kegiotan Ini mencakup penyelenggaroon Musyawarah Negeri ntau, Terselenggaranya Musyawarah
Negeri Kalirembug warga, dil.,yang bersifat non-reguler sesuai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri yang bersifat non- |Non Reguler

kebutuhan Negeri) reguler atau Khusus, semisal untuk penganggaran bencana dan kegiatan
menNegerik atau darurat yang dihadapi Negeri.

114 |03 (Penyusunan Dokumen Perencanaan Negeri Kegiatan int mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan Negeri Dokumen Perencanaan Negeri (Paket
(RPJMDes/RKPDes,dll) baik RPIMNegeri ataupun RKPNegeri, diluar kegioran Musdes.dan

|

.

MusrenbangNegeri, misal rapat tim kecil,
konsultasi

dan lain-lain.

1 | 4 104 jPenyusunan Dokumen Keuangan Negert (APBDes/ APBDes -

Kesiatan inimencakup proses Penyusunan dokumen penganggaran Negeri Dokumen KeuanganNegeri
-

Paket—

Iperubahan/ LP) APBDes, dan seluruh dokumen terkait) baik APBNegeri ataupun APBNegeri Perubahan, don Penyusunan LP! aa :
ag

APBNegeri, misal untuk rapat tirn kecil, konsultasi dan lain-lain.

1) 4 |05 |Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Negeri IKegfotan ini mencakup Pengelolaan/Administrosi/Inventarisosi/ Penilaian |Terselenggaranya Pengelolaan Paket
: Aset Negeri, misat untuk rapat tim kecil, inventarisasi dan pencataton |Administrasi Aset Negerioset Negeri,

konsultasi,mendatangkan tim penilai
dan dain-loin.

na

1
|
4 06 (Penyusunan Kebijakan Negeri (Perdes/Perkades, dll-diluar (Kegiatan int mencakup proses penyusunan Kebijakan Negeri di tuor Dokumen Kebijakan Negeri non Paket

dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, dapat berupa rapat |Rencana Pembangunan/Keuangan- -.
Itirn kecil,konsultasi dan lain-lain.

1 4 107 IPenyusunan Laporan Kepata Pemerintah Kegiatan tni mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Pemerintah Laporan Penyelenggaraan Paket
Negeri/Penyelenggaraan

Pemerintahan Negeri (laporan akhir Negsri/Penyelenggaragn.Pemerintahan Negeri (laporan akhir tahun Pemerintahan Negeritahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan. keterangan akhir tahun Ko
keterangan akhir tahun anggaran,

informasi kepada
anggoran, informasi kepada masyarakat), misal. untuk rapat tim kecil,

masyargkat) konsultasi dan pelaporan, serta
pengunggahan

ke media informasi, dan
foin-lain.

1 4 08 IPengembangan Sistem Informasi Negeri
'

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan sistem Informasi Negeri. Terciptanya Sistem Informasi Negeri Paket.
. Seperti misot

pembuatan/pembalion
sistem, pelatihan operator. Dan Izin-|

lain.

m

n
|n :

Ark



Satuan Output 2Beanaa. BIDANG, SUS BIDANG, dan KEGIATAN . Penjelasan Kegiatan Uraian Output

1
|
4 |09 /koordinasl/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahandan. |kegiaton ini mencakup kegiatan koordinasi ptou kerjasama

|
Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama (Paket

|

Pembangunan Negeri (Antar Negeri/Kecamatan/Kabupaten, (penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negeri baik: yang (Penyelenggaraan Pemerintahan dan , Ki,
Pihak Ketiga,dil)" antar Megeri dalam 1

kecamatan, antor kecamatan
atau

antor kabupaten,
Pembangunan Negeri Ha

- serta pihak ketiga, -

1
|
4 |10|ukungan Pelaksanaan dan Soslalisasi Pilkades, Pemilihan (Kegiatan Ini mencakup kegiotan dukungan pelaksanaan Sosialisasi |Terselenggaranya Dukungan Paket 3

Kepala Kewilayahan dan Pernillhan BPD (yangmenjadi Plikodes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
liang menjadi

Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, 3:
wewenang Negeri)

wewenangNegerl,
dam lain-lain- Pernilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD

1/4a111 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan penelriman |xegioton Ini mencakup kegistan “Penyelenggaraan “lomba ontor Penyelenggaraan Lomba antar.
— Kali

kontingen dalam mengikuti Lomba Negeri kewltayahan dan pengiriman kontingen dalarn mengikuti lomba Negeri, Kewilayahan
:

Pengiriman kontingen Lomba Negeri (Kali

-114 90-|latmain kegiatan sub
bidang tata praja pemerintahan, Kegiatan In mencakup ialn-fain keglatan sub bidang toto praja |Sebutkan ....» «Sebutkan-

99 (perencanaan, keuangan dan pelaporan" pemerintahan, perencanaan, keuangan dan
pelaporan yang belum ada “1 Satuan sesual

dalam keglotan di atas. . kegiatane

1|S/ |sub Bidang Pertanahan . 1
1 | 5 | 01 (Sertifikasi Tanah Kas Negeri Kegiatan in! mencakup sertifikasi tanah kas Negeri yang meliputi semuo (Sertifikat Tanah Negeri Unit

"

proses sampai sertifikat tersebut terbit.

115102 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberlan (Kegiatan ini mencakup proses Administrosi Pertanahan (Pendaftaran TerselengggaranyaAdministrasi
Paket

:

Registrasi Agenda Pertanahan) Tanoh, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan). .
Pertanahan

|

L | 5 |03 (Fasilitas! Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Kegiatan Ini mencakup kegiatan fasilitasi" sertifikos! tanah untuk|Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Unit
"

Imasyarokat miskin
khususnya

untuk menunjang kegiatan Prona .

|

Pertanahan:

1
|
5

|
04 Mediasi Konflik Pertanahan

:

Kegiatan tnl mencokup- kegiatan, memediasi konfilk pertanahan skala (Terselenggaranya Mediasi Konfilk Paket
|

Negeri yang menjadi kewenangannya. Kegiatannya dapat berupa rapat, iPertanahan

konsultasi ke dinas/badan terkalt, dan lain-lain
:

4115 105 (Penyuluhan Pertanahan kegiatan Inf mencakup kegiatan penyuluhan pertanahan skafo Negeri Terselenggaranya Penyuluhan Kall

yang menja kewenangannya, . Pertanahan

fe

1:uh



Rekening
5ToTe BIDANG, SUB:3IDANG, dan KEGIATAN

. Penjelasan Kegiatan Uraian Output SatuanOzput

1 5S 06 /Administrasi Pajak Bumi-dan Bangunan (PBB) Kegiatan ini mencakup kegiatan Administrosi PBB yang menjadi Terselenggaranya Administrasi PBB Paket
kewenangannya. Ka

1|s1o7
Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kegiatan ini mencakup kegiatan Penentuan/Penensanf Pembangunan 'Batas Tanah Negeri Unit
Negeri "" Batas/Patok Tanah Negeri yang menjadi kewenonganya. Kegiatondapat!” " “

berupa rapat awal, konsuitasi ke Dinas/Badan terkuk,-dan loinetuin.

1 | 5 190- Jtain-lain kegiatan sub bidang pertanahan" Keslatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub
Ding pertanahan yarg

«Sebutkan ....» «Sebutkanssi belum tercantum di atas. .
|

Satuan sea.
kegiatan»

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Negeri . —
|

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri berisi sub bidang
dan keglatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, —

|, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti.
hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait -
dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pembinaan, bidang ini mencakup:

211 Sub Bidang Pendidikan 0 ,

2 1 |ol Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non- Ikegiotan Ini mencakup kegiatan penyelenggaraan |Operasional Paket
: Formal Milik Negeri"" (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah non format yarmmenjadi milik Negeri |RAUD/TK/TPA/TKA/TP@/Madrasah Non-i

:

Seragam, Operasional, dst) (bukan milik kelompok masyorakat/yayasanformms tertentu di Negeri) Formal
Milik Negeri

. yong menjadi kewenangannya.dianggarkan sepanjmg.PAUD atau sejenis Kg .

tersebut tidak mampu/kurang dalam
operasnalnyo

dan perlu
mendapgtkan

bantuan
GariAPBNegeri,

211 02 |Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) (Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungas penyelenggaraan Dukungan Penyelenggaraan PAUD non (Paket
TN .

(RAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrosah non formal yanr bukan milik Negeri (Milik Negeri
|

(milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas terteru di Negeri) berupa
kegiotan penyerahan barang yang diberikan kepatz masyarakat fmisat. APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidok digekenankan diberikan
berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjan PAUD atau sejenis
tersebut tidak mampu/kurang dalam

'

operasimainya don perlu
mendapatkan bantuan dariAP8Negeri)

Tn

Pe



"| Satuan OutputRekening. BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uratan Output
2

|
1 |03 (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bag Masyarakat Kegiatan Ini mencakup kegiatan penyuluhan dan

pelatihan
pendidikan |Jumdh Peserta Penyuluhan dan Orarg. bagimasyarakat yangmenjadi kewenangannya. Pelalhan Pendidikan bagi Masyarakat |-

2
|

1 |04 Pemeliharaan Sarana
danPrasarana Perpustakaan/Taman .|Kegiotan Ini mencakup kegiatat Pemeliharaan Sorana dan Prasarana

| Perndiharaan Sarana dan Prasarana UnitIBacaan Megeri/ Sanggar Belajar Milik Negeri "" Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar yang menjadi Milik Perpstakaan/Taman Bacaan Negeri/
.

Negeri (bukan milik
kelompok. masyarakat/yayasan formios tertentu di

| Sanggar Belajar Mifik Negeri

211 Gs pemeliharaan Sarana dan Prasarana : Kegiatan tai mencakup kenlotan Pernelihargan Sorand Tan Prasarana |Perrsdharaan Sarana.dan Prasarana Unit
PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah

Non-FormalMk. PAUD/TK/TPA/TKA /TPO/Modrasah Non-Formal yang menjadi Milik PAUNTK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-
"

(Nerec"e
.

Pada
(bukan milik

kelompokmasyarakat
#yayasan fermas. tertentu df

|Ford Milik Negeri. P:

2
|

1 |06 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Kegiatan in. mencai kegiatanSarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ NAN ai Saranafae sarah Non- . liTK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Noni-Formal Milik Negeri" Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/IKA /TPO/ kordMilik Kegeri:
Madrasah Non-Format yang menjadi MIlik Negeri (bukari milik kelompok .

masyarakat /yayason /ormas tertentu diNegeri). :
|

: .

|
Gedisg/Bangunan PAUD/ . Unit.
TK/TEMTKA/TPO/Madrasah Non-
Forrref Millik Negeri
Bukuodan. Pelajaran PAUD/ Unit
TK/TEY/TKA/TPO/Madrasah Non-

"
Formasi Milik— E AlatBraga Edukatif (APE) Juni-
Mebeiir PAUD/ . Untt -

. - ITK/TS/TKA/TPO/Madrasah NG
Form Milik Negeri
SaradPrasarana PAUD/ . Unit

|
| TK/T3YTKA/ TPO/Madrasah Non: -

,1
— JFormeMilik Negeri Lainnya .
. (Retistitasi/Peningkatan Unit

SaramfPrasarana/APE PAUD/ "

TK/TBW/TKA/TPO/Madrasah Non-
Formeilllik Negeri .

ni

|

uk PAUD/
1ingkata A/TPO/M

t,

Yi
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Rekening.
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan : Uraian Output Satuan Output

2
|

1 |07 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana |Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru prasarana | Tanah untuk Perpustakaan/Taman m2
Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik |Perpustakaon/Taman Bacaon Negerif Sanggar Belajuratau Baan/Sanggar Belajar
Negeri" Rehobilitasi/Peningkatan Prasarana atau pengadaai Saranal

Perpustakaon/Taman Bacaon NegerifSanggar Belajar yang menjadi Milik
Negeri (bukan milik kelompok mesyarakat /yoyasan /formas tertentu di
Negeri).

Gelung/Bangunan Unit
Papustakaan/Taman Bacaan/Sanggar
Besjar

- Inselair Perpustakaan/Taman Unit

Baaan/Sanggar Belajar
Saana Perpustakaan/Taman Unit

“IBazan/Sanggar Belajar Lainnya
'

|

Reabilitasi/Peningkatan
Sagna/Prasarana Perpustakaan/Taman
Baaan Negeri/Sanggar Belajar

2 1 08 |Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri (Pengadaan Buku- — |kegfaton ini mencakup kegiatan Pengelolaan Perpustokeanyong
menjadi

Teselenggaranya Operasional Paket
buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman, Milik Negeri. Pepustakaan/Taman Bacaan/Sanggar
Bacaan Negeri)

:

Bear Lainnya

211 | 09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Kegiaton ini mencakup kegiatan Pengembangan dan
PembinaanSanggar Taah-untuk Sanggar Seni dan Belajar m2.

Seni dan Belajar yangmenjadiMitik
Negeri,

Gelung/Bangunan Sanggar Seni dan Unit

Beajar
:

Pealatan Kesenian Unit

Meelair Sanggar Seni dan Belajar Unit

. |Sasna Sanggar Seni dan Belajar Lainnya (Unit

211 | 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Kegiatan ini mencakup pemberian beasiswa bagi siswa miskin atau Liurtah.Sisv/a Penerima Bea Siswa Orang
:

berprestos, mekanisme pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dalem
" "

perbup/perwal pengelolaan keuangan Negeri

Kit:hi



Rekeni
TT sn BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN «Penjelasan Kegtatan

Uratan Output “satuan Output
|

2) 1 |90-|lain-fain keglatan sub bidang pendidikan” Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pendidikan yang Sebutkan Nan Sebutkan
99 , . belum tercentum. dl atas Semisal untuk pengadaan tanah untuk Satuansesuai

prasarana pendidikan yang pada tahun berkenaan belum
dibangun

Ikegiatan»

senonjong
memilikiamber

Gari
selain DD)

212) Isuboiaang Kesehatan : —
2) 2

|
01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKDM/Polindes Milik |Kegtaton ini mencokup kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri |Obat-obatan

“ Ipaket:

Negeri (Obat-obatan: Tambahan Insentif Bidan (PKD/Polindes yang menjadi milik Negeri (bukan milik kelompok
. INegeri/Perawat Negeri,Penyediaan

Pelayanan
KB

dan
Alat masyarokot/yayoson/ormas .

tertentu
di

Negeri)
. yang menjadi .t

Kontrasepsi bagi
Keluarga

Miskin, dstf,: . ..Ikewenengannya.
- :

'

Jumtah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Orang
-- Miskiri

Terselenegaranya Operasional Pos ipaket
Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes Milik

— Negeri Lainnya

2
|

2 |0oz (Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu kegiatan ini mencakup keglaton penyelenggaran Pemandu baik Makanan Tambahan luntt
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Posyandu

Balita/Lansia
atau

u Pesyandu
milik

Negeri innyo

|

Jumlah Ibu Hamil Orang”
- —— Jumtah Lansia lorang

Terselenggaranya Operasfonal #as Paket -

Kesehatan Negeri
(PKD//Polindes $

Milik. |--

- Negeri
Lainnya

212 lo3 uhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Kegiatan In! mencakup kegicton penyuluhan dan pelatihan bidang Tumlah Peserta Penyuluhan dan - fOrang

|Masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil) kesehatan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang (pelatihan Bidang Kesehatan

:2 |

menjadi kewenangannya.
. 1. "

'
IKesehatan. Penyediaan' yong diakkasikon dapat berupa Penyediaan
Barang dan Josa termasuk Pemeliiiaraan Mobil Sioga/Ambulance Negeri,
Otau pengadaan Mobi Siago (Sepanjang dialokasikan dalam Penyediaan
Bantuan Khusus oleh Pemerintah

Kabupoten/Kote/Provinsi), atau

pengadaan Ambulance Negeri, Catatan: KegiatanIni tlokuk boleh tumpang

Undih dengan kegitan Ion dl bidang kesehatan.

:

Ktp

|

LIn|
Masyara

04 |Penyelenggaraan Negeri Slaga Kesehatan (Kegiatan Inf mericakup kegiatan penyelenggaraan. Negeri Siaga |ambulance

9 |1
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Rekening -, da . | 05 BIDANG, SU8 BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Outputa C .

Penyelenggaraan Negeri Siaga Paket
Kesehatan Lainnya

2 1 2 | 05 (Pembinaan PalangMerah Remaja (PMRI tingkat Negeri Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembinaan Palang Merah Remoja (PMR) |Jumtah (frekwensi) Pembinaan Palang. . (Kali
|

tingkot Negeri, Merah Remaja (PMR) tingkat Negeri

2 | 2 06 IPengasuhan Bersama atau Biria Keluarga Balita (BKB) Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina
Keluarga

Yumlah Pengasuhan Bersama atau Bina |OrangI Mean Nan
| Balita (BKB) tingkat Negeri. : Ketuarga Balita (BKB) 0

—

NTerselenggaranya Operasional Paket
Pengasuhan Bersama atau Bina

..
(Keluarga Balita (BKB)

212 107 (pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembincan
dan Pengowosan Upaya Terselenggaranya Pembinaan dan Paket

|

"

Kesehatan
Tradisional

tingkat Negeri. Pengawasan Upaya Kesehatan
Tradisiorial

'2
|

2 |08 |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Kediatan Ini mencakup kegistan Pemeliharaan
..

Pemeliharaan |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Unit
0. |

Sarano/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri," (Posyandu/Polindes/PKD .

2 | 2 | os IPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Kegiatan ini mencakup kegiotan Pembangiinan baru Prasarana (Tanah Posyandu/Polindes/PKD m2
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ""

Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri. - Atgu berbentuk
: '

Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana don pengadaan Sarana
Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri. .

Gedung/Bangunan Unit

Posyandu/Polindes/PKD
Mebelatr

Posyandu/Polindes/PKD
Unit

Peralatan Kesehatan Unit

Posyandu/Polindes/PKD .

Sarana Posyandu/Polindes/PKO Lainnya |Unit

2 | 2 |9o-ilain-lain kegiatan sub bidang kesehatan? Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kesehatan yang |eSebutkan ....»: «Sebutkan
99 : : belum tercantum di atas sebagai contoh pengadaan tanah untuk Satuan sesuai

prasarana kesehatan yang pada tahun berkenaan belum dibangun kegiatan»
(sepanjangmemiliki sumber dari seloin DD)

213 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uralan Output , Satuan Gajnt
Pemeliharaan Jalan Negeri Kegiatan Inimencakup pemeliharaan JalanNegeri (sepanjang tidakmasuk

dalam kategori kapitalisasi sebagai
Belonja

Modal menurut
belijakanokuntons! setempat) .

Pemeliharaan Jalan Negeri Imeter (rm)

Perneliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Kegiatan Inimencakup pemeliharean Jalan Lingkunganfitaw permukiman
atau Gang di Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kipitalisasi
sebagai Penyediaan Mocalmenurut kebijakan okuntansi setempat)

Pemeliharaan Jalan Ungkungan
Permukiman/Gang

(rneter im)

Perneltharaan'Jalan Usaha Tani Kegiatan Ini"mentakur pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jalam menuju
Sawah, dan lain-lain (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi
Isebagor Penyediaan

Modalmenurut
kebijakan

akuntansi setempat)

jalan-Usaha Tani Imeter tm)

F

Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri ". Ikegiotan ini mencokup pemeliharaan Jembatan (sepanjang tidok masuk
dalam kategori kapitailsasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan

akuntansi setempat)
" "

Jembatan Millk Neger! Unit

Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong. -

Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan !aln)

.
Kegiatan sa mencakup pemeliharaan— Jalan Negert seperti
Gorang-gerong, Selokan, Box/Siab Culvert, Drainase di tepi jalan, dan

Prasarang Jalan lain (Sepanjang tidak masuk dalam kotegori kapitalisasi
sebagai PenyediaanModalmenurut kebijakan akuntansi setempat) .

Perteliharaan Prasarana Jalan Negeri
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)'

imeter tm)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Negeri/Balai
Kemasyarakatan

Kegiotan Ini mencakup pemeliharaan Bangunon/Gedung/Prasarano Balai
Negeri atau Balai Kemasyarakatan di Negeri (sepanjang tidak masuk

Pemeliharaan Gedung Bala!

Negeri/Ralal Kemasyarakatan

(Unit

dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja
Modal menurut kebijakan

lakuntasisetenoet
Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah
Milk Negeri/Petifasan Milik Negeri

Ig

Kegiatan Inf mencakup pemeliharaan Bangunan Pemakaman “Milik
Negeri/Situs Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik Negeri (Sepanjang

Tidak maiuk dalam ketegari kopltalsasi sebagai Belonje Modal menurut

Pemeliharaan PemakamanMilik
Negeri/Situs Bersejarah Milik

Inegeri/Petilasan Milik Negeri.

Unit

enjakan akuntansi
setempat)

08 Pemeliharaan Embung Milik Negeri IKegiotan Inf mencakup pemeliharaan Embung Milik Negeri (Sepanjang(Pe
tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Moda! menurut

Pemeliharaan Embung Negeri tUnit

kebijakan akuntansi setempat)

Rekani 6

Atik

ag

UM8n

M1m
9”



Rekenin
: BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output SatuaOutputa c .

.
.

|
.

213 | 09 fPemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan Monumen/Gapura/8atas |PemeliharanMonumen/Gapura/Batas (Unit
Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Negeri -

"

BelanjaModalmenurut kebijakan akuntansi setempat)
1

213110
Pembargunan/Nehabiasi/Peningkatan/Pengerasan

Jalan Kegiatan inf mencakup Pembangunan Jalan Negeri yang baru atau ljalan Neger metera)
Negeri "" . Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/fPrasarano atas Jalan Negeri :

yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kopitalisasi
sebagaiBelanja

Modal menurut
kebijakan

akuntansisetempat).
— in0 . :

RehabasPeninekataYPengerasan meterfa)
Jalan Negeri

21311
Pemibangunan/Rehabiltas/Peningkatan/Pengerasan

Jalan . IKegiotan ini mencakup Pembangunan Jalen Lingkuhgan |satan Permuiman/Gang meterfn).

Lingkungan
Permukiman/Gang ““ Permukiman/Gang yang Baru) atau Rehabilitasi/Peningkoton/Pengerason : |

|

atas Jolan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada (Sepanjang
masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut
kebijakan akuntansi setempat)

Rehabilitasif€ningkatan/Pengarasan. (meter fa)
Jalan Lingkugan Permukiman/ Gang

2 | 3 |12 'Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan — |Kegioton inimencakup Pembangunan Jalan Usaha Taniftolan Persawahan Pembanguran Jalan Usaha Tani meter Ja):
Usaha Tani "” yang boru atau Rehaobilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jalan. Usaha Ng

Tani/Persawahan yang telah oda (Sepanjang masuk dalam kategori!
kapitolisosi sebagai

Belanja Modat
menurut kebijakan

Gkuntarsi
-

setempat)
.

. .

Rehabilitasifeningkatan/Pengerasan Imeter:fet-
Jalan Usahatani

2 3 13 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Negeri yang baru |tembatan Nzert Unit
. Jembatan Milik Negeri "» otau Rehobilitasi/Peningkatan/pengerasan atas Jembatan Milik Negeri :

:

yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai
| x

BelanjaModalmenurut kebijakan akuntonsi setempat)

KR
asAanga

aneat Unit

Negeri

bi



Rekening |

. .

aTbTe BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uralan Output Satuan Output
2

|
3 | 14 jPembangunan/Rehabllitesi/Penlngkatan Prasarana Jalan Kegiatan Ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yangharu berupa |Prasarana Jalan Negeri (Gorong-gorong, Imeter Im)

Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase,

(Gorong-gorang, Selakan, Box/Siab Culvert, Drainase, Prasarana Jalanfotn (selokan, Box/Stab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan ialn) " atau Rehabilitasi/Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah 'oda Iprasarana Jalan lain)

(sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai. Belanja Modal :

— rent kebijakan akuntonsi setempat Rehabilltasi/Peningkatan Prasarana meter im)

Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan, .

Bow/Slab Cufvert, Drainase, Prasarana

. Jalan Ialn)

213115 Pembangunan/Rehabilttasi/Peningkatan Balal
NogeN/Bala

Kentoran" ini mencak.p Pembangunan Bangunan Balai Negeri/Balai GedungBalai NeseAYeni Unit”:

Kemasyarakatan""
Kemasyarakatan yang baru atau Rehabilitasi/Peningkaton atas Bangunan |KeasyrakatanBalai Negeri/Balal Kemasyarakatan yang telah ada (Sepanjang masuk Lo

dalam kategori
kapitalisasi

sebagai
belanja

Modal mentrut
kebijakanokuntonsi - .

Rehabilttasi/Peningkatan Balar Untt
. INegeri/Balai Kemasyarakatan

2j3|16
Pembangunan/Rehabiitasi/ Peningkatan Pemakaman Millk (Kegiatan in!mencakup Pembangunan baru Pemakaman MilikNeper/Situs Pemakaman Milik Negeri Unit
Negeri/Situs Bersejarah Milik Negerl/Petilasan Bersejarah Milik Negeri/petilasan atau

|

:
Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pemakomon Milik Negeri/Situs
Bersejarah Milik Negeri/Retilasan yong telah ada (beponjang masukKe Sam ea

eeAR Belanda Modal menerit keata
- okuntansi setempa

- Situs Bersejarah Milik Negeri Unit
- Petilasan Milik Negeri Unit

'
IRehabilitasI/Peningkatan Pemakaman Unit
Milik Negeri/SitusBersejarah Milik

—-
Negeri/Petilasan

SN

2
|
3 17 |Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri “# |Kegiotan Inimencakup

Pembuatory Pemutaran
Peta Wilayah dan Sosial |Peta Wilayah dan Sosial Negeri Paket

N

Negeri, df

2
| 3

|

18
(Penyusunan Dokumen

Perencanaan Tata Ruang Negeri Keglotan Ial mencakup penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang |Dokumen Perancanaan Paket' sn Penyediaan
perlengkapan

kantor (ATK
dl, Penyediaan

Bpk

ni

fa

E



Rekening

AirfTandon Penampungan Air Hujan/Sumur 8or, dil) Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil)
(Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja
Modalmenurut kebijakan akuntansi setempat)

Pemetiraan Sumber Air Bersih

5
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Sasan Output

a c :

213 19 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Negeri" Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Negeri yang baru otau |Embunstegeri Unt
“. Rehabilitasi/Peningkotan/Pengerasan Embung milik Negeri yang telah ada

(Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal
menurut kebijakan akuntansi setempat) .

|

Rehabittssi/Peningkatan Embung Unit

.... Negeri

213 20 IPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kegiotan In! mencakup Pembangunan baru Monumen/Gapura/Satas |IMonumm/Gapura/Batas Negeri Unt
. Monumen/Gapura/Batas Negeri "" Negeri atau Rehabilitosif/peningkotan/Pengerasan“ pa Monumen/Gnpura/Batas Negeri'yang telah ada (Sepanjang masuk dalam

kategori kapitalisasi sebagai Belonja Modal menurut kebijakan akuntansi

setempat)
|

INN 0 i

:
'

|

Rehabiltsi/Peningkatan Unit

Monuma/Gapura/BatasNegeri

2 1 3 190-ltain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan IKegiotan ini mencakup kegiatan fein-fain sub bidang pekerjaan umum don u» «Selkakan
99 Iruang"

| '
penataan ruang yang belum tercantum di otas. Semisal pengadaan tanah Satmn sesuai

|

untuk prasarana kePUan yang pada tahun berkenaan belum dibangun |

kegkano. .

(sepanjongmemiliki sumber dari selainDO) ..

“214 Sub Bidang Kawasan Permukiman
2lala Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pefaksanoan program IJumlahtamah Tidak Layak Huni (RTLH) TUnti

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, |Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layok Huni (RTLH) GAKIN. berupa | .

dll) .

|

kegiatan pemetaan, validasi, dll, dapat juga berupa Penyediaan bantuan
rehab RTLH, barang yang diberikan kepada masyarakat (berupa bahan

bangunan), Pengalokasian lebih lanjut diatur dalam Perbup Pengelola
Keuangan Negeri :

2 4 02 IPemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumur Resapan Milik |Pemelihasan Sumur Serapan Unit
'
INegeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategari kapitolisosi sebagail Ng
Belanja Modalmenurut kebijakan-akuntansi setempat)

2 |4 03 (Pemetiharaan Sumber Air Bersih Milik Nageri (Mata Kegiatan int mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Unit

Ati



Rekening| - BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uralan Output , Satuan Output

Pemeliharaan Sambungan Alr Bersih ke Rumah Tangga
(pipanisasi, dll).

Kegiatan in! mencakup Penyediaan Pemeliharoan Sambungan Air Bersih
ke Rumah Tangga (pipanisasi, dil (Sepanjang tidakmasuk dalam kategori
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi

setempat) :

eliharzan Sambungan Air Bersih Imeter (m)

Pemeliharaan Sanitasi Permuklman (Gorong-gorong, Selokan,
Parit, di,, diluar prasarana Jalan) (Gorong-garong, Selokan, Parit, dil, diluar srasarana jalan) (Sepanjangtidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja

Modalmenurut!
kebijakan akuntansi

setempat) “

Kegiatan inf mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sonitas! Permukiman Iharaan Sanitasi Imeter (m)

Pemeliharaan Fasllitas Jamban Umum/MCK umum, dit . Kegiotan Inf mencakup penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum, dil (Sepanjang tidak masuk dalam kategori:
kapitalisasi

sebagai
Belanja Modal menurut

kebijakan
akuntansi

setempat)

Iharaan FasilitasTaman
mm/MCK

umum,dll.
Unit

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah '.—.
Negeri/Permukiman (Penampungan,

Bank Sampah, dil) 11. Sampah NegerifPermuklman (Penampungan, Bant Sampah, dil)
IfSepanjang tidok masuk dalant kategori kapitalisasi sebagai

BelanjaModal menitimenurutkebijakan akuntansisetempat)

Keglaton ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan

pat
Fasilitas Pengelolaan

pah

Negeri/Permukiman
"

Unit

Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
ilmbah Rumah Tangga)

Kegiatan Inimencakup PenyediaanPemeliharaan Sistem Pembuangan Air
Limbah (Droinase, Alt mbah Ramah Tangga) (seponjang tidak masuk
dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan
akuntansi setempat)

eliharaan Sistem Pembuangan Air
h

|
meter im

Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Negeri Kegiatan
Taman/Toman Bermain AnakMilik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modalmenurut kebijakan

akuntansi |

setemetempat|

ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan BangunanAa Taman/Taman Bermain
Milik Negeri

Unit

Pembangunsn/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan "#

5

Baru) atau Rehabiitasi/PeningkutanSumur Resapan (Sepanjang masuk

dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja
Modal menurut kebijakanakuntonsi setempat)

Kegiatan Ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumur Resapan Tika Kas Resapan Unit

|
| Altasi/Peringkatan Sumur

|

| Pk Unit

07

n!

"n



« “. .

Rekenin
3Tb Ic BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Catput Satuan Output27411

Pembangunan/Rehabifitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih —|Kegiaton ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Sumber Air Bersih Milik Negeri(Mata JUnit

|

Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampungan Air Negeri (Moto Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) (jika Air/Tandon PenampunganPirHujan/Sumur Bor, dil)” Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air BersihMilik Negeri (Mata Hujan/Sumur Bor, dilj
|

. .

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) (Sepanjang masuk
"

dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan
Gkuntansi setempat) pa |

:

IRehabilitasi/Peningkatan SumberAir —
|Unit

Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil)

21412 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Trigasif/Embung/Air SambunganAir Bersih ke Rumah Tangga (meter im)Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Sungai/Drainase/Air ” Limbah/Persampohan
—

(jika
—
Baru atau |tpipanisasi, OM

KAA
|.

.IRehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan. . IiigasifEmbung/Air :

Sungai/Dralnase/Air Limbah/Persampahan) (Sepanjang masuk dalam
kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi
setempat)

.

.

.
:

.1
Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan meter (m)
Air Bersih ke Rumah Tangga Ipipanisasi,
dj |

|

2
|
4 |13 1Pembangunan/Rehab!fitasi/Peningkatan Sanitasi Keglatan ini mencakup Penyedioan Pembangunan Sanitasi Permukiman Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, (meter (m)Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar (Gorong-garong, Selokan, Parit dil, diluar Pprasarano jalan (jika Boru) atau |Selokan, Parit, dll., diluar prasarana

Prasarana
jalan) Rehabilltasi/Peningkotan Sanitasi Permukiman (Gorong-gerong, Selokan, jalan)

aeuui 0
Parit, dil, diluar prasarana Jalan (Seponjang masuk dalam kategori
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi

|

setempat) .
.

.
.

.

Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
“—

Imeter (m)
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan,

. Parit, dll., diluar prasarana jalan)

214 114 (Pembangunan/Rehabilitas/PeningkatanFasilitas Jamban Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan fasilitas Jamban Fasilitas Jamban Umum/MCKumur:dil |unitUmum/MCK umum, dii "“ Umum/MCK umum, dil (jika Baru) atou Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
ag

Jamban Umum/MCK umum, dil (Sepanjang masuk dalam kategori
kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi

- setempat)
: |

Rehabilitas/Peningkatan Fasilltas |unitr
Jamban Umum/MCK umum, dili



Rekening.
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan - Uralan Output Satuan Output |

2 | 4 | 15 |Pembangunan/RehabilltasI/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan (Kegiatan Inf mencakup Penyedioan Pembangunan Fasiitos Pengaloican Fasilitas Pengelolaan Sampah: Unit:

Sampah
Negeri/Permukiman (Penampungan,Bank

Sampah, 1Sampah Nager/Permukiman (Pencmpungan, Bank Sempah, dil) fila Negeri/Permukiman (Penampungan,dil)" 0... “.. Boru) otaw Rehabilitasi/Peningkotan Fasilitas Pengelolaan Sampoh Ipank Sampah, dil)
Negeri/Permukiman (Penampungon, Bank Sampah, dil) (Sepanjongmasuk
dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurit

kebijakan— wader i '

Rehabllitasi/Peningkatan Fasilitas Unit
f

Pengelolaan Sampah.
Negeri/Permukirian (Penampungan, . |.

Bank Sampah, dil)
"

214li6
Pembangunan/Rehabllitas!/Peningkatan Sistem Pembuangan Kegiatan inimencakup Penyediaan PembangunanSistemPembuangan Alr Sistem.Pembuangan Alr Umbah meter (mj
Alr Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)" Limbah (Drainase, Air Ilmbah Rumah. Tangga) (jika- Baru) atau Itbrainase, Air Ilmbah Ruraah Tangga). Rehabiltasi/PeningkatanSistemPembuangan Alr Limbah (Drainose Alt)”. or

"7 |itmbah Rumah Tangga) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi |

sebagaiBelanja |Modal
menurut kehijakan akantanal setempat)

Rehabilitasi/Peningkatan Sistem meter (Im)

Pembuangan Alr Umbah (Drainase, Air
: Jimbah Rumah Tangga)

|

2
|
4 | 17 |Pembangunan/Rehabilltasi/Peningkatan Tarmman/Taman Kegiatan inimencakup Penyediaan Pembongunan Taman/Taman Bermoin |(Taman/Taman Bermain AnakMilik UnitBermain AnakMillk Negeri" Anak Milk Negeri Gika Baru) otay Rehabilitasi/Peningkatan Negeri.

Toman/Taman
Bermain Anak Milik Negeri (Sepanjang masuk dalam

kategori kapitalisasi sebagai BelonjaModal menurut kebijakanakuntonsi

. IRehabilitesi/Peningkatan Taman/Taman |Unit
-

Bermain Anak
Milik Negeri

"

215 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan.Hidup :
.

2 5 | 01 |Pengetolaan Hutan Milik Negeri Kegiaton ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan miik mes yang Terselanggaranya
Pengelolaan

Hutan Paket
menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Iminik Negeri."

(Penyediaan ATK, bibi, pupuk, Horiar —Tim/Petugas/tenaga
Ahli/Narasumber, operasional perkantoran atau Makan minum serta -.

(eaunje Modal yang diperantukkmn dalam pengelolaan
Pa -

Ketik

|

mpg



Rekening
. BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN - Penjelasan Kegiatan Uraiandutput Satuan Outputa C :

2 | 5 102 IPengelolaan Lingkungan Hidup egeri. .... Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup Negeri |Terselenggaranya Pmehijauan Negeri (Paket
. yang menjadi kewenangannya, Penyediaan yang dialokasikan dapat

berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugos, operasional
perkantoron atau Makan minum serta Belanja Modal yag diperuntukkan
dalam pengelolaan

'

Terselenggaranya Perreloiaan Paket

lingkungan Hidup Ngeri Laiar.ya

215 103 Pefatihan/Sosialisasi/Penyutuhan/Penyadaran tentang Kegiatan ini mencakup kegiatan Terselenggaranya Peatihan/ Kali.
Lingkungan

Hidup dan Kebutanan
:

Peratihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadarah tentang Lingkungan Hidup|Sosialisasi/Penyuluhm/penyadaran
dan Kehutanan. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan |tentang LingkunganBdup dan -

ATK, bibit, pupuk, Honor Tiim/Petugas/tenaga- Ahli/Narosumber, |kehutanan
km operasional perkantoran atau Makan minum -

2 | S |9o-|tain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan . Kegiatan Ini mencakup kegiatan. lain-lain sub bidang Kehutanan dan «Sebutkan ....». «Sebutkan
99 Ikidup" Lingkungan Hidup yang belum tercontum df atas, Penyediaan yang! Satuan sesuai

dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas . Honor kegiatan?
tim/Petugos/norasumber, operasional perkantoran, danMakan minum

26) (sub sidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

216 191 (Pembuatan Rambu-rambudi Jalan Negeri Kegiatan ini mencakup Belanja Modaf Peralatan Rambu/Patok Negeri Rambu Jalan Unit
(Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal
menurut kebijakan akuntansi setempat)

216 102 (Penyelenggaraan Informasi: Publik Negeri (Misal : Kegiatan Int mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri Poster/Baliho/Lainmgatas ke Unit
Pembuatan Poster/Baliho informasipenetapan/LPJ APBDes |(Misat: Pembuatan Poster/Boliha Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk |masyarakat InformasAPBDes, LPJ, danuntukWarga, dil) Warga, dil). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, |lainnya

bohon/ material, sewa peralatan, Honor tm/Petugas, operasional

Igerkantoran, dan Mokanminum

2.1 6 (03 (Pengelolaan dan Pembuatan jaringan/Instalasi Komunikasi Kegiatan- Inf mncakup keglatan Pengelolaan dan Pembuotan|Poster/Baliho/Lainnyzatas ke Unit
.- Idan Informasi Lokal Negeri —.. 0 Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Negeri. Penyedioan

yong dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa
peralatan, Honor tim/Petugas, aperasional perkantoran, Makan minum
atau Belanja Modal peralatan elektronika/studio/

Komputer
atau Belanja

Modal Jaringen/Instalasi

masyarakat
'nformasiiPBDes,

LPJ, dan
lainnya

CI

n.

Ark



aa Gg BIDANG,SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Output
2 | 6 |90-|lain-iain kegtatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan (kegiatan Ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perhubungan, |eSebutkan.....» “Sebutkan59 (informatika" - Komunikasi, dan Informatika yang belum tercantum. di atas, Penyediaan Satuan sesual

yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas , Honor keglatans
tim/Petugas/narasumber, operasional

perkantoran, dan Makan
minum

sesal: kebutuhan -
217 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

, . : :
2 1 7 | 01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat |Kegiotan Ini mencakup Penyedioon Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Pemeliharaan-Sarana-dan Prasarana Watt

Negeri
" “.

:
:

Energi Alternatif tingkat Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategari Energi Alternatif tingkat Negeri"

kapitalisasi sebagai Belanja
Modal

menurut kebijakan Gkuntansi ni.

2 1.7 | 02 IPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
1

Keglaton Ta mencakup pembangunan Serana dan “Prasarana Energi |Sarana dan Prasarana Energi Alternatif |Watt
Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri as Alternatif tingkat Negeri yang bary atau

Rehabiktasi/Peningkotan tingkat Negeri: :
. PAN an pengadaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri yang

|

.

telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori
kapirolisasi

sebagai
belanja—. Modal irenurut

akan akuntar
setern

i

z|

Kekabitasi Perirakatan Sarana dan Watt
Prasarana EnergiAlternatif tingkat
Negert

PrasaranaPari wIsata Milik Neger " Milik Negeri yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarona--dan
. Prasarana Partwisata Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang masuk

Aff.
dalam kategori kapitalisasi sebagai Belonja Modal menurut kebijakan

2
|

7 |90-|laindaln kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Kegiatan Inf mencakup kegiotan lain-lain sub bidang: Energi darr Sumber |«Sebutkan ....» «Sebutkan99 Mineral" Daya Mineral yang belum tercantum diotas. Semisal pembelian tanah Satuan sesuai:

untuk prasarana Energi dan Sumber DoyaMineral baru yang dalam tahun
kegiatan»berkenaan belum dibangun (sepanjangmemiliki sumber dariselainDD). t

2|8| (Sub Bidang Pariwisata . :

. :
2

|
8 01 (Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri (Kegiatan jai mencakup Penyediaan Pemiliharaan Sarana dan Presarang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana unit

Pariwisata Milik Negeri (Sepanjang tidak masuk dalam kategori Ipariwisata Milik Negeri
kerpitalsas! sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi ,

setempat). --

2 | & |oz iPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Kegiatan In! mencakup pembangunan Sarana dar' Prosarana Pariwisata Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik unit

Negeri

E

— lekuntonsi setempat)

N

1



Rekenin

|

Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintah daerah, dil) Skaia Lokal Negeri

dan Pelindungan Masyarokot (dengan mosyarakat/instons! pemerintah
daerah, dil), berupa rapat-rapot don koordinasi lainnya,

Pembiran Ketentraman, Ketertiban,
dan Pefdungan Masyarakat (dengan
masyariat/instansi pemerintah
daerahsi) Skala Lokal Negeri

5
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Stuan Output2 c :

|

|

Rehalttasi/Peningkatan Sarana dan” — Tue.
Prasarma Pariwisata Milik Negeri -

(21 8 03 IPengembangan Pariwisata Tingkat Negeri Kegiatan in! mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat |Terselmpparanya Pengembangan Palet .

Negeri. Misalnya pengadaanfoembelian tanah untuk prosarong Ipariwieta Tingkat Negeri
|

pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun
(sepanjang .f memiliki sumber dari selain OD)

2 tso- lain-tain kegiatan sub bidang pariwisata" Kegiutan . ini mencakup kegiatan Join-loin subbidang pariwisata yang | «Sebut ....» Cekytkan
san |

“1ag
Na

belum tercontum di atas.
|

Saimn sesuai
2 - keiotanp

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Negeri
-

I

sidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan ,

kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran

masyarakat /lembaga kemasyarakatan Negeri yang
mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup: .

3131| sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan | .
Pelindungan Masyarakat . . Kan

: -
3 | 1 |01 |Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri Kegiotan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan |Pos Kemanan Negeri Ust

|

(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan
jadwal

Negeri (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jedwat
.

.
ronda/patroli dll) ““ . ronda/patroli dil), 0

0. ag
"

|

Penyetapgaraan Pos Keaamanan Padat,

Negeri
-

3 | 1 02 /Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kegiatan Inf mencakup pelatihan tenaga keomanan/ketertiban dalam |Jumlahtaserta Pelatihan Tenaga Ozng:
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Negeri

(Satinmas
rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindunganmasyarakat, Keamaen/Ketertiban Pemerintah Ht

Negeri)
:

Negeri
: : .

3 | 1 03 |Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan. Kegiatan ini mencakup koordinas! Pembinoan Ketentraman, Ketertiban, |Terselewparanya Koordinasi Pat"Pt.

Ati
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3sebagaiWakil Negeri di tingkat
Kecarnatan dan

—

Ikabupaten/Kota-
Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dff. ngen Group Kesenlan dan

Mdayaan
sebagai Wakil Negeri di:

Kat
Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Rekening.
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan - Uralan ut

' Satuan Outputa C , . Outp "
3 | 1 |o4 (Pelatihan Keslapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri (Kegiatan in! mencakup pelatihan keslapsiagoan dan tanggap bencanaki Tan Peserta Pelatihan . lorang

. skala lokal Negeri, untuk masyarakat dan tenaga keamonan/ketertiban, Sesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala.di. : "

al Negeri
I

3 | 1 |95 (Penyediaan Pos Kesiapslagaan Bencana Skala Lokal Negeri” jKegioten Ini mencakup Pengedoan/Penyedioah Pos Kesi Keslapslagaan Bencana Skala Lokal juni:

. Ibencona skola Negeri berupa pembangunan pos, pelaksangan
:

.
. ronda/patrali dif (Pembangunan maupun pelaksanaan jiko dimun

dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pas
keamanan Negerisehingga tidak

(umpong
Undik

« dalam" pelaksandan).
. .

(3 | 1 106 (Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri darMasyarakat Diclokasikan guna membantu Gparatur Never

d

dan
masyarakat miski Ih Bantuan HukumUntuk Aparatur |Kall

Misklri dalam menghadapimasalah
hukum,

di.
tegeri danMasyarakat Miskin

.

. .
4. "

F| 1 107 fPelatihan/Penyuluhan/Soslalisasl kepada Masyarakat di Kegiatan Inf mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/Sosiallsasi ah Peserta
:

Orang
Bidang Hukum dan pelindungan Masyarakat kepadaMasyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, di. ihen/Penyuluhan/Sosalsast" : : "

" da Masyarakat di Bidang Hukum

Pelndungar
Masyarakat

3 | 1 |90-|lain“aln keglatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Kegiotan Inf mencakup kegiatan Tenan sub bidang pariwisata
ranajeshakan

. Sebutkan99 (Umum, dan Pelindungan Masyarakat" belum tercantum di atas, Satuan sesuai.
. 5

KP kegiatan»

312 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan P Tg
|

I

3 | 2 |01 'Pembinaan Group Kesenian dan
Kebudayaan Tingkat Negeri (Kegiatan In mencakup memberikan

pembinaan
Group Kesenian telenggaranya Pembinaan Group Paket

. .

Kebudayaan
tingkat Negeri. nlan dan Kebudayaan Tingkat

ri

3 | 2 |02 (Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Kegiatan ii mencakus mengirimkan kontingen terkait
sebagai lah Frekwensi Pengiriman jali

At



Rekening E

sec BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output: Satuan Output |

3) 2 03 (Penyelenggaraan festival Kesenian, dat/Kebudayaan,dan IKegiotan ini mencakup penyelenggaraan festivolfupacara terkait Iturntah Frekwensi Penyelenggaraan Kall
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar Kesenian,Adat/Kebudayaon, dan Keagamaan di Negeri, dil. Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
keagamaan, dil) tingkat Negeri

: : dan Keagamaan (perayaan hari
NN

kemerdekaan, hari besar keagamaan, .

Idi) tingkat Negeri

32/04 pemeliharaan Sarana dan

Gmn Kebudayaan/Rumah
Keglatan int mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Unit

Adat/KeagamaanMilik Negeri 0 Kebudayaori/Rumah Adat/Keagamaon Milik Negeri (Sepanjang tidak
|Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan

|

. masuk dalam kategori kapitalisasi sebagaiPenyediaan. Modal menurut Milik Negeri 2g
kelnjakan g

akuntansi
setempat)

. .

3121/0s
Pembangunan/Rehabititasi/Penlngkatan Sarana dan .

"

IKeglatan ini mencakup pengadaan/pembangunon amanaPan Prasarana Sarana dan Prasarana Unit

Prasarana
Kebudayaan/RumahAdat/Keagamaan Milik Negeri |Kebudayaon/Rumah. Adat/Keagamaan Milik Negeri yang. baru atau |Kebudayaan/Rumah

Adat/Keagamaan

|

"

Rehabilitasi/Peningkutan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah |Milik Negeri.Adat/Keagamaan Milik Negeri yang telah ada (Seponjangmasuk dalam
kategori kapitalisasi sebagoi Belanja Modal

menurut kebijakan
akuntansi

setempot)-
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan

— |Unit
Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Negeri

3 | 2 |9o- lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan” IKegiotan inf mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kebudayaan dan |xSebutkan ....» «Sebutkan
»9

. 2 Keagamoan yang belum tercantum di atas. Satuan sesuai .

kegiatan?

313 Sub Bidang Kepemudaan dan Otah Raga
|

313/01
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Ofah Raga sebagai Ikegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagoi wakil Jumtah Frewenst Pengiriman Kontingen (Kali
Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/koto, dit, Kepemudaan dan Olah Raga sebagai

| Kn
Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan

, Kabupaten/Kota

3 | 3
|
02 'Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Kegiatan inimencakup memberikan pelatihan

kepemudaan (Kepemudaan, |3umtah Peserta Pelatihan kepemudaan |Orang

Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, dil) tingkat Negeri Penyadaroan Wawasan Kebangsaan,

du), di (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan

Kebangsaan, dit) tingkat Negeri

Akh

HG



Fi

fi

Rekening.
BIDANG, SUB BID:ING, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan UralanGatput Satuan Outputc

.

3 O3 (Penyelenggaraan
Festival/Lomba

Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan Inf mencakup penyelenggaraan festivol/Xepemudaan dan (jumlah FrekwensiPewelenggaraan Kalitingkat Negeri Olahraga di tingkat Negeri, , dli. Festival/Lomba Keperudaan dan
Olahraga tingkat Neget

3 04 IPemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah |Kegloton ini mencokup Penyedioon Pemeliharaan
Sarana

dan Prasarang |Pemeliharaan Saranasan Prasarana UnitRaga MilikNegeri" - Kepemudaan dan Olah RagaMilik Negeri Kepemudaan dan
OkatRagaMilik

|

1

Negeri

3 OS (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
"

Kegiatan Ini mencokup pembangunan/pengadaon Sarana dan Prasarana Sarana dan
Praseranafepemudaan

dan |unit
Prasarana.Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri"" Kepemudaan. dan. Olah Raga Milik Negeri yang baru atou Olah Raga Milik Neges.

:
" : 1. Rehobilitesi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan din Olah

Rogo Milik Negeri yang telah ada (Sepanjang mosuk dalam kategori
kopitolisasi sebaga! Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi) -

setempat)
'

2.

'

:
Rehabilitasl/Peningkasn Sarana dan — Unit
Prasarana Kepernudeedan.Olah Raga

2
Milik Negeri

3 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga |Kegiatan Ini mencakup memberikan Pembingan Karang Taruno/Klub |Terselenggarariya Perdinaan Karang (Paket.

Kepemudaan/Klub Olah raga, dil Taruna/Klub Kepemadan/Klub Olah
|

raga Fa .
3 90-|iain-lain keglatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga" Kegiatan in! mencakup kegiatan laln-ain sub bidang Kepemudaan dan | «Sebutkan ....» Hi “Sebutkan5g

"

Olah Raga yang belur tercantum di atas. dil 1“.
|

Satuan sesuai

3 Sub Bidarig Kelembagaan Masyarakat Tn 0. .
.

3 01 /Pembinaari Lembaga Adat Kegiatan Ini mencakup memberikan Pembinoan Lembaga Adot atau |Terselenggaranya Pendinaan Lembaga |Paket
sebutan jain.

Adat an.

3 02 'Pernbinaan LKMD/LPM/LPMO Pi Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau TerselengggaranyaPeskinaan PaketKa.
: : "

sebutan lain .
LKMD/LPM/LPMD

|

3 (03 (Peribinaan PKK Kegiatan In!mencakup memberikan Pembinaan PKK, dil Terselenggaranya Perflesan PKK Paket 0.

Moh

n!

mig |hi

fatanz»



(darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat
Milik Negeri

LJ (J .

Rekening
BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Outputa c .

3 | 4 | 04 |Petatihan Fembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan Pemtingan untuk
Lembaga

Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan |Orang:

Kemasyarokotan, dit
Lembaga Kemasyarakatan po

3 | 4 190-|lain-lain keglatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat" Kegiatan Ini mencakup kegiatan lain-lain sud bidong Kelembagaan |
«Sebutkan ....2 «Sebutkan

—

Ig
Masyarakat

yang
belum

tercantum di atas. DI,“ |

Satuan sesuai
:

kegiatan»

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Negeri
—

-.
|

BidangPemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang
dan keglatan yang diarahkan untuk meningkatkan
pemahaman, kapasitas :snasyarakat Oalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat,
yang

mencakup:

411 Sub Bidang Kelautan dan perikanan
|411 |O1 (Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri Ikegiotan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaar Peralatan dan 'atau |Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan (Unit.

|

| . Bangunan karamba (darot/Iout) dan kolam perikatandorat rmilik Negeri (Kolam Perikanan Darat Milik Negeri
(Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan |

wo — .

Modalmenurut kebijakan akuntansi setempat)

41 |02 |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri IKegioton ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Felabuhan Perikanan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Unit
Sungai/Kecitl Milik Negeri (Sepanjang tidak masuki dalam kategori ISungai/Kecil Milik Negeri
kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan 'okuntansi

|

setempat)

4 | 1 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan IKaramba (darat/laut) Milik Negeri. ”—— fUnit
Perikanan Darat Milik Negeri" karamba (darot/laut) dan kolam perikanan darat mitikNegeri yang baru

atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/lautjZan. kalam perikanan -
darat milik Negeri yang teloh adar (Seponjong msuk dalam kategori |

kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut
kebijakan akuntansi

setempat)
.

.

|
'
IKolam Perikanan Darat Milik Negeri Unit

Rehabilitasi/Pentngkatan Karamba Unit

KA,



Bete BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan - Uraian Output Satuan Output
|

4
|

1 | 04 |(Pembangunan/Rehabliftas!/Peningkatan Pelabuhan Kegiatan Ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan (Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik (Unit
Perikanan Sungal/Kecli Milik Negeri" pelabuhan, perikanan sungai/fkeci! milik Negeri yang baru atau:

rehabilitas/peningkatan atas pelabuhan perikanan sungaifked! mitik!

Negeri yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kotegori kapitalisasi |

sebagai PenyediaanModalmenurutkebijakan akuntansi setempat) .
|

Rekabilitasi/Peningkatan Pelabuhan — (Unit-
Perikanan Sungal/Kedit Milik Negeri

4) 1 f05 (Bantuan Perikanan (Siit/pakan/dst) S Kegiatan ini
mencakup penyediaan barang dar Jasayang diserahkan pada Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst). (Paket

. : HN, masyarakat berupa penyedican bantuan Bibit/perlengkapan (Pakan) :

|
. .

4
|

1 |06 jPelatihan/Blrstek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk IKegiaran Ini mencakup pemberian Pelatihori dtau Bimbingan teknis atou (Jumlah Peserta —
:

OrangPerikanan Darat/Nelayan, "” -..

—

Itahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik |pelatihan/Birntek/Pengenalan Teknologi'
: .femum maupun nelayan. —.

Tepat Guna untuk Perikanan
—T :

Darat/Nelayan
:

4 P1 |9o-jlaindaln kegiatan'sub bidang kelautan dan perikanan" Kegiatan In! mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kelautan “dan |«sebutkam....» «Sebutkan ..
99 :

perikanan yang belum tercantumdi atas. Di "1. Satuan sesuol
ps Ii

kegiatan?

4|2| (Sub
nigang Pertanian dan Peternakan : P—

412
|
01 (Peningkatan Produksi Tanaraan Pangan (Alat Produksi dan (Kegiatan Inimencakup penyediaan barang dan jasayang diserahkan pada |Jumlah alat produksi dan pengolahan —

1Unit
pengolahan pertanian, penggilingan Padi/Jagung, dll masyarakat berupa penyediaan bantuan peraloton/Bibit/perlengkapan |pertanian yang diserahkan.

| . |toupeik untukbidang petanian.
N

14.1 2 102 Peningkatan Produksi Peternakan(Alat Produksi dan
- Kegiatan Inimencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada Ilumiah alat produksi dan pengolahan (Unit

pengolahan peternakan, kandang, dil) imasyarakot
—

berupa Penyediaan bantuan — peralatan/bahan peternakan yang diserahkan:

bangunan/Bibkk/perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan. Ta Pa
4

|
2 | 02 Penguatan Ketahanan Pangan Tinekat Negeri (Lumbung Kegiatan Ini mencakup pembangunan baru otau pengelolaan serta Lumbung Negeri Unit

Negeri, dli) pemeliharaan Lumbung Negeri sesual dengan Kewenangan Negeri. . :

Ha 2
(Pengelolaan dan Permeliharaan: Paket

Lumbung Neger!

W

n

g-

8|

gi

gi



Re
kening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN. -Penjelasan Kegiatan Uraian Output satuan Output3 Cc

:
. .

4 2 | 04 (Pemetiharan Saturan Irigasi Tersier/Sederhana Kegiatan “ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Penyediaan Pereliharan Saluran irigasi Unit
. Pemelihargan trigasi terster/sederhona (Sepanjang. tidak mosuk dalam |Teser/Sederhana

kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut
€ kebijakan

.

akuntansi setempat)
.

4ra2jos Belatihan/timtek/beneenalan
Tekonologi

Tepat Guna untuk. |Kegiotan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenatan TTG Jiunah Peserta Orang
Pertanian/Peternakan"“ bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atou Pelaihan/Bimtek/Pengenalan. ,

khusus pada
petani/peternok, Tekmologi Tepat Guna untuk

:
Perenian/Peternakan

4
| 2 |90-flaindain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan? (kegiatan Ini .nencakup kegiatan fain-lain sub

bidang kelauton dan |Seutkan ....» «Sebutkan -

: sol
:

(perikanan
yang belum tercantum diatas. 2 Satuan. sesuai

nana keglatan2

'al31 Isub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri f

413 01 |Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Kegiatan inimencakup peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri, Juneh Frekwensi Peningkatan Kalt
: . berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelotihan kapsitas Kepala Pemerintah Negeri

—.

413 02 (Peningkatan kapasitas perangkat Negeri:
N

Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Negeri, berupo lunh Peserta Peningkatan kapasitas Orang-0 Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelotihan peragkat Negeri
.

"413 |03 (Peningkatan kapasitas BPD Keglatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Ilunah Peserta Peningkatan kapasitas |Orang
. Perjalanan Dinos dan Kursus/pelatihan BPD”

f '
:

4 | 3 190-jlain-tain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur |Kegiatan ini mencakup kegiatan tain-lain sub bidang peningkatanlesetakan ....» «Sebutkan
99 Negeri kapasitas Aparatur Negeri yang belum tercantum di atas.

|

Satuan sesuai

kegiatan»

474 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak

dan Keluarga
4 |

4 |oz Jpelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan inimencakup
memberikan Petutihan/ Penyuluhan

Pemberdayaan |junita Frekwensi Kali
Perempuon di

Negeri Pelahan/Penyuluhan Pemberdayaan
—

Permpuan
N

414 102 |Petatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak Kegiatan Inf mencakup memberikan
Peloihany Penyuluhan tentang Junih Frekwensi Kali

:

Perlindungan Anak
di

Negeri, . Pelafian/Penyuluhan Perlindungan -

Anak .

IP1



Rekening. BIDANG, SUB BIDANG, dun KEGIATAN
Penjelasan Kaglatan Uraian Output Satuan Output

414 163 (pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang
Kegiatan Inf mencakup memberikan Pelatihan dan penguatan bagi Iumlah Frekwensi Pelatihan dan . KaliIdisabifitas) khususu

Penyandang disabilitas,
ai: Penguatan Penyandang Difabel:

ipenyandang disabilitas) |

4 | 4 (oo-llainalnkegiatan sub bidang
Pemberdayaan Perempuan

dan IKeglatan Ini mencakup kesiran lain-tain sub bidang Pemberdayaan Sebutkan...» «Sebutkan1 99 (Perlindungan Anak"
Perempuan

dan Perlindungan Anak yang belum tercantum di atas. Dif | Isgtuan sesuaf

kegiatan»
4151) : (Sub Bidangang Koperasi,Usaha

Mikro Kedi dan Menengah- UMKM)
.

0. NN anna .
& | 5 101 IPelatihan

Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/ UMKM Kantata Ini mencakup memberikan pelatind Manaemen Pengelolaan Timlah Peserta Pelatihan Manajemen (Orang. .
.

,

Koperasi/
KUD/UMKM, dil Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM :

4islog Pengembangan Sarana Prasarana Usaha
Mikro,Kecil dan

—

IKegigtan ini mencakup mengadakan dan mengembangkan TerselenggaranyaPengembangan PaketMenengah serta
Koperast

"

Isarana/prasarana Usaha Mikro, Kedii dan Menengah
serta Keperasi

yang (Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecif
dimiliki oleh Negeri, dil. On

dan Menengah serta Kaperasi
4 | 5 1-03 (Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Kegiatan Inf mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiiki (Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk |UnitEkonomi PeNegertan Nom-Pertanlan oleh Negeri untuk menunjang ekonomi perNegerian non-pertanian, (Pengembangan Ekonomi PeNegeriandialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarang

untukteknologi
tepat guna

Non-Pertanian

|

aN

#1 5 |90-|lain-lain keglatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecildan Kegiatan Infmencakup kegiatan lain-lain sub Widang Koperasi, Usaha Kecil «Sebutkan
um “Sebutkan. 99 IMenengah" .

danMenengah yang belum tercantum
di atas, afi « Isatuan sesuai

kegiatan

46 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modai
.

4
|
6 |O1

|
Pembentukan BUM Kegari

(Persiapan
dan Pembentukan Kegiotan ini mencakup rapat-rapat dan koordincsi pembentukan awal |(Perslapan dan Pembentukan Awai BUM |PaketAwal BUM Negeri) BUMNegeri, dil (Keterangan: Untuk penyertaan Modaf dimosukkan dalam

Negeri
. - .

—g— Pembiayaan).

4
|
6 |02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (Pelatihan yang

'
Kegiatan inimencakup pelatihan pengelolaan BUMNegeri, Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan |Orangdilaksanakan oleh Negeri) .

"

- IBUM Nageri (Pelatihan yang
dilaksanakan oleh Negeri)

"3tp

Rb



akn . aa "

F Lening BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uratan Outout Satuan Outpu.
4

|
& 190-jlain-tain kegiatan sub bidang Penanaman Modal" Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Penanaman Modal IcSebutkan ....» «Sebutkan99 yang belurt tercantum di otas, Satuan sesuai

kegiatan»

4|7| subsidang Perdagangan danPerindustrian
4
|
7 |011Pemeliharaan Pasar Negeri/Kios milik Negeri Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Pasar atou IPerneliharaan Pasar Negeri/Kiosmillk —IUnit

Kios Milik Negeri iSepanjang tidak masuk dalam kategori kapitolisasi
|Negeri:

sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempot)

4
|
7 02 IPembangunan/Rehabilltasi/Pentngkatan Pasar Negeri/Kios —IKegiatan ini mencakup PenyediaanModal Pembangunan Pasar atau Klos (Pasar Negeri. Unitmilik Negeri "“ Milik Negeri yahg baru atau Rehobilitasi/Peningkatan Pasar atou Klos .

Ha Milik Negeri yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kategori
kapitalisasi sebogai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi
setempat) . .

he. Klos milik Negeri Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Unit

Negeri/Kios
milik Negeri .

417 03
|Pengembangan Industri kecil'tevel Negeri Kegiatan in!mencakup pelatihan pengembangan industri kecil tevet Negeri |Terselenggaranya Pengembangan Paket

dan pengaroan sarana dan prasarana pendukung kawasan
industri

level (industri kecil level Negeri
— Negeri, .

417 104 Pembentukan/Fasilitas!/Pelatlhan/Pendampingan kelompok | Kegiatan ini mencakup Pembentukan,Fasilitasi,“Pelatihan, Pendampingan Terselenggaranya
—

Paket. usaha ekonomiproduktif- (pengrajin, pedagang, industri kelompok usaha ekonorni produktif seperti misal: pengrajin, pedagang, PembentukanjFasilitasi/pelatihan/Pendrumahtangga, dil) ““ industri rumoh tungga, dil). ampingan kelompok usaha ekonomi
| "

produktif (pengrajin, pedagang, Industri
rumah tangga, dil)

4 | 7-190-|tein-tatn kegiatan sub bidang Perdagangan dan Kegiatan Ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perdagangan dan IxSebutkan ....» «Sebutkan199 Iperindustrian” Perindustrian yang belum tercantum di atas. Satuan sesuai
|

kegiatan»

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN MENNegeriK Negeri

”

ok

Ah



- 2. “ ” . -

Rekening |
AI

Tn
,

. :

sTeTe BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uralan Output Satuan Oufyut
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Daruratdat
MenNegerik Negeri digunakan untuk kegiatan "

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menNegerik:

51 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5

|
1 |00 Penanggulangan Bencana Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam: Perbup 'humlah Kejadian Penanggulangan Kali!

. Pengelotaan Keuangan
Negeri Bencana

.
" -s)|2 Sub Bidang Keadaan Darurat . Ng 0.5

| 2 |90 Keadaan Darurat
Kriteria Penanggulangan Bencana

Dikleskan
lebih

tau «
datam Peran

Jumlah Kejadian Keadaan Darurat” Kali.: my, : Pengefolaan Keuangan
1Negeri

« . pa. .
. .5/3 Sub Bidang Keadaan MenNegerik.

I |
, —

5
|

3
|
0 (Keadaan MenNegerik Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan labih lanjut

dalam
Perbup

|lumlah KeladIan Keadaan MenNogstik (Kailpo. Pengelolaan Keuangan Negeri " | 0 —- :

bh



Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentangAPB NegeriB.

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NEGERI NaTENTANG ANGGAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

. DASAR PEMIKIRAN” NN : 0
1. Anggaran Pendapatan danBelanja Negeri (APB Negeri) sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Negeri yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Negeri. :

:

|

2. APB Negeri disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Negeri yangberdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran. . 0 .

:

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Negeri tentangAPB Negeri harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeriperlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Negeri sebagai acuan Bupatimelakukan evaluasi Rancangan. Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan
Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

A.

. MAKSUD DAN TUJUAN '

Maksud dan tujuan -pandiian.ihi, yaitu:1, Menag
.

.

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsij, kepatuhan,keselarasan, keseimbangan dan. kejelasan pengelolaan keuangan Negeri dalammembiayai Pembangunan Negeri berdasarkan kewenangan Negeri yangmengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan. . . Pa :

2. Tujuan Umum -
:

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atauCamat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeriatau Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

B.
3

SASARAN EVALUASI. .

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
|

:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan RancanganPeraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

| |2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk. memberikan
penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan: substansi dan materi
Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan
Negeri tentang Perubahan APB Negeri. : |

n

m7

. RUANG LINGKUP EVALUASI KN
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: :

|

1. Aspek administrasi yangmeliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Negeri
tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB
Negeri, ta DA :

|

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Negeri dimaksud, |

D.

1

Atpu



3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Negeri dan RKP Negeri, dan 25 Ta

4. Aspek substansi “anggaran dalam struktur APB Negeri yang meliputi
pendapatan, belanja dan

pembiayaan.
.

Pp“3M

E. EVALUASI |
1. Persiapan Evaluasi NN

BNN,
.a. “Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

evaluasi, yaitu: INN BA : 0'1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan evaluasi
Rancangan. Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan- Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri kepada camat.
Pelaksanaan evaluasi APB Negeri didelegasikan kepada Camat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dengan dilampiri PedomanPelaksanaan EvaluasiAPB Negeri.

2) Tim Evaluasi APB Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:a. Ketua...: Camat -
|b. Sekretaris : Sekretaris Camat pa

R. Ia
C. Anggota : 1. Kasi Ekbang/PMD

:

2. Kasi Pemerintahan
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. KepalaUPT Terkait

3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yangmemeiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untukmelakukan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri.dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.
4) Tim Evaluasi APB Negeri dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan

perundang-undangan yang beriaku. |

5) Segala. biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan

P

Cc

tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten. '

b. Dokumen Evaluasi : .
1) DokumenUtama rm.

1. Rancangan Peraturan Negeri tentang .APB Negeri yang. telah
disepakati bersama BPN: dan/atau

| 0 0.“2. Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri yang
telah tlisepakati bersama BPN.

2) .Dokumen Penunjang (alat verifikasi)|

a)Disampaikanoleh Negeri .
:

|
0.

1lKeputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan' PeriyepakatanRancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri (untuk evaluasi
Rancangan Perneg tentang APB Negeri), berita acara hasilmusyawarah, ata 0. “00

2.

Keputusan Musyawarah BPN Fembahasari dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri(untuk evaluasi Rancangan Perneg tentang Perubahan APBNegeri): :

:

. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Negeri (RPJM Negeri). -

. Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri) tahun berkenaan.Peraturan Negeri tentang Penetapan Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri. :

Dokumen yang relevan (misal, Perneg tentang pernbentukan dana
cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNegeri, hasil analisa
kelayakan penyertaanmodal BUMDes, dll)

b? 3
a

Ata

»
Ja
w



b) Disiapkan
oleh Tim

a

Evaluasi
. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri
. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usal dan lokai berskalaNegeri

'
i

. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Negeri

. Peraturan Bupati tentang Dana Negeri
. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Negeri
. Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten
. Peraturan

Daerah tentang Anggaran
Pendapatan BelanjaDaerah

1
2.

3.
4.

15.
6.
7.

2. Pelaksanaan fvaluasi : :

“— Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hai sebagai
berikut:

. 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi:
'b) Kepatuhan atas penyajian

informasidalam Rancangan peraturan yang“ akan dievaluasi:
RK Konsistenai penggunaan dalaimsn danInformasi dalain Renernganperaturan yang akan dievaluasi:
d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan. teknis— penyusunan peraturan Negeri:

2) Langkah-langkah evaluasi:
a) Langkah 1 :Pengumpulan dokumen evaluasi,
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan

lampiran
semua

dokumen,c) Langkah 3 :: Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen,

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen

2

dengan ketentuan
yang berlaku tentang batas waktu penyampaian

dokumen,
e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Negeriuntuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali.setelah dokumen diterima secara lengkap.

—b. Evaluasi kebijakandan struktur APB Negeri/perubahan APB Negeri.

Langkah-langkahevaluasitertuang
dalam lembar kerja,

terlampir.
3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang
APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan AFB Negeri,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi

yang dituangkan dalam
'. Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan
Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri sebagai umpan balik kepada
pemerintah Negeri untuk. melakukan penyempurnaan atau' persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan
Peraturan Negeri tentang Perubahan ABNegeri. Laporan hasil evaluasi (LHE)
“tersebut secara garis besarmenyajikan informasi mengenai: NN

(a) evaluasi atas sistem APB Negeri atau Perubahan APB Negeri, dan
(b) evaluasi atas substansi APB Negeri atau Perubahan APB Negeri.

Atep



'Laporari hasil evaluasi Rancanyan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau
Rancangan Peraturan Negeri tentang: perubahan APB Negeri didistribusikan
kepada:
'a. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat
dan Pemerintahan Negeri atau

. sebutan lainnya, dan
b. Inspektorat Daerah Kabupaten.



Lembar Evaluasi APB Negeri
Kabupaten
Kecamatan
Negeri:

No Aspek/Komponen Periksa
PeresuaianA Alat Verifikasi

'

Keterangan.
| 2 ,

|

1 Aspek Administrasi dan Legalitas ,

l.1. |Apakah semua
dokumen evaluasi telah diterima. dari |

0.0 INegerisecara lengkap . L.. | an : . 5 Tea1.2 .

| Apakah pengajuan Rancangan Perneg tentang ABB Negeri Keputusan hasil Musyawarah| Berdasarkan
aturan, 3 ma 2|atau Rancangan Perneg tentang

Perubaham APB Negeri BPD ...Pembahasan dan | setelah
disepaka APBdilakukan

tepat
waktu . IPenyepakatan Perneg tentang Perneg tentang tentangApB Negeri/Perubahan APB| Negeri/Perneg B Negeri

— | Negeri (lihat tanggal keputusan)
Perubahan

' APberadaKeputusan hasil Musyawarah arus diaju
|I P Ka y

Bupati atau camat untuk
dievaluasi

|

1.3 TakaBPD telah menyepakati Rancangan Perneg tentang BPD : Pembahasan dan Berdasarkan

: Negeri

APB Negeri/ Rancangan Perneg tentang Perubaham APB Penyepakatan Perneg tentang
APB Negeri/Perubahan APB

Permendagri "
mengenai BPD -

Negeri
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: 0.

12 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri :
2.1 Umum

|

2.1.1 j

Apakah Rancangan Perneg tentang APBDes /Perubahan| RKP Negeri atau RKP
APB Negeri disusun berdasarkan RKPNegeri/RKPNegerd Perubahan tahun berkenaanPerubahan tahun berkenaan 2g

2.1.2

38
u

n

Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai
denganperaturan Perundang-undangan

Mk



karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan

geografis
(Standar

Harga)

2.2 Pendapatan
2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis
2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Negeri yang bersumber d Perneg terkait PA Negeri (misal

Pendapatan Asli Negeri rasional dan realistis, sen Perneg tentang Pungutan, dil)
didapatkan secara legal dan

telah
diatur dalam Peraturan | '

Ne
2.2.3 AA estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari

Dana Transfer rasional
dan

realistis
2.3 | Helanja .

:2:8.1 |Apakah penempatan pos Belanja” telah sesuai
T dengan3 peraturan Perundang-undangan —.. Ph :2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Negeri telah. sesuai“acagan Perbup tentang Daftar

KewenanganNegeri Ka Inventaris Kewenangan Negeri
2.3.3 | Apakah ada prograin /kesiatan yang dilakukan lebih

dari—

11 (satu) tahun anggaran (multiyears)
2.3.4 | Apakah belanja Negeri yang ditetapkan dalam APB Negeri

|

paling banyak 3046 dipergunakan untuk:
1. siltap dan tunjangan Kades.dan perangkat.

| 2. opetasional pemerintahan Negeri:
3. tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga “12.3.5 |Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Peraturan Bupati tentang ADD' |Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sesuai yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam PeraturanBupati Siltap Kepala Negeri .dan

| ..
Perangkat Negeri

:

2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untukCAngeeta BPD, Peraturan Bupati tentang ADD
.serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan Atau Perbup tentang Penetapandalam peraturan Bupati | Siltap Kepala , Negeri dan

Perangkat Negeri2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis Standar Harga yang ditetapkan
Kabupaten/Kota

'

"5.

th

nj

nr

t



kegiatan Bursa Inovasi Desa tanggal 1 November 2018. “Inovasi Desa Tanggal 1

24 |

Pembiayaan P
24.1 |

Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan |:

.
20... Iperaturan Perundan-undangan
24.2 |Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk

—

1 pembentukan Dana Cadangan NN
2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan Peraturan Negeri tentang Dana

dengan Peraturan Negeri Cadangan244 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk |

penyertaan modal pada BUMDes
24.5 |

Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai
- Peraturan Negeri tentang

dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan : Pembentukan - BUMDes dan
|

melalaui Peraturan Negeri dan memenuhi nilai kelayakan ? hasil analisa kelayakan usaha
usaha t: |

2.4.6 |Pada evaluasi Perubahan APB Negeri, pada pos —
|

penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran
|

j

AL.
| sebelumnya

:

2.47 | Pada evaluasi Perubahan APB Negeri, apakah SIIPA | jg.tahun sebelumnya telah
digunakan

seluruhnya . 5
2.5 |Khusus .. 8 Nan

2.5.1 -| Belanja yang bersumber.Tea ADD sudah sesuai dengan ran 'Peraturan Bupati ' tentang |

ketentuan penggunaan ADD Rn Pedoman ADD
| wo

2.5.2 | Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan 4 Peraturan Bupati. tentang | Arabila digunakan di luar
ketentuan penggunaan DD Ea Pedoman DD proritas penggunaan DD '

G
|

Ng hzus ada - permohonan
| tesulis dari Kepala
£ | Penerintah Negeri Kepada
#5 Cenat untuk diberikan

.. Ta an |
oa Retomendasi Persetujuan

2.5.3..| Penganggaran Kembali Dukungan Dana. Untuk Kegiatan B3 "Daftar Rekapan Kegiatan
| - 2

PAMSIMAS yang belum selesai pada TA 2017 dan 2018. Ht. PAMSIMAS
2.54 | Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat 8. ' Daftar Rekapan Menu Bursa |

n

Kabah

.!
November 2018



-

it

2.5.5 Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunansesuai dengan Program Padat Karya Tunai
(Memaksimalkan sumber daya lokal untuk bahan
baku/material pembangunan dan penggunaan tenaga
kerja dari dalam Negeri minimal 30 4 dari biaya |:

pembangunan per kegiatan digunakan untuk membayarupah tenaga kerja serta pelaksanaan
. kegiatandilaksanakan secara swakelola)

2.5.6 Kegiatan yang dianggarkan dari sumber Dana. Desa
ditujukan untuk mesejahterahkar masyarakat Desa,Peningkatan Kualitas '

Hidup”. Manusia” dani
Penanggulangan Kemiskinan.

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri:

Hp

Ketua Tim Evaluasi Kecamatan
Camat

Pangkat/Gol
NIP

£

.
“Evaluasi dilakukan tanggal |

|

SekretarisTim Evaluasi Kecamatan

20...

-

Pangkat/Gol

2n

n



Anggota Tim Evaluasi Kecamatan Anggota Tim #valuasi Kecamatan

Pangkat/Gol |

—"

Pangkat/Gol
NIP

|

“NIP
Anggota Tim Evaluasi Kecamatan Anggota Tim Evalrasi Kecamatan

Pangkat/Gol
| Pe Parekat/Gol

NIP aa KN |

-. NIP

heh



Cc. Format Rancangan Peraturan Negeri tentangAPBNegeri dan APB Negeri
C.1, Format Rancangan Peraturan Negeri tentangAPB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama
Negeri)KABUPATEN MALUKU TENGAH .

PERATURAN NEGERI... Nama Negeri)
. NOMOR.” TAHUN

TENTANG
- ANGGARAN PENDAPATANDAN.BELANJA NEGERITAHUN AN

GGARAN ..N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHAESA

KEPALAPEMERINTAH NEGERI,
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebapat .

. wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarriya
kemakmuran masyarakat Negeri:b. bahwa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran termuat dalam Peraturan Negeri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran. yahgdisusun sesuai dengan kebutuhan.penyelenggaraan
pemerintahan Negeri berdasarkan prinsip kebersamaan, -:

efesiensi, 4, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandifian sehirigga landasan kuat dalan '

melaksanskan pemerintahan dan. pembangunan menujumasyarakatyang adil, makmur, dan sejahtera:
“0. C.' bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagaimana dimaksud

ANN dalam kuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan.
Negeti tentang

Anggaran.
Pendapatan dan

Belanja
Negeri

“

Tahun Anggaran ...
n

Mengingat 21. Undang:“Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

2. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:

3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PemerintahanDaerah:

tentang Desa:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahin 2014 tentang Dana

Desa YangBersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja
Negara: 1

7. .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun

2014
tentang Pedoman TeknisPeraturand Desa: .

- 5. - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
| Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014

h

Ah



Menetapkan

8. .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,

9. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018
tentangPengelolaan Keuangan Desa,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
Tahun Anggaran :

“11. Peraturan Bupati MalukuTengahNomor Tahun .. .. tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

1 Belanja Daerah Tahun
Anggaran :

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun
. tentang Pedoman Pengelolaan:Keuangan Negeri,

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah

|
Kabupaten Maluku Tengah,

14........ dan
seterusnya:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN

NEGERI ..../(Nama Negeri)
dan.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
—. (Nama Negeri)

'MEMUTUSKAN:
: PERATURAN NEGERI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DANBELANJA NEGERI.......TAHUN
ANGGARAN

..
.Pasal 1

.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
A

dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Negeri | Rp
2. Belanja Negeri Rp

Surptus/Defisit Rp
3. Pembiayaan Negeri | Rp:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp
b.. Pengeluaran PembiayaanRp

Selsisih Pembiayaan (a-b) Rp

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran.

'

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini:

Pasal3 0.
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal
2
memuat:.. APB Negeri:'

daftar penyertaan modal, jika tersedia:
daftar dana cadangan, jika tersedia: dan

a.
b.

daftar kegiatan yang belum
dilaksanakan

di tahun anggaransebeluunnya, jika ada.
4.

Aa



:

IN ,
Pasal 4

Kepala “Pemerintah Negeri -menctapkan Peraturan
KepalaPemrintah Negeri tentang Penjabaran Pendapatan dan
BelanjaNegeri sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Negeri.

Pasal5:
PN Da

WE »
NIA Lantas , 4 Smgo tanra ga . Pan TAN ya nbaapi 3 dn Bai W Pki eatr

Pemerintah Nekeri dapat Sikakagraki penaPA 'penanggulangan bencana, keadaan
.(2)

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
menggunakan anggiran jenis belanja tidak terdugii.

(3) Pemerintah Negeri” dapat melakukan kegiatanpenanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesakyang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam "rancangan. “Peraturan Negeri tentang
perubahian APBNegeri."

(4)
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -

memenuhi kriteria: .

a. bukan merupakan . kegiatan normal dari aktivitas .

pemerintah Negeri dan tidak dapat diprediksi sebelumnya: .b. tidak diharapkan terjadi secara berulang:
C.. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Negeri:d.memiliki dampak yang siginifikan terhadap anggaran| dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian. yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial: dan
e: . berskala lokal Negeri.

kE T8n

Ba

Pasal6.
Dalam hal terjadi: 1 0 TN '

a.. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

1

7 Negeri pada tahun berjalan:
b.. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseranantar objek belanja: dari Ta
C. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjan.
Kepala Pemerintah Negeri dapat mendahului perubahan APBNegeri 'dengai melakukan perubahan Peraturan KepalaPemerintah Negeri tentang Penjabaran " APB Negeri dan
memberitahukannya kepada BPN /Saniri Negeri.

Pasal 7 Ha
Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan
kepada Negeri setelah Peraturan Negeri tentang Perubahan APB -:

Negeri ditetapkan, Kepala' Pemerintah Negeri dapat melakukan
Perubahan APB Negeri kembali yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan diberitahukan kepada BPN dan
selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui
'surat -pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala' Pemerintah
Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

Alia



Ka . Pasai 8.
Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang .dapat
|

mengetahui, . memerintahkan
pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri

(Nama Negeri).
|

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
.(Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

“Diundangkan di...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan. |

- NAMA

.LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

Ata



C.2. Format APB Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN NEGERI | ' 5
.NOMOR TAHUN.
TENTANG! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

"

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI :

|
PEMERINTAH NEGERI

. TAHUN ANGGARAN

Contoh: “ :
. SUMBER

KODE REKENING O-URAIAN.
ANGGARAN DANA

- p.
1 2 Dea .3 4 5

b
PENDAPATAN
PA Negeri:Transfer

S
ja
la l

a
lo

pa

3 Pendapatan lain-lain
JUMLAH

PENDAPATAN
|

5 BELANJA
1

Penyelenggaraan:Pemerintahan NegeriLii Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
| Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negeri111 |o1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganKepala Pemerintah Negeri

1 1 |ol ST 1 (Belanja Pegawai113 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi,«
Ka D Statistik dan Kearsipan

1/13 |o1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

(Surat Pengantar/Pelayanan
KTP, Kartu Keluarga,

3 01 5/2
Belanja Barang dan Jana —
Palianaan Pembangunan HeePendidikan

K3
Ta
s
la
g

Ji—

1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Negeri/SanggarBelajar

1

2

£

Adi



Kepala Pemerintah Negeri,

Keterangan Cara Pengisian
Kolom 1 :

Kolom 2 :
«

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang
Kegiatan:a. bidang: .

b. sub bidang:dan
c. kegiatan |

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dariPendapatan, Belanja
dan Pembiayaan:

-
Bagian

pendapatan diisi:
a.'pendapatan: dan
b. kelompokpendapatan.

Apa

05 BelanjaModal
Pembinaan Kemasyarakatan Negeri
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masayarakat

01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Kemaanan
Desaf(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaanjadwal rondapatroli dll). . .

O1| Belanja Barang dan Jasa
/Pemberdayaan Masyarakat Negeri

naa
Sub BidengKelantandun Perikan(Yerdeliharaan karanbu kolui

perikanandarat
Bd lidi

milik Negeri

SETAN KAN

01 Belanja
Barang d

dan Jeasa

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat daa

Mendesak.

Penanggulangan Bencana .
Belanja Tak Terduga -
Keadaan Darurat
Belanja-Tak Terduga
Keadaan Mendesak

ar
la
n

Te
n
ka

Te
n
ln

&
lw

lw
Io

li—
Il

—

Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

IPEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

2

4
dst

5

6 1

6



- Bagian Belanja.diisi:
a. Belanja: dan NN an

(0). jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan):
“- Bagian Pembiayaan diisi:

a Pembiayaan:
TT b. Kelompok pembiayaan:
'Kolom 3: diisi uraian Pendapatan, BelanjadanPembiayaan

'

(ndmenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Perbup ini)
|

Kolom4: . diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
'

. Kolom 5: diisi Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan
dalam Kegiatan (kolom I.c) terkait

d

pA Ign

g
nnn

pda



D.1. Format Rancangan Peraturan Kepala Pemeritah N

D. Format Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran
APB

Negeri dan Format Penjabaran APB Negeri

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
|

egeri tentang Penjabaran

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri
— KABUPATEN MALUKU TENGAH

| PERATURAN KEPALA PEMERINTAH
... NEGERI... (Nama Negeri)

. NOMOR TAHUN ........

TENGAH

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|

“KEPALA PEMERINTAH NEGERI

N-

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan NegeriNomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegeri Tahun Anggaran . ., maka pertu menyusun PeraturanKepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Negeri ..... (Nama Negeri) Tahun
Anggaran : |

1. Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
'

Keuangan “Antara Pemerintah. Pusat dan PemerintahanDaerah: — an : :

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan: .

:

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
. Daerah, Ta Tg :5. Peraturan Pemerintah Nomor 43. Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, 2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara:

' | 1
| 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11i Tahun 2014.

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tatan 2014
| tentang Pedoman Pembangunan Desa: -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,10. Peraturan Daerah. Kabupaten Maluku Tengah Nomor

' Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran : . .

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 2. Tahun ....'
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja— Daerah Tahun Anggaran . :

'

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri,Hok

Ke



13. Peraturan Bupati Maluku“Tengah Nomor .. Tahun .. tentang
PedomanPengadaanBarang dan Jasa di Negeri dalam wilayah

.

Kabupaten
Maluku Tengah: :

0. .

14. dan:seterusnya,

3

TaK

.

MEMUTUSKAN:
M

| PURATUNAN RELA PEMWUN YAN NOMER “MINANG
PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

- TAHUN ANGGARAN ..
Mengtupkan F

T
' Pas 1”. :

Perjjabaran Anggaran 'Peridapatan dan
Belanja

Negeri Tahun
Anggaran.... terdiri dari:
1. Pendapatan Negeri

a. Pendapatan Asli Negerib. Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatari

"

23

. 2.. Belanja Negeri .

|

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang PembinaanKemasyarakatan
d. Bidang PemberdayaanMasyarakat.e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
Dan MendesakNegeri.

'

Surplus/Pensil
|

3. pembiayaan Negeri
-

&. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaantab)

| “Rp
5

n22
33

Jumlah Belanja

.

Pasal 2
|

|

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja
Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran.yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Pemerintah Negeri i
ini.ai

Pasal 3”
. Pelaksanaan Penjabaran: Anggaran Pendapatan Belanja Negeri
yang “ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut .

| dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusuri oleh
KepalaUrusan dan

Kepala
Seksi

pelaksana
kegiatan anggaran.

1and

Pasal4
- Peraturan: Kepala Pemerintah Negeri ini mulai

berlaku pada

Yenggal diundangkan.
:

W G

At



Agar setiap “orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negeri (Nama Negeri)

Diundangkan di ...
pada tanggal...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan
|

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN .

atik

'

Ditetapkan di
- pada tanggal

|

“KapALA POMEBINAH NBOpa
.(Nama Negeri)

|

tanda tangan

NAMA

.. NOMOR ...



D.2. Format PenjabaranAnggaran Pendrpatgn
dan Belanja Negeri

Ta 0. | LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI
" |

Ka £. NOMOR. TAHUN |
' |

TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN

Contoh
KELUARAN/OUTPUT SUMBERKODE REKENING H2 URAIAN .. Forome (SATUAN JANCGARAN

| “pina
—1 2 — 3 , 4 5 "6 7al bic c|d . Nang .

ATAN
(PANegeri .

1 Hasil usaha
1... kObyek Pendapatan»

"

.
1.

Transfer "

dapatan lain-lain

PA
Aa
Ja

3
JA

da
po

&
Ja
lw
a

lt

1 IPenerimaan dari Hasil Kerjasama”-
L

'

Antar Negeri| » kObyek Pendapatan»
dst...

JUMLAH PENDAPATAN

" 5 ELANJA .

1

Penyelenggaraan
Pemerintahan

111 yelenggaraan Belanja .

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Negeri1r 1 o1 .
Penyediaan Penghasilan Tetap dan

jangan Kepala
Pemerintah

:

Negeri
1) 1 o1 S1 (Belanja Pegawai
1 1 lo1| sl1/ 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan

Pemerintah Negeri
.

1 loi| sf1) 1)... kRincianObyek Belanja” —
" ladministrasi Kependudukan, :

catatan Sip,Statistik dan

Meh —

b

431i

Yur

h.



Kepata Pemerintah
. Negeri,

Keterangan Cara Pengisian: -

Kolom 1 disi berdasarkan
klasifikasi Bidang Kegiatan:a. bidang,

b. sub bidang: dan
—

€. kegiatan
Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja danPembiayaan: .

Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga,dl)
Belanja Bareng dan Jasa
Belanja Jasa Honorarium
«Rincian Obyek Belanja»
Pelaksanaan Pembangunan

Tendidikan..
katan Sarana Prasarana
erpustakaan/Taman Bacaan

iNegeri/Sanggar Belajar

Pumbpangunan/mehabiljtasifronin.

05 Belanja Modal :
05 BelanjaModal Gedung dan

. KRincianObyek Belanja»

ai
-iv
iw

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak
Penanggulangan Bencana '

00 Penanpgulangan Bencana
00

lu

Belanja Tak Terduga00 ks) Belanja Tak Terduga.00 00 00 (Belanja Tak Terduga

YUMLAH BELANJA
ISURPLUS /(DEFISIT)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya

1 ISiLPA Tahun Sebelumnya
Pengetuaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan

Aa
ja
la
ja
la
jo
ja

N
O
N
TO

N
La
ng

Ka
sa
l
La
nd

»

1 Pembentukan Dana Cadangan ”
dst

SELISIH PEMBIAYAAN

01

01
01

Nese

5
3

Os

t

Akh



Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6
Kolom 7

- Bagian pendapatan diisi: .

a. Pendapatan: NN,
b. kelompok pendapatan: aa

c. jenis pendapatan,dan. .
d. obyek

pendapatan.
|

- "Bagian Belanja diisi:
0.

a. belanja,
' 25

b. jenis belanja (disesuaikan dengan
j
jenis kegiatan):

|

.c. obyek belanja: dan:
d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pernbiayaan,
b. kelompokpembiayaan: danc. jeriis pembiayaan

Uraian Pendapatan, Belanja dan Perhbiayaan (Lihat Lampiran A Perbup ini)
Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume fjumlah)input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit).

n.

input-pada rincian obyek belanja
Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yangditetapkan
Sumber Danadiisidengan Sumber

Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom 1.c) terkait

.



E. Format Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri dan Format -

Perubahan APB Negeri
E.1. Format Peraturan Negeri tentang Perubahan APBNegeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

| PERATURAN NEGERI..: (Nama Negeri)
NOMOR, TAHUN aan

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN ....

-. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat 21.

' KEPALA PEMERINTAH NEGERI
kehwa sehubungan torjadi perkoiribangan yang udak sesual
dengan rencana anggaran yang telah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeridilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab uniuk
sebesar-besarnya kemakmuran masayarakat Negeri,. (bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahunb.
Anggaran termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran yang

. disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Negeri perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya: :.

'

bahwa berdasarkan- pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri.
tentang Laporan Pertarggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....

f1

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirabangan
Keuangan Antara ' Pemerintah Pusat dan Pemerintahan|

Daerah: |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perandang-undangan:

|

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah:

|

|

|

an
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang

2.

3.
4.

5.
. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor € Tahun 2014
tentang Desa:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara: i

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 20 14
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:

|

6.

7.

Tn2



Menetapkan

8.

9,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 .

tentang Pedoman Pembangunan Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:
tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

TahunAnggeran aa...5.
11. Peraturan Bupati.Matuku Tengah Nomor Tahun.

tentang Penjabaran.. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dearah Tahun A

12, turan Bupati PN:Na “engah Nomor “Tahun anna
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri,

A

13. PeraturanBupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun.... tentang

14...
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah

'
Kabupaten Maluku Tengah:
ve.

dan seterusnya,
ag

ESdnn

n

Dengan Kesepakatan Bersama!
“BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri). dan

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)
:

MEMUTUSKAN:
—

PERATURAN NEGERI TENTANG PERUBAHAN .ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI TAHUN ANGGARAN
..

P
N

Anggaran Pendapatan lu Polanja Noperi Tahun Anggaran semula
berjumlah Rp. . ( |, bertambah/berkurangsejumlah Rp. - 0 :

) sehingga menjadi Rp.

Pasal 1

3

| ) dengan rincian
sebagai berikut:2. Pendapatan Negeri

a. semula .
Ta Rpb. bertambah/ (berkurang) “5: “Rp

Jumlah pendapatan setelah perubahan.
'”

Rp

. Belanja Negeri
a, sernula

|

Rpb. bertambah/(berkurang) . Rp :
Jumlah belanja setelah perubahan Rp
Surplus/(Defisit) setelah perubahan “Rp

, Pembiayaan Negeri
3.1. Penerimaan Pembiayaan

'

a. Semula. . i Rp
b. Bertambah/ (berkurang) Rp
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula : Rp
b. Bertambah/ (berkurang) - Rp

2.

3.

Selisih
h Pembiayaan setelah

perubahan
a-b)RpP

Pasal2 "
Uraian lebihlanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiranyangmerupakan bagian tak terpisahkan

dari Peraturan
Ngertiini.

mek



Pasal 3
Kepala Pemerintah Negerimenetapkan Peraturan Kepala Pemerintah
Negeri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBNegeri.

| | |

|

“Pasal4
' Peraturan Negeri inimulaiberlaku pada tanggal diundangkan.1

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri... (nama Negeri).1

Ditetapkan di ..:..:
pada tanggai

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
(Nama Negeri)

|

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tandatangan
'

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...NT

KA

2



-

E.2, Format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
| |

LAMPIRAN : PERATURAN NEGERI
NOMOR aaaana TAHUN ..... .

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENISPATAN
DAN BELANJA NEGERI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN

Contoh: . ana PN
|

:1
ag

|

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/ |-

KOPEREKENING | UR. -

| Ancoaranmp
|

Urea | anogaRan moj | merwurangy |
SUMERDANA

TN 2
| 3 CARE anna EN 6 7. —ee aja —. |

:
|

|

" ——

Z, 2
Kepala Pemerintah Eeeri,

Cara pengisian: 0.

Kolom1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : dilai dengan anggaran sebelum perubahan

—

Kolom5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahanKolom6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubahKolom8 : diisidghgan sumber dana

At

h:

1

2
3

5
nd

ha.

p
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F. Format Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentan.Penjabaran
:n

Perubahan APB Negeri.
F.1. Format Peraturan Kepala PemerintahNegeri tentanPenjabaranPerubahan APB

Negeri.

: Menimbang

Mengingat

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)
KABUPATEN (Nama Kabupaten )

PERATURAN KEPALA PEMERINTAHNEGERI. .
(NamaNegeri)NOMOR....TAHUN..

: TENTANG

PENJABARAN PERUBAHANANGGARA

DENGAN RAHMAT.TUHAN

Y

YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN

N

KEPALA PEMERINTAH NEGERI...(NamaNegeri),

Negeri (Nama Negeri) Tahun Anggaran...
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara
Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan
Daerah:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,3.. Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa:

4. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20

14 tentang Pemerintahan
Daerah:

5. Peraturan Pemerintah
: Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa,”6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana.Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
. Negara,.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, -.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014

tentangPedoman Pembangunan Desa,
'9. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentarg PengelolaanKeuangan Desa:
10.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran ,

Hi

. bahwa. sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Negeri Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran , maka
“perlu menyusun Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentangPenjabaran-Perubahan Anggaran

pendapatan
dan Belanja

h



Menetapkan

H

ta Hi

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun ....
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran :

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor - Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri, .

13. Peraturan BupatiMaluku Tengah Nomor.... Tahun.. . tentang
|

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayahKabupaten Maluku Tengah:
14.. dan seterusnya: .

adin

MEMUTUSKAN:
. PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI TENTANGPENJABARAN“PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGERI —

(Nama Negeri) TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran"Semula berjumlah Rp ( )
-bertambah/berkurang sejumlah Rp. ( )sehingga menjadi Rp | l ) dengan rincian
sebagaiberikut:
l. Pendapatan Negeri :

1.1 Pendapatan Asli Negeri3. Semula
'b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah PAN setelah perubahan

'

1.2. Transfer
|. 8. Semula.

b. Bertambah/:(berkurang)
Jumlah pendapatan transfer

setelahPerubahan
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula .:b. Bertambah/ (berkurang)
—

Jumlah lain-lain pendapatan yangsah setelah perubahan
' Jumlah Pendapatan setelahPerubahan . .

29
PE

3
8

2»
P2

$

2. Belanja Negeri
|

1"

2.1. Bidang
Penyelenggaraan PemerintahNegeri

a. Semula Rp....
b. Bertambah/(berkurang) Rp..—

Jumlah setelah perubahan Rp ,2.2. Bidang Pembangunan ''

a. Semula Rp
'— b. Bertambah/(berkurang) Rp: |

| Jumlah setelah perubahan Rp“2.3. Bidang Pembinaan:Kemasyarakatan'a. Semula : Rpb. Bertambah/ (berkurang) Rp
. JumJah setelah perubahan Rp

Mb



24.Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

a. Semula Rp
b. Bertambah/(berkurang) . Rp
Jumlah setelah perubahan . —. Rp

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan MenNegerik

nF

. Negeri 0
|

a. Semula 2 Rp
b. Bertambah/berkurang) Rp

. Jumlah setelah perubahan Rp

JumJahBelanja setelah perubahan Rp

Surplus/ (Defisit)setelah perubahan
| Rp

3.
Petmbinyaati

Negeri" : -
'

:
. Bencrimaan

Pembiayaan.a. Semula
|

Rpb. Bertambah/ (berkurang) Rp
Jumlah setelah perubahan Rp3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a.Semula - Rp
—b: Bertambah/(berkurang)

——

RpJumlah setelah perubahan Rp
Selisih

Pembiayaan setelah perubahan Rp :

—

Pasal2
|

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam“

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PeraturanKepala PemerintahNegeriini.
“Pasal 3.1 Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Negeri yang ditetapkan

dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen.
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Aiu

2



Pasal4 TN

Peraturan Kepala Pemerintah Negeri
ini mulai berlaku pada tanggal.

“diundangkan.
'- Agar “setiap orang- dabat mengetahui,” memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan

penempatannya «
dalamBerita

Negeri...(NamaNegeri)
Aa

Heh pasta tangan!
. na

ta

"KEPALAPEMERINTAHNEGERI
(Nama Negeri) ,

da tangan

NAMA

Diundangkan di..
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI..
| (Nama Negeri),

tanda tahgan
NAMA

BERITANEGERI ... amia Negeri) TAHUN ... NOMOR ...1

Ktp



F.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN : PERATURANJEGERI
NOMOR TAHUN |

TENTANG: ZNJABARAN PERUBAHARANGGARAN PENDAPATAN
JAN BELANJA NEGERI

'

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA

NEGERI
PEMERINTAH NEGERI

P

TAHUN ANGGARAN

'. KODE REKENING TT TKELUARAN/OUTPU ANGGARAN |. URAIAN | KELURAN/OUTPUT | ANGGARAN |BERTAMBAH/ | SUMBER
| |

. URAIAN VOLUME ISATUAN (Rp) ... IVorLusE
| SATUAN |

|

(Rp . HBERKURANG) |

DANA
1 2 —————————— : |

—
4 5 6

a| bl clalb cldl

MENJADI

Kepala Pemerintah Negeri,h

)

Cara pengisian: .

Kolom1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran /output setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom6 : diisi

Jaa
sumber dana

1
2
3
4
5
6

Af
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G. Format DPA
G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DANANGGARAN"“TAHUN ANGGARAN
MEGERI
KADUTATEN" :

PROVINSI imOa “RENCANA PENARIKAN ANGGARAN ..
— ANGGARAN JUMLAHKODE REKENING URAJAN Jumlah |Sumber| Jan | Feb | mar |" Apr | mei | sunl cu T Agt | sep | oke Nop | Des-| (Rp)

1
i

2 3 4 5
AA

T 7af dblejalbt! c
T

-

Pemerintahan Negeri . .lir Penyelenggaraan Belanja.. Penghasilan Tetap, . -

"|... Wunjangan dan Operasional -Pemerintahan Negeri "
:

1| 1 jJor Penyediaan Penghasilen-
(tetap dan TunjanganKepala

1L1101| 511 Belanja Pegawai
1) iloifs|lili asilan Tetap &

anfangan KepalaPemerintat
“3|ijo1f5 JT 1f-. RincianObyek Belanja?

1 Adroinistrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1! 3Tor Pelayanan administrasi DA

Il 3joirsj32 —
1| 3joi|sj|2

22
2

2l 1/os

um den kependudukan
Surat Pengentar/

Kartu Keluarga, dil

@ Jasa Honorari
Rincian Obyek He

Pemb

bangunan/Rehabilitasi/

stakaan/

dh



“ .

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

Cara pengisian:
Kolem 1,23, 4 dan S5

Kolom 6 . :

Kolom 7

Hk

y.. .
|

Disetujui oleh:
1.

, Kepala Pemerintah Negeri,

diisi sebagaimana yang tercantumdalam Penjabaran APB Negeri sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan 2ggaran
diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kax Keuangandalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanjadiisi rencana jumlah penarikan anggaran untukmasing-masing kegiatan

21 1iosi 5 314 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

1) 1fosi 5 314 «Rincian Obyek Belanja»
Ss Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan
MenNegerik

SI 1 .

Penanggulangan Bencana
S| 1|oo| 5 4 Penanggulangan Bencana
SJ 1joo| 5 4 Belanja Tak Terduga
SL 1|6oj 5 4|c0 Belanja Tak Terduga
SI 1jo00j 5 4/00.) 00jBelanja Tak Terduga

dst i "

/Kasi

R)
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0.2. Format Kencana Kerja Kegiatan Negeri

"
RENCANA KERJA KEGIATAN

NEGERI"
“0 Ca .

NEGERI : TAHUN : 2.

KECAMATAN :

KABUPATEN :

FROVINSI :

— — —g
i Anyar .

Sasaran
Waktu Pelaksanaan siiaane | melaklan.

.
. "

Kegiatan kegiati
duslan "| takitaki | Perempam A-grM | Durasi | Mutat | Beleset | Anggaran |

17 18 19

Bidang/Sub Bidang/Kegiatan, Lokasi | Volume Satuan Biaya (Rp)
Bidang Sub Bidang Kegiatan

|

-
1 2 Jd. 4 s| 6 7 8 9g. |: 11 2.13 18 14. 1s 16

Penyelenggaraan
|

Jumlah Per Bidang 1

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan
Kemasyarakatan.

Jumlah Fer Bidang3

.I Jumlah Per Bidang 4
j

7 .

He
Mngari

PeNo

1 | Pemerintah

Negari

4

5

Pemerintah
"
Negeri,

' l
| Ba NN

|

pa ( 25.

SekretariaN

bi

£

dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP. NegeriN

H4bh



G.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
NEGERI : KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN -

| VOLUME | HARGA SATUAN| - “JUMLAH:
|

BNN | Rp) (Rp).
1 ——— ————— —

JUMLAH (Rp.)

Disetujui
Kepala Pemerintah Negeri - :

—

Kaur/Kasi

fa



Cara pengisian :

. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Negeri
: Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Negeri
. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Negeri

' |

. kolom1 : diisi dengan nomor urut |

|

. kolom
2

: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang.
. kolom4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barag .

koloni 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 : Ma
|

1
2:
3,

14
25.

416.
47.

8.
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H. FORMAT DPPA
H.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

NEGERI

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN
—

TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

. Contoh: Hana 0 . 2 —
— JM

,

3 3g SEMULA. MENJADI
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) LH

Er

-. ANGGARAN. ANGGARAN :
.

:
'

KODE REKENING URAIAN Jumiah| 8 - " —T — (Rp .
: umber

|
Jumlah

|
Sumber Jan j Feb

|
Mar

| Apr'| Mei | Jun |
Jul | Agt | Sep |

Okt
| Nop

| Des IT)Rp) al. (Rp) :

—lu - 9
1 2. 3 4 5 6. 7 2.alblelalb! c "

Penyelenggaraan:
Pemerintahan Negeri
Penyelenggaraan Belanja,
Penghasilan Tetap,:1l1 Tunjangan dan
Operasional

PemerintahanNegeri
Penyediaan PenghasilanIli1lOo1 Tetap dan Tunjangan
Kepala Pemerintah Negeri
Belanja Pegawai

1T1)/011Sj1| 1
Penghasilan Tetap dan
tunjangan Kepala
Pemerintah Negeri
sRincian Obyek Belanja»
Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dil)

1

01

oi

31

Kh



r Ta LJ

11/3|o01l/Ss121. Belanja Barang dan Jasa —
1| 3/01/5|2|/2 Belanja Jasa Honorarium

: SRincian Obvek Belanja»
2 Pelaksanaan

| Pembangunan Negeri211 Pendidikan
Pembangunan/Rehabilitas
i/ Peningkatan Sarana

2|1/)0o5 Prasarana Perpustakaan//' : Taman Bacaan
:

- Negeri/Sanggar Belajar1|oSs|5|3 Belanja Modal -

.
|

Belanja Modal Gedung211l|os|5 3 4 dan Barigunan :

1|1/p5/5|.3 | 4 sRincian Obyek Belanja»
. " Penanggulangan Bencana,

5 Keadaan Darurat dan
:

MenNegerikSl. Penanggulangan BencanaSj1|00|514 Penanggulangan BencanaS|li)0015|4 Belanja TakTerduga5|l1joo|5|4 00 Belanja Tak TerdugaS1 1001514? 00 Belanja Tak Terduga”

Kaur/KasiDiverifikasi oleh:
Sekretaris Negeri,

. Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

hp



» .

I. Format Rencana Anggaran Kas Negeri

- TAHUN ANGGARAN
RENCANA ANGGARAN KAS NEGERI

NEGERI
KECAMATAN
KABUPATEN -

PROVINSI

Contoh
.KODE REKENING URAIAN -.

ANGGARAN . PENERIMAAN/ PENGELUARAN (Rp) JUMLAH
(Rp) Jan

| Feb | Mar| Apr |
Mei | Jun | Jul.| Agt| Sepl Oktl Nop | Des| (Rp)1. | 2 3 4

| NN “5 NN na 6.al bjlc lab! c ,
.

14 PENDAPATAN
411 PANegeri

'

411 1 Hasi! usaha
Taji 1 «Obyek Pendapatan
412 Transfer :

41/2171 Dana Negeri
413 Pendapatan lain-lain

|4i3|ai Penerimaan dari Hasil Kerjasama |
—

|

“

INegeri dengan Pihak Ketiga
|

413 1|.... xGbyek Pendapatan»
Ka

Ma dst... |

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Negeri :

li 1
|

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tun'angan
dan Operasional Pemerintahan
Negeri

I

1| 1 Oi Penyediaan Penghasilan Tetapdan Tunjangan Kepala Pemerintah |:

Negeri Tn
Ke p

kh



an

ll 1101 S| 1 Belanja Pegawai
il 1) oil 5| 1 li Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Pemerintah Negeri
1| O1 S| 1j 1 «Rincian Obyek Belanja»

1l| 3 Adinistrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

1! 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat

f Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu“5 Keluarga, d1l)
1 3 01 5| 2 Belanja Barang dan Jasa

3|.01| 5 2127 Belanja Jasa-Honorarium0 sRincian Obyek Belanja»
2 Pelaksanaan Pembangunan Negeri

2| 1 Pendidikan
2| 1| os Pembangunan/ Rehabilitasi/Penin

|

gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan
Negeri/ Sanggar Belajar

2 il os 5| 3 Belanja Modal
2| 1 os 5 314 Belanja Modal Gedung dan

— Bangunan |

1 1) 0S) 5| 314 «Rincian Obyek Belanja»
5

TE 1
Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan MenNegerik

S| 1 (Penanggulangan Bencana
|

SI 1| oof 5 4 Penanggulangan Bencana
5| 1) o0| 5) 4| Belanja Tak Terduga
SI 1| 00) 5 4jo0o Belanja Tak TerdugaSl 1jool 5) 4)o0|oo (Belanja Tak Terduga

Naa
— Idsi

JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

6| PEMBIAYAAN| 6|1 Penerimaan Pembiayaan

"1

nTh



“ « . .. €

si ili1 SiLPA Tahun Sebelumnya
6| 1) 1| 1|SILPA Tahun Sebelumnya
6| 2 Pengeluaran Pembiayaan .

“6| 211 Pembentukan DanaCadangan .
6l 2| 2 1|Pembentukan Dana Cadangan

|

dst
ISELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan
Jumlah Total Pengeluaran
Selisih Penerimaan dan

0
:

Kaur Keuangan,
Diverffikasi oleh:

|

Sekretaris Negeri,

4

'
|

| | 3 |

Osetujui aleh:
|

Kepala Pemerintah Negeri,

,

Cara pengisian: : ..
Kolom 1,2, 3,4: diisi sesuai dengan

Penjabaran
APBNegeri

Kolom 5 : diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan peridapatar baik yang berasal dari informasi resmi maubun estimedwaktu- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaranberdasarkan DPA yarr diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegia.an Anggararmaupun rencana pengeluaran

pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparzur Negeri
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluarangembiayaanKolom 6 1: diisi jumlah penerimaan dan

pengeluaran masing-masing item

n

PAKA



J, Format Buku Pembentu Kegiatan -
J.1. Buku Pembantu Kegiatan'

(0, BUKU PEMBANTUKEGIATAN
. NEGERI

"0.

KECAMATAN
'

TAHUN ANGGARAN". .

No. Tanggal Nomor | . Uraian :
'|Penerimaan| Pengeluaran (Rp)

| Pengembalian
Bukti . dari Kas | -

|

(Rp) Belanja | Belanja (Rp)
Barang Modal

ke Kas Negeri|
Saldo Kas |

Rp.)

dan Jasa :
“ 6 7 8

Pindahan Jumlah :

—
(sebelumnya

Ta,

Jumlah .
:

(Total Penerimaan ... otal Pengeluaran

—

Kaur/Kasi

Cara pengisian: -

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

: diisi dengan nomor urut,
: diisi dengan tanggal transaksi.
: diisi dengan nomor bikti transaksi.
: diisi dengan uraian transaksi. NN '

:
diisi dengan jumlah rupiah yang diterirna dari kas Negeri.

: diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Negeri.
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Rp

PN KN tak NN otal.RengelUaran &tSaldo Kas.
PaPena i PNA

8
8

ri halaman

,(

Aa

nd

h.h:d

n.

7.



“

J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat
|

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKATN.
NEGERI : KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Nama Kegiatan:
|

No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
“1 Bukti

Kn

Uang (Rp) Barang/ . |Bukti Setor (Rp.)| pa |

Tenaga ke Kas |

0. 0 Volume) ' Negeril 2 3. . 4 5 - 6 I

LT. 8
Pindahan

'

Jumtah dari
halaman :

sebelumnya

Jumlah
"Total NON DN

Kaur/Kasi

Cara pengisian:
: diisi dengan nomor urut.
: diisi dengan tanggal transaksi.
: diisi dengan nomor bukti transaksi. :

:diisi nama/sumber pemberi bantuan danjenis bantuan.: diisi dengan jumlah uang yang berikan.
: diisi dengan volumejenis barang/ tenaga.
: diisi dengan.nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
: diisi dengan jumiah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Negeri.

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7 .
Kolom 8

“eh

7



-

“K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAANGATAN DANANGGARAN 'Bulan
:

Tebar: : .

NEGERI .

KECAMATAN
.. KABUPATEN ,

- PROVINSI :. SmaNa Guar ”—— SUMBERDANA— |0.
,

:

“IDana |Alokasi | Lain- (Bentuk|
KODE pa ... Rencana

Ratna Sampai
Saatini Neger

|

. “-
. Ta URAIAN 5 .

1 Dana | Lain Lain
REKENING - |

Volume | Satuan |Anggaran Tama Satuan Knggaran Capaian (Rp) | Negeri | (Rp). |
- -1

.
I

(Rp) Rp) | 3 (Rp)
-

1. 3 4 5 6. Ea 8 9 "10 11 12- 13, 14
Ba (IBic JIAIB - "

Na
"

. SN .
:

Jumlah SP
- » Ta

1

sa | Na
|

Kaur/Kasi

ttd
|

| |

ACara Pengisian: "
Ki

Kolom
1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening .. . .Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yenktercantum dalam penjabaran APB NegeriKolom 4 » : dilai volume kegiatan yang direncanakan :

| | '

Kolom 5' : diisi satuan volume: aa
|

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis - unit ,- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenise M
- kegiatan non fisik- paket

Kolom 6

“3n

d

1 diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Atuh



-

Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kotor 10

' Kolom li
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

: diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini'
: diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saa: ini
: diisi dengan jumlah dana yang digunakan
: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yangfgunakan

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Negeri (DD)
! diisi dengan. penggunaan dana dari Alokasi Dana Negeri (AD
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD danADD
diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

apa



L. Format
Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANT SPP)
"NEGERI V0 KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN” -

Bidang

Sub Bidang NN, 1.

Waktu Pelaksariaan " : '

Kegiatan

No URAIAN |
PAGU

| PENCAIRAN | PERMINTAA | JUMLAH | SISA DANA
ANGGARAN

|
S.D. YG | N | SAMPAI SAAT

JUMLAH

Telah dilakukan Verifikasi . . " :

Sekretaris Negeri,
“. Tn

“ |

. Kaur/ Kasi

Disetujui untuk dibayarkan . . ui . ga Telah dibayar lunas
Kepala Negeri, Tg TN . Kaur Keuangan,

,

Carapengisian: Tana
oa

:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negeri
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur

kode
rekening sesuai APB Negeri.4. Kolom 1 : dengan nemor urut.

5. Kolom2 " diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.6. Kolom 3 : diisi dengan rirrcian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayarsebelumnya.8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakanuntuk

dibayar.9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana
sampai saat.ini,10. Kolom7 :

Giisi dengan sisa anggaran:
|

. “|

2
an-13

4
»
6

d

ah
.



M. Format Pernyataan Tanggung JawabBelanja
. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NEGERI KECAMATAN
D0 TAHUN ANGGARAN

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

|

NO. “PENERIMA” ———

| URAIAN
1 JUMLAH

|
0 : : (Rp.)

1
2. 2 | 3 4

“JUMLAH (Rp),

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

,

Kaur/Kasi

Cara pengisian: Tana TN :

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri. .

Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
Kegiatandiisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
Kolom1 : diisi dengan nomor urut. -

|

Kolom2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja..Kolom3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
Kolom4 : diisi dengan jumlah belanja.
Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

1
nd2.

Tnd

d3.
Trr14.

25.
36.
47.

8.

Al



N. Format Laporan Akhir Reaisasi Pelaksanaan Kegiatanan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGATAN DAN ANGGARAN

P

Bulan " Tahun:

NEGERI
KECAMATAN 2 Langtnnanananananaan

KABUPATEN
PROVINSI“ KopE URAIAN OUTUT . SUMBER DANA

REKENING Rencana Realisasi Dana “('Afokasi | Lain- (Bentuk
:

Negeri | Dana Lain (Rpj| Lain -

Ta . , .
|

F Negeri .. Volume | Satuan |
An | Volue: | satuan arex | Capaian (Rp)2 |

ka “ima Mira Mi nara
Mb :

1 2
A—

3 4 5 6 | T 8, 9g”- T 10. 11 12: 13 - 14
Lalbletalbljeradj - i .. " -

Jumlah
.

: Kaur/Kasi .

ttd

: (Cara pengisian: IL

Kolom 1dan2 diisi dengan Kode Rekening
"

. Koom3 ' : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantura daapenjabaran
APB

NegeriKolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakanKolom 5 : diisi satuan volume: . .
| - jerobatan/bangunan/barang atau yang sejenis “ unit PN: ,

,

- jalan/irigasi/ Arainase atau yang sejeniaw.M
"

- kegiatan non fisik-paket |Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanaken
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
Kolom 8 ! diisi satuan volume yang terealisasi
Kolom $ : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11 : diisl dengan penggunaan dana dari Dana Negeri
Kolom 12 1: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Pana Negeri' .

|Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Negeri dan Alokasi Dana. Ngeri Fa
Kolom 14 :

diisi dengan penggungan bantuan yang tidak berupa uang

n

d

dAa

EIJd31 I

81d - 38d

Atik



“ «

O. Format DPAL
O.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN"
TAHUN ANGGARAN. :

NEGERI |

KECAMATAN
KABUPATEN :.

PROVINSI . 0.

KODE REKENING URAIAN .. ANGGARAN REnSASI TANJUTAN
|0

|

Anggaran Volume| Jumlah Waktu Penarikan Anggaran (Rp)
00000 #kegiata |Anggaran | Penyelesaian

| NN 0.
1 2. Jumlah Sumber Jumlah (Rpj|l

” 9 X9. “Rp. hari Jan | Feb Mar Jumlah
a'blcela 'b c|d :

.—

Diverifikasi oleh: Kaur/KasiSekretaris Negeri,

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

Apk

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,



-

P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
NEGERI

TAHUN ANGGARAN

. KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI -. HN . . .
NO ITGL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NOMOR NETTO SALDO:

- Rp) (Rn) ' Bukti TRANSAKSI (Rp)
. ,

|

(Rp)11? 3 4 5. 6 7 B 9
1 . 2 0. "

."a|b cl.a Ib c|d

JUMLAHIRp. Rp.

Diserifikasi oleh: Keur Keuangan
Sekretaria Negeri,

to.
( ) Disetujui oleh:

Kepala Pemerintah
Negeri,

-
( )Cara

pengisian
: :

Kolom 1 ai
dengan nomor urut penerimaan atau pengiuaran,

Kolom 2 dilai dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran. "
|

Kclom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran ebogaimana tertera dalamPenjabaran APB.Negeri.
Kolom 4 diisi

Gengan uraian transakai penerimaan atsu pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran AFB Negeri
Kolom 5 disi dengan jumlah rupiah penerimaan
Kolom 6 diigi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksiKolom8 : diisi dengan netto transaksi
Kolom 9 diisi dengansaldo kas,

Ah

h:“3
B|-A

1 |n |
n

|1 )
13

da
dn n |

d
&d



- Kolom 7

O. Format Buku Pembantu Kas Umum
O.1. Buku Pembantu Bank

BUU PENBANTU BANK
NEGERI BECAMATAN-

TAHUN AFGGARAN

BULAN
BANK CABANG
NO. REKENING

No.. T

TANGGAL. T

URAIAN
T

Bur PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp SALDO: TRANSAKSI. ITRANSAKSI Irransarsi SETORAI
|” BUNGA. (PENARIKAN | PAJAK |IBIAYASDM | - (Rp)

|

| : BANK |

Tn gp
1 2 3 Z. s.1T 7 “38 9. ”106

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
. TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

Cara pengisian:
Kolom 1

Kolom 2 :
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10:Mp

diisi dengan tanggai transaksi Bank..

diisi dengan saldo Bank.

: diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran ank.
: diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluzan.
: diisi dengan bukti transaksi.
: diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
: diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
: diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
: diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
: diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

ag
“Faur Keuangan



0.2. Buku Pembantu Pajak

6
BUKU PEMBANTU PAJAK”.

| NEGERI : Hn KECAMATAN -

na
, TAHU ANGEANAN segaris ,

No. |TANGGAL "

URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN SALDO2 Rp) . (Rp)
— Rp)

1 LL. 2 3 4 5

JUMLAH

| Kaur Keuangan
-

|

,

2G
Cara pengisian : !

|

:

-“Koloin:1
|

: diisi
dengan. riornor urut penerimaan (dari perbtongan pajak) '-

PARA Pekan pi mearaTebae anne

bri ea nj
. Kolom2 !disi denganTAS ba pa dp atau pengeluaran.
Kolom 3

: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.

hp

'U

13E
5

ia
al

s



0.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR
NEGERI

—

KECAMATAN
'

TAHUN ANGGARAN

Kaur Keuangan

Cara pengisian: Na
Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Negeri,

: diisi dengan nomor urut.
: diisi dengan tanggal transaksi.
: Giisi dengan nomor bukti transaksi.
: diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
: diisi dengan jumlah uang yang berikan.
: diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

'

: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
: diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas

wbeh

No. Penerima SaldoTanggal | Nomor Uraian Pemberian | Pertanggung-
Bukti | Rp) jawaban Panjar (Rp)

1 2 3 4 S 6 z 8

J4



R. Format Kwitansi

Nomor Bukti £ sarana /DD/ADD”/N. ./1V/2019 Kode Rekening ”—— 5 .acaceasi

Lembar
|

#E/TT/DI/IV
: Tahun : 20xx

.

KWITANSI
Sudah terima dari : Kaur Keuangan Negeri
Uang Sejumlah :

(ditulis dengan angka)
Untuk Pembayaran : (sebutkan tujuanpembayatan kegiatan/belanja) sesuainota /fakturdan. : - 'kwitansi/bukti pembayaran lainnya.

terlampir
. .

Terbilang
#

| (ditulis dalam huruf) .
HargaBarang”
Isesuai nota/faktur)
Potongan PPn”) -
Potorigan PPh” 1 meeUNBNgueNunuyaNg

' "

Total Pembayatan
:

|

|

tem 5 MA aan PN ORA Ap
0

Setuju dibayar , . Lunas dibayar Oleh Yang Menerima
Kepala Pemerintah Negeri KaurKeuangan Negeri/ .

|
Negeri Administratif

( J-a ( : ) ( )

Keterangan: ") nilsi pajak ditambahkan ke pembulatan nilai kuitansi apabila penyedia bersedia (pakai

aj

2

NPWP penyedia) bisa juga' kuitansi hanya diisi nilai perabulatan
sesuai

pajak berdiri sendiri.
faktur saja, sedangkan bukti

dibuat.rangkap 4 (empati, lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan
a. Nilai Rp. 250.000 s/d-1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- danb. Nilai Rp. 1.000.000,- ke atas berrnaterai Rp. 6.000,-

'

Atik



5. Format Laporan

£

PelaksanaanAnggaran Pendapatari
dan Belanja Negeri SemesterPertaman

Contoh

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH NEGERI
TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp).
SUMBER
DANA

2

ci
.

PENDAPATAN
PANegeri
IHasil usaha

. kObyek Pendapatan»
Transfer
IDana Negeri
Pendapatan lain-lam '

Irenecimaan dari Hasil Kerjasama
tar Negeri -

. xObyek Pendapatan»
dat...

MLAH PENDAPATAN

IBELANJA

PenyelenggaraanPemerintahan
Be aa Belanja

:

(Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
- (Operasional Pemerintahan Negeri

Dl

Aa
yediaan Penghasilan Tetap dan

01 njangan Kepala Pemerintah Negeri
(Belanja Pegawai

D1 - (Penghasilan Tetap & Tunjangan
Pemerintah N i..

01 "Rincian Obyek Belanja»
(dministrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil, StatistikdanKearaipan '

01 Pelayanan administrasi umum dan

01
du

Belanja Barang dan Jasa .

01 IPelenja Jasa Hondrarium
. Rincian Obyek Belanja»

(Pelaksanaan
PembangunanNegeri

a
n14

yeleng11

».11

15s11

3

31

kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu



pendidikan Ta

05 Pembarngunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana .

#Perpustakaan/Taman Bacaan
Negerr/Sanggar Belajar05 -IBelanja Modal

05 "51. 3) 4 Belanja ModalGedung:dan
|

: Bangunan
05 51 3/4 |... Rincian Obyek Belanja»

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan MenNegerik
Penanggulangan Bencana

00 Penanggulangan Bencana '

00. Belanja Tak Terduga
00 00 |: Belanja Tak Terdugaoo ul

aj
al
al

Si
nl
ah

4

00 | 00 (Belanja Tak Terduga
dst

JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISI)

PEMBIAYAAN
(Penerimaan Pembiayaan .

1 , I SILPA Tanun Sebelumnya.
1 | 1 ISiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan
1 Pembentukan Dana Cadangan

ol
a

la
la
la
la
la
i

bb
IK
M

IK
l-i
-b
Ii-
b

2 | 1 Pembentukan Dana Cadangan
dst

SELISIH PEMBIAYAAN

, 20...
Kepala Pemerintah Negeri,

Cara pengisian:
Kolom 1

Kolom 2

diisi berdasarkan klasifikasi
BitangKKegiatan:- @. bidang,

b. Sub Bidang: dan 0
C. kegiatan.
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi

terdiri Gari
Pendapatan,BelanjadanPembiayaan:Bagian pendapatandiisi:

a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan: dan
d. obyek pendapatan:
Bagian Belanja diisi:
a. belanja, -

b. jenis belanja (disesuaikan denganjenis kegiatan),
C. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja,

- Bagian Pembiayaan diisi:... Pembiayaan,

21: 1

51

KI
N
I

m



Kolom 3
Kolom 4 :
Kolom £
Kolom 6

b. Kelompok pembiayaan,
dan

|

€. jenis pembiayaan. :

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat
Lampiran /

A Permendagri mi)
n

—

diisidengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi dengan realisasi anggaran yangdigunakan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan

dalam
. kegiatan (kolom 1.c) terkait

Ur,



T.1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negeri
T.1. Peraturan Negeri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

A.

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)

NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORANPERTANGGUNGJAWABANREALISASI 'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
“TAHUNANGGARAN ..

1

DENGAN RASIMAP TUHAN
SAMATA HBA

KEPALAPEMERINTAH NEGERI ,

Menimbang : a bahwa Anggaran Peridapatan dan Belanja Negeri sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran masayarakat Negeri:

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran .... termuat dalam Peraturan Negeri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Negeri perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaanya:

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Negeri tentang Laporan - Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlutbangan
Keuangan: Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

. Daerah:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturari Perundang-undangan:
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:4.. Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
—

Daerah:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaan

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014

| tentang Desa:
S5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara:
'

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa:

8. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa:

9. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Ab



Menetapkan

tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
10. Peraturan.Daerah Kabupaten: Maluku “Tengah Nomor

Tahun — tentangAnggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

TahunAnggaran..
11. Peraturan Bupati “Mataku Tengah Nomor ' : Tahun

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Tahun Anggaran ......:
|

12. Peraturan” Bupati Maluku Tengah 'Nomor Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.Negeri,

. 13. Peraturan. Bupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun.... tentang
Pedoman Pengadaan Barangdan Jasa di Negeri dalam wilayah
Kabupaten Maluku Tengah,14. ....... dan seterusnya,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)

dan
KEPALA PEMERINTAH:NEGERI (Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN. NEGERI TENTANG . LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN

——

PELAKSANAAN
”—

ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI .... TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1

Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

a..

1: Pendapatan
: T |

| Rpn
2. Belanja Negeri N

a. Bidang
Penyelenggaraan Pemerintah Rp.

—.. Negeri
b. Bidang Pembangunan Negeri Rp
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp

Negeri
-d. Bidang Pemberdayaan Rp'

MasyarakatNegeri
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp
Darurat dan Mendesak

Jumlah Belanja . . . . Rp
Surplus/(Defisi) 2 Rp

3.. Pembiayaan Negeri
a. Penerimaan Pembiayaan Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp
Selisih pembiayaan fa-b) Rp

denganperincian
sebagai berikut

:t
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Negeriiini yang terdiri dari:
a. Lampiran! : Laporan Keuangan .

b.
Lampiran

: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari -
31 Desember Tahun Anggaran.

Lampiran
III : Daftar program sektoral, program daerah danprogram lainnya yangmasuk ke Negeriah



|

Pasal
3
dalam pasal 2 merupakan“Lam bagaimana dimaksu p

bagianyang tidak
terpisahkan dari Peraturan Negeriini,g

Pasal 4 NN,

Peraturan Nagin mula berlaku pada trigsa diundangkan...
Agar “setiap orang

"
dapat mengetahui,” memerintahkan -..

pengundangan Peraturan. Negeri
ini

dalam Lembaran
Negeri...(namaNegeri). : . .

Kn Ditetapkan di

1. ,
|

: 1 aa
KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)Ba

taun
pada tan

a

NAMA. Diundangkan di ... TN .
. pada tanggal .i. ga 0

lin
1A

- SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri), | Nan
.tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI... (Nama Negeri) TAHUN ...NOMOR...NT

th



T.2. Format Laporan Keuangan
LAMPIRAN I: PERATURAN NEGERI

NOMOR “TAHUN
“TENTANG: LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN|

REALISASI APB NEGERI

Laporan Keuangan
Pemerintah Negeri ABC

Kecamatan KLM .
IenbupetanKya

Tahun
Anggaran

20x1

“Daftar isi
halaman

I Laporan Realisasi APBDes |

II Catatan Atas Laporan Keuangan .A. Informasi Umum
|

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
€C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

x
xn
x
x

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kaa
2 Pendapatan Asli Negeri

x

x
3 Dana Negeri .

4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah"5 Alokasi Dana Negeri .

$ Bantuan Keuangan Propinsi
7 Bantuan Keuangan Kabupaten
8 Pendapatan Lain lain
9 Belaja Bidang PenyelenggaraanpemerintahNegeri
10 BelanjaBidangPelaksanaan Pembangunan Negeri

x
x
x
xz

x
x
x

(MM Belarja Bidang Pembinaan Kemnasyaraten Negeri —'
IA TolaenjaRidang Pamberdaygan Kemasyaratan Npperi

x

13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat dan MenNegerik

Negeri:14 Belanja Negeri dalam Klasifikasi Ekonomi
15 Belanja Negeri dalam

Klasifkasi Sub Bidang
(Fungsi)16 Pembiayaan

17 Aset Negeri
18 Penyertaan Modal Negeri

'

x

H
N

Xx

Lampiran
Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Negeri
Lampiran 2

- : INN : NN — x
“

. x

1

2

Ak



T.2.a, Format
Laporan Realisasi APB

Negeri

LAPORANREALISASI APB NEGERI
PEMERINTAH NEGERI ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

TAHUN ANGGARAN 70xl

Ref. Angg
(Lebih)/

PENDAPATAN . , 0.
|

Pendapatan Asli Negeri :

, Cc.2 , XEX.KKK xx
Daria Neperi

" " . C3. . EKK KEK KEK
Batin dr han pajak dn Rettinbsi Daerah

C4 hhe
Pa

“3Alokasi Daria Negeri Yng C5. Kan xxxBentilan Keuangan Propinsi : C.6 MEN.KK z5Bantuan Keuangan
Kabupaten

00 C7. AK xxPendapatanLainlan
'

Ta PAN
NN

C.s EKE.XKK mo. KKL

JUMLAH PENDAPATAN .
Om KAKAK aan

BELANJA 0 :

Bidang PenyelenggaraanpemerintahNegeri C.9 dan C15 KKK.IKK XKX.XEK ZooBidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri . C.10 dan C15 XXX Xxx IXK.aan KxKBidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri . C.11 dan C15 2XX.x. Aka ora xxxBidang Pemberdayaan MasyarakatNegeri : C.12 dan C15 KKKKEK JA KAK xx
Bidang Pemangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

- C.13 dan C15 KEX.KI XXL IIK XxxMenNegerik Negeri
,

0 JuMaAHBELANJA C.14 KEKX.KKKo KXKKKEK KKNSURPLUS/(DEFISIT) KX.XKK XXXKK XxPEMBIAYAAN aa . C.15
Pengeluaran Pembiayaari 2 po . 1 KEX.KKX Ka ang Xxx

SILPA TAHUN BERJALAN : "

. KXK KK XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangar yang tverupakan bagian yang tidak terpisahikar dari laporan keuangan

3594

IA

Pendapatan Tiinsii

E D|

3

rx
Xx

Ccn |“3

erimaan Pem
-

PEMBIAYAANNETTO
meXXKAKKoo

gin|



T.2.b. Format Catatan Atas
Laporan Keuangan

CatatanAtas Laporan Keuangan pernerintah Negeri ABC, Kecamatan KLM,
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A.
. Informasi

Umum
PemerintahNegeri ABC merupakan Negeri di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan:
Bupati No: : Tnggal , Saat ini kepengurusan Pemerintahan Negeri ABC
1. Kepala Pemerintah Negeri :XXXXX 0 |

2. Sekretaris Negeri YYYYY
3. Bendahara Negeri 122222 . Tg

i
.

Kantor Pemerintahan Negeri
beralamat

di |

: ,
» Negeri

ABC, Kecamatan
KLM,Kabupaten

BR. Dnanr Porwanjian ILanpran Kowenann
Laporan Keuangan Negeri berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kasdengan

€

dasarharga perolehan,
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja

dicatat
pada saat kas dikeluarkan

dan telahbersifat definitif.

n.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan:
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1. . Tn . 0
: 2

.

|

aa

Mutasi Potongan:Pajak
|

. . . XXX
- Saldo Awal Poriado Potongari Phink yg helum dtibtnr kei Kah

Nama
Tn jae- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan .

|

. (XXX)- Saido AkhirPeriode
Potongan Pajak

yg belumdisetor ke Kas Negara
i XXX

Saldo Kas per 31 Desember 20x1
. : Ta |

0 XXKX
2. Pendapatan Asli Negeri

Pendapatan Asli Negeri terdiri dari:
(Lebin)/

| Anggaran:
| Realisasi kurang

Pendapatan Asli Negeri terdiri dari:
NN

a. Hasil Usaha 0. 0 OX XXX KKX xx
b. Hasil Aset

| NN IN cone XXX. XXX xx
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong

Royong.
Kan XKX.KKX KEX.KAK NN “09. Lain-lain PADes yang sah oi XXX. KKM XXX. KKX XXX

.X

KXX.KKX

3. Dana Negeri
Dana Negeri merupakan penerimaan Negeri yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Negeriselama tahun anggaran 20xi adalah sebagai berikut:

bih
Anggaran Realisasi (Lebih)/

Tahap 1 . pa |

K.H XKK.KKK XXX
Tahap 2 .

.

Nan XXX. KKK KXK.KXX KEK

kurang

XXX .XXXK KXK.XXX

4. Bagian darihasil pajak dan Retribusi paerah
Penerimaan

Negeri
yang berasal dari Bagian

dari hasil pajak

d

dan Retribusi Daerah adalah sebagai

|

Anggiran Realisasi (LebKa
Tahap 1 Ka |

TN KAK KXKaK xx
Tahap 2..." Pa ' 0 KKX.KEM—. XXX.XXK xxx

5. AlGkasi Dana Negeri (ADD)
"

Penerimaann Negeri yang b

berasal dari
Alokasi

Dana Negeri (ADD) adalah sebagai beikut:
Anggaran Realisasi. (Lebih)/:

:
|

kurang.
Tahap 1

0 Ta
XXX. KAK KEK. NN “2

Tahap 2 '
|

XXKK.KKK KKK.KKK
| XX

XKXX.XKK. XXXK.HKXX
KXX.XXK XKXX.XXK

XXX .XXK XXX XXX

pkh
E



6. Bantuan Keuangan Propinsi i

beikut:i —PenerimaanNegeri yang berasaldariBantuan KeuanganPropinsi”. adalah sebagaihg
/

XKK.KKX KKK.XxK Oo.
XXX

KKAAAK KAX.KKK. KEK
XXX.KKA KXK.KKK XXK

Anggaran Realisasi

7. Bantuan KeuanganKabupaten1Penerimaan Negeri yang berasal dari Bantuan Ketangan Kabupaten adalah
(Lebih)/

Anggaran Realisasi kurangINK Kota KAN Xxx
. Ka. ZIX.KKK Ken

KXX.KAK KXX.KKX xx

8. Pendapatan Lain-lain .

Pendapatan
lain-lain terdiri dari: .

: : , (Lebih)/
| . Anggaran Realisasi kurang

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Negeri . LK XKK.KXE
" P.S

Penerimaan dari hasil kerjasama Negeri dengan pihak
.

|

:

Ketiga KAKEK KEX.Kan ZxPenerimaandari bantuan perusahaanyarig berlokasi diNegeri . ps." d034 KAKAK KK P2."Hibah dan sumbangan dari pihakketiga . KKX. KAK
Ip 00.00 KXX

. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahuri anggaran :

sebelumnya yang
mengakibatkanpenerimaandikas :

.

Negeri KAS.KIK KKK.LERK KEK,Bunga bank KXE.KXX KEL. AKE xxLain-lain
pendapatanyang sah KEK. KAK KEK.KXK id0 KXX.XXK XXX.Ex x

9. Belanja -BidangPenyelenggaraan Pemerintahan Negeri
Belanja untuk

Bidang
Penyelenggaraan

Pemerintahan Negeri terdiri dari:

BelanjaPegawai | KKE.AKK KKK.XKK XxxBelanja Barang dan Jasa KAKEK XXX.KKK xxxBelanja Modal JKEIKK KEK KK
. KEK KEK EKK KK

10. Belanja-BidangPembangunan Negeri. a Ha
:

Belanja untuk Bidang Pentbahngunian Negeri terdiri dari
Mana

|

na

Mebih)/Anggaran Realisasi kurang
Belanja Barang dan Jasa

. ERKKAK KKX.KKK xxx
Belanja

Modal . XKX.KIK EXK.EKK .. xx
L1. Belanja - BidangPembinsanKemasyaratan Negeri.

Belanja untuk Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Negeri terdiridari:.
Lebih,, Realisasi (Le

)/
BelanjaBarangdan Jasa KEX.XKK XKK.KKK 3xBelanja Modal . KEK. KEK KKX.KEK 1

KA. EK KEK KK KAK
12. Belanja . BidangPemberdayaanMasyarakatNegeri

Belanja untukBidang PerberdayaanMasyarakat Negeri terdiri dari:

PN Realisasi Mebih)/

Belanja Barang dan Jasa
. : ai |

KXK.KKK XXX.KKK xxxBelanja Modal KKK.KKK XXX. KEK . KK
KEK. KAK KKX. KAK xx

X3

a|kn

ni&an.

.K

.X

s

.X
.X

a

“1

(Lebih)

4

a4B

:.

a

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri

Ab



Selama tahun anggaran 2011, PemerintahanNegeri
rhelakukan

penanggulangan
bencana dan

keadaandarurat sebagai berikut
| 0 (Lebih)/

Anggaran: Realisasi kurang
XXX. KAK KXX.KXK Xt
KKK.XKK KKK. KEK 0.0:1

14. Belanja Negeri dalamklasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Para

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

Pemerintah |Negeri
Pi. 0.0.0.0. XXX. KK ox

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri . XXX. KAK XKK.XXX xxxJaminan Kesehatan
Kepala PemerintahNegeri

dan
Perangkat .

Negeri: 25 Ba KKX. KAK X.KKK v
Tunjangan BPD NN NN

XXX. KAK KKK.KKK, KK

BelanjaBarang dari Jasa u. .
.

Belanja Barang Perlengkapan Kantor
1

Ip
2.

w
0.04 XXX. XX XxBelanja Jasa Honorarium KAK KAA 0x—

Belanja Operasional Aparatur Negeri XKX.KKX XXX.XKK b 0.4Belanja Jasa Sewa .. |

'

XXX. KMK XXX. KK XxBelanja Operasional Perkantiran
|

XXX. XXX KAX.KKK xxBelanja Pemeliharaan- |

1.

XXX. KK .
— KK. KAK xxxBelanjaBarang dan Jasa yang

Diserahkan kepada. BNMasyarakat XXX. XXX XXX. KAK B0..."
"

KXX.KKK D KKX.KKK XxxBelanja Modal 0. .

BelanjaModal Pengadaan Tanah 5 MO HE. KK PeBelanja Modal Peralatan, Mesin, danAlat
Berat

|

MA KY XXX. KK XXXBelanja Modal Kendaraan ”

| “XEX.KKK XXX. KK xXxBelanja Modal Gedung dan
Bangunan

' |

XXX. XXX DKK Xx :Belanja Modal Jajan
aa

|

KKX. XXX XXX. KEK xxxBelanja Modal Jembatan. -
| 0 KKX.KKK XXX. KKK XxxBelanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase

O XKKLKAK XXX.KKK xxxBelanja Modal Jaringan/Instalasi XXX. Ka |

XXX. KAK XxBelanjaModal iainnya : XXX. KK XXX. KKK ps.
15. Belanja Negeri dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi):

|

Angraran Realisasi KetanBidang Penyelenggaraan pemerintahan Negeri
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan XXX. XKK KKK KK XxTetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

.

Negeri :

. .

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan M1 ANAK LOL xxxNegeri an
. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pa Ro LX. KKK xxPencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | an
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, KAKAK XXX. XX b 0.0Keuangan danPelaporan Pa |

Sub Bidang Pertanahan NN . XKX. XXX XXX. KOK Pz0.014

Bidang Pembangunan Negeri —Sub Bidang Pendidikan XX. XXX KA. KKK xxxSub Bidang Kesehatan ' Na

KXK.KKX KXX.KAK xxxSub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

DKK XXK.XKK XxSub Bidang Kawasan Permukiman . KK. XXX. XXX xxxSub Bidang Kehutanan. dan Lingkungan Hidup , 0 XXX.KKX . XXX. KOK P00Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi, dan

. KK. XXK.KKK xXxInformatika
|

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral KAKAK KAKAK xxSub Bidang
Pariwisata . KKX.KKK "

KKX.KKK XXXXX. KXX.KKK xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan NegeriSub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan TN «5.40 004 XKK.KKXK XXX

KKX.XKK
K3

Realisa 1
Karan

.X

KAK XXK KXX.KKK

.X

Xx

.X

.x
.X

.X

.X

XXX.XXK XXX.XXK

.X
n

x.x

.X
XX. KKM XXX .KKK

.X.X

.X
xp

Pelindungan
Mpsyarakat

x

Aduh



Sub Bidang Kebudayaandan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah RagaSub

Bidang:KelembagaanMasyarakat

Belanja- BidangPemberdayaan Masyarakat
Nagari "Sub BidangKelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan -:

Sub Bidang Peningkatan KapasitasAparatur
NegeriSub Bidang Pemberdayaan Perempuan, .

Perlindurigan Anak dan Keluarga'
Sub Bidang Koperasi, UsahaMikro Kecil

danMenengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal .

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Negeri

'

Sub Bidang Penanggulangan BencanaSub Bidang Keadaan Daruret ,

Sub Bidang Keadaan Mendesak. '

16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran20xl adalah sebagai berilaut:

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya

'

2. Pencairan Dana Cadangan. : |

3. Hasil
Penjualan Kekayaan

Negeri yang“dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:1. Pembentukan Dana
2. Penyertaan Modai Negeri

:

17. Aset Negeri : ' |

Perolehan aset
Negeri adalah sebagaiberita,

Tanah
Peralatan, Mesin, dar: Alat Berat
Kendaraan. .

Gedung dan Bangunan -

Jalan
Jembatan
Irigasi/Embung/Air Sungaei/Drainase
Jaringen/Instalasi :

Aset Tetap lainnya .Konstruksi dalam Pengerjaan

Rincian Aset Tetap dapat untukmasing-masingKlasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ...
18. Penyertaan Modal Negeri-

Pernyertaan
Modal Negeripada

BUMDes adalah
sebagaiberikut,

BUMDesjoe 2
BUMDes YYY.

M

Tower! KAXKKK xx

XXX.KA. KEK Kak
XXX. KEK KAK.KKK XXX

IHK. KA
Pp». To...»

2

KXK

KKK.KEA XXX. KEK zxx

KEK KAK
oo" EXA. KK KEK

PN: t ia

KAK.KKK SKK.KXK par”

XEX.KAK HE KKK KK
KR. KAK KKK.KEK Xxx
KKX. KAK panahan yg

Lebih)'

Anggaran Realisasi Ke an /
|

KRKKAK XXX. KEK xxx
KEKE KAK XXX.KKK HK
KKX.KKK KEK. KEK IX

KR KK
.

“ IN KKK Ta
Ken. KEK KAK KKR Xxx
KEK. KKR XXX. KAK KKX
KXx KK KK KKK xxx

XKX.EXK KKX,SKK P0.
KEK. KAK KEK. KEK Tx
KK. KK KKR. KKK Xx

“01

20x0 20x1
(P

"

!
IKEA KEK. KKP xxx

KAKAK KXK. KAK Pa.

KEK.KAK KAKEK xx
KXK.EKK XKX.KKK XXX

-KKK.KAK KKX. KEK za
KAKAK.KEK KAK. KAK

.

IX

ng Penambahan
20x0 20x1 @enguranpan!IR. EAK KXX.KAK KKR

KK. KAK KAK. KEK xx
KK. KMK KKK.KAK XKK

x
-

i

.Xa
Ka

.X

-

-

Penerimaan Pembiay .K

.
.K

.x

Penambahan

-

ya
.x

-

-
.K

n

TA

JDDI
.X

19. dst

AP



“

T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Ncgeri

-
Pemerintah Ncgeri ABC

Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ:

Rincian
Aset Tetap Negeri per It Desember 20xxContoh

Bukti Kevemikan Tahun

| Tanah
.

|

1 Tanah Persil A. , Luas 2200 m2 HoB 20/20 14 2 Juli 2014 2014

2 Tanah Lapangan X. , Luae 1000 m— na... sa... .. srsvanen
: 19983 |

|

.

IT Pesalatan, Mesin, dan Alat Berat
.

5
1 Komputer, PC ,

|

1. : '

. 20142
.

3
MI Kendaraan “ pa

.

1 Motor, merk 999. 100cc, NoPolisi: Ds BPKB. - 12312124 Des 2014 - 20142 .
|

. 3
IV Gedung dan Bangunan 0 NN '

1 Bangunan Kantor, Luas 200m3 IMB: 432 2 Juli 2014 an 20142 : '

3
V Jan” - f 0 . .-1 Jalan Negeri Lokasi di 80Im 20142 . : |

. 3
VI Jembatan. .

f

' Tn .
1 Jembatan XYZ Lokasi di 50m 2014.2 .

3
VII Irigusi/Embung/Ak Sungai/Drainase

. .
1 Embung XYZ, Lokasi di

—

20142
: 3
VI Jaringan /Instalasi

1
Jaringan Listrik Negeri, Lokasi di '

2014
:

IX Aset Tetap lainnya
1 Sapi 3 ekor

. 20142 .

.3...
X Konstruksi dalam Pengerjaan

2
3

ha
Klas Aset dan Nama, Identitas Aset

Jemp.
“Jenis Nomor

—Tanaaa
Kode Aset Tetap Perolehan kenntiai Perolehan Aset Tetap) Keterangan

50,000,000 pat :

Nilai perolehan
Rusak Ringan sem dikewanui

50002000
2an

101000,000 Baik

18:000000 Da
|

sooo.odo Baik

40,000,000 Bak

. 4000.000.
Baik .

120,000.000 pe

30,000,000
'

1 Pembangunan J-mbatan dalam Konatruksi Konstruksi 201 65,000,000

Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 20x 485,099,000
7 Dilsi dengan Baik (Bj, Rusak Ringan (RR),dan Rusak Berat(RB)R

Ri



“

T.3. Format Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun LAMPIRANII : PRATURAN NEGERI..
NOMOR TAHUN
TENTANG: LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB NEGERI

LAPORAN RBALISASI KEGIATANPERIODE 01 JANUARI- 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA) / Ol JANUARI- 31 DESEMBER”
TAHUN ANGGARAN: NEGERI -

KECAMATAN -

KABUPATEN -:

PROVINSI me
|

j
MAAN sanak

OUTPUT
—SunBer

DANAKODE
"

|
5 ,

0. Dena | Alokasi | Lain- Bentuk|NAN INKA TAN IN, " REALISASI”... | Pena| 1MEENNG PL URAUN. .

NAMAOUTPUT.| |...) KENGANA 0 Negeri'| Negeri | Iain | 121
“Volume Satuan) Angearan |- Volume (satuan

TE Capaian(YG | Rp) | (Rp) Rp) !. 3 .
. .

5:1 2 3 4 5 : 52 7 8 10 11 12 13 14 :

aftbftc

Jumlah

Kepala Pemerintah Negeri
,

ttd ,

(oo )Keterangan:
.«Pilih

salah satu ,
Cara Pengialan Kolom: pa pn rn " "

-
Kolom |: Gi dongan Kode Rekaning Fidang, Bub Bidang dan Ketan 2 , 0

. (8 Untuk Kode rekening Bidang, , .
' Kan Pa . PN ,

. b, Kode RekeningSub Bidang dan . 0001 NN '
. ."

c, Kode Rekening Kegiatan “

Kolom 2 |

isi nomenklatur jera kogatan sebagaimana tetarituga dalan APB Negeri yang tlah laksanakan.
“0

Kolam 3 1 diisi nama output dari kegiatan .

Kolom 4 1. diisi volume kegiatan yang direncanakan.
. . ,Kolom 5 1 diisi satuan volume:

:
:

.
-- “ - jembatan/bangunan/barang atau yang sejania " mnit :

. .
"

»- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenira M . -

pa«

kegiatan non Eaik
- paket

Kolom 6 : , Ski dengan jumlah dana yang dianggarkan.
Kolom 7 “diisi vdlime keglatan yang terealisasi.
Kolom 8 - 1 diisi satuan volums.
Kolom 9 ! diisi renlisasi anggaran yang digunakan. .
Kolom 10 1 diisi dengan progres prosentasecapaian.
Kolom 11 2 disi dengan jumlah penggunaan Dana Negeri (DP),
Kolom 12 : diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Negeri (ADD),
Kolom 13 : diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana selain DD dan ADD.

K
N

Kolom 14 Ya

"38

digi
IG

3
8 |

8

|



:

T.4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Negeri

LAMPIRAN Ili:: PERATURAN NEGERI
"NOMOR TAHUN
TENTANG: LAPORAN

:
|

PERTANGGUNGJAWABAN .

REALISASI APH NEGERI

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH,' DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE NEGERI

Nceerl .
,

Kecamatan
Kabupaten ,
Provinsi

— —— “Kegiatan - :

| Anggaran
| No. Program Jenis Lokasi ji Volume | Satuan Jumlah Sumber Dana

"eioosi sanad ed tg oogi eren ena rn

kh
Pa (00

Kepala Pemerintah NegeriA
1



U. Format Peraturan Negeri tentang Penyertaan Modal dan Dana Cadangan
:

U.1. Format PeraturanNegeri tentang Penyertaan Modal PemerintahNegeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI... (Nama Negeri)
(KABUPATEN MALUKU TENGAH -

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR .... TAHUN "

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NEGERI -:

PADA BATAN USAHA MILIK NEGERI
|

TAHUN -.

|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAFIA BSA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI Fa

AN.

14

Meriimbang : & bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Negeridan Pendapatan Asli Negeri diperlukan suatu badan yang
menampung seluruh kegiatan di bidang Ekonomi dan/ataupelayanan umum yang dikelola-oleh Negeri:

. b. bahwa untuk meningkatkan Usaha BUM Negerimaka perlu“ adanya" penambahan modal melalui Penyertaan ModalDp

. PemerintahNegeri pada BUM Negeri :.
NN Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudNN dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan -PeraturanNegeri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Negeri ..

an

Badan Usaha Milik Negeri ... Tahun .... :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat. dan Pemerintahan”
Daerah:

2. Undang-Uridang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
.. Peraturan Perundang-undangan: .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
'

Daerah:
5. .Perataran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

: Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,

.
6. Peraturan Pemerintah Nonior 60 Tahun 2014 tentang Dana

|

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Negara,

7. Peraturan Menteri: Dalami Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan diDesa:

:8. Peraturan Menteri Dalami Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, -

MW



Menetapkan -:

10.

11.

12.

13.

is.

Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan :

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa,

|

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi . Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
PengambilanKeputusanMusyawarah Desa,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.

1 Tahun 2016
tentangPengelolaan Aset Desa:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

9.

1

“2019,.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang PengelolaanKeuangan Desa:Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor.
Tahun

tentangAnggaran Pendapatan
dan Belanja

Daerah
” Tahun Anggaran..

16. Peraturan Bupati “Maluku Tengah
'

Nomor Tahun ....h
| tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Tahun Anggaran :
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri:
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun.. tentangPedoman Pengadaan Barang dan Jasa di

Negeri dalam wilayah -

Kabupaten Maluku Tengah:
Peraturan Negeri - Nomor ... Tahun .. ..tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan BUM Negeri di Negeri : |Peraturan Negeri Nomor... Tahun ....tentang APB NegeriTahun Anggaran ....: N

Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Nomor ... Tahun
...tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran -

dan seterusnya,
|

.
?

Dengan Kesepakatan Bersama
-

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
B

dan
KEPALA

A PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)P

MEMUTUSKAN:

PERATURAN NEGERI TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH NEGERI

PADA
BADAN USAHA.MIILIK NEGERI

TAHUN..
-. BABI

KETENTUAN UMUM.
'

Pasal 1.

Dalam. Peraturan Negeriiniyang dimaksud dengan:l. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah “yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
(setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat,
hak asal-usul,

At:



10.

11.

12.

dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
' sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Negeri. adalah Penyelenggaraan urusan2. - pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan
Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam “sistem Pemerintahan Negara
Konatian Republik Indaneain,

. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau3.

Raja dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahan Negeri.
Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat
BPN atau Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Negeri.

|

Sariri Negeri adalah lembaga/badan . yang merupakan
perwujudan . demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara
“pemerintahan Negeti, berfungsi. sebagai badan legislatifyang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk
Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab. dari Kepala Pemerintah Negeri serta
merupakan badan yang mendampingi Kepala.Pemerintah
Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai

1 tugas dan wewenangyang dimilikinya.
Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri adalah Pemimpin

'

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam
wilayahKabupaten Maluku Tengah.

Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar
kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.

. Perangkat Negeri adalah Perangkat Negeri yaitu unsur
“pembantu Kepala Pemerintah

Negeri dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya. |

Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa :

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Negeri.
Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri.
Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP
Negeri, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Negeri untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya
disebut APB Negeri, adalah rencana

keuangan
tahunan

Pemerintahan Negeri.

4.

5.

6,

7.

8.

9,

AM



13.

14.

15.

16.

| 17.

18.

-19,

20.

2.

22.

'Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pelaksanaan . pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat.
“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang. diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik
pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun padatahun anggaran berikutnya.
KekayaanNegeri adalah barang milik Negeri yang berasal
dari kekayaan asli Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belania Negeri atau perolehan:hak lainnya yang sah.
.Kekayaan Negeri yang dipisahkan 'adalah kekayaan Negeriyana beraaat dari Anesadan Pendapatan Hai Doleda Ncgeu
dan /atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan
penyertaan modalPemerintah Negeri pada BUM Negeri.Badan Usaha Milik Negeri, selanjutnya disebut BUM Negeri

| adaiah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki. oleh Negeri melalui penyertaan secara

'

langsung yang berasal dari kekayaan Negeri yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk

sebsar-besarnya kesejahteraan masyarakatNegeri.
|

Penyertaan Modal Pemerintah Negeri adalah pengalihan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk. diperhitungkan sebagai modal atau
saham Negeri pada BUM Negeri.
Musyawarah Negeri atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negeri,
.Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan

Negeri
untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.
Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu hasil
keputusan dari Musyawarah Negeri dalam bentuk

“kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Badan

Permusyawaratan Negeri dan
Kepala:Pemerintah Negeri.

Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala. Pemerintah Negeri setelah
“dibahas dan disepakati bersamaBPN/Saniri Negeri.
Keputusan Kepala Pemerintah Negeri adalah semua
keputusan yang . bersifat mengatur dan merupakan
pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan
Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Att



DataMena

Ya BAB Ii ana
PENYERTAAN MODAL

B

Pasal2 -
Dengan Peraturati 'Negsri ini

ditetapkan
Penyertaan Modal

Pemerintah Negeri
. Yahun: Anggaran

. . pada Badan Usaha
MilikNegeri,

(1):

(2)

(2)

(3)

(4

(S)

tg

BAB II
—

TUJUAN :
|

Pasal3
Penyertaan ' Modal Pemerintah Negeri » sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan "untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat
ekonomis berupa peningkatan perekonomian Negeri dan
peningkatanPendapatan Asli Negeri.Untukmencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Negeri .... dilaksanakan

'

berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap
memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

n

ta

— BABIV
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DANA PENYERTAAN
MODAL,BESARAN, SUMBER DANA DAN JANGKAWAKTU

|

Pasal 4
| Pehanggungjiwab “pengelolaan Dana Penyertnan Modaladalah Badan UsahaMilikNegeriBadan “Usaha Milik Negeri -——- wajib

(1

mempertanggungjawabkan pengelolaan Dena Penyertaan
. Modal kepada Pemerintah Negeri pada setiap akhir tahun
anggaran sesuai staridar

akuntansi pengelolaan keuangan
Negeri.

sa

Besarnya Penyertaan Modal Pemefintah Negeri....pada Badan
Usaha Milik Negeri - adalah sebesar. Rp”
fl” -Rupiah)..

|

|Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diserahkan oleh Pemerintah Negeri kepada Badan Usaha'
Milik Negeri ..... secara bertahapyang diatur sebagai berikut:a. tahap I, sebesar 60 Y (enam puluh persen): dan
b. tahap II, sebesar 40 X4 (empat putuh persen)
Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) bersumber dari APB Negeri Tahun

:

Anggaran sebesarRp ....... (......rupiah) 5 '

Dana Penyertaan.Modal 'tahap kedua sebagaimana dimaksud

h

A

"- dalam ayat (4) bersuraber'dari APB Negeri Tahun
Anggaransebesar Rp (

rupiah)



“a)

“(3

(4)

ISI

BAB V
.PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pencairan Dana Penyertaan Modal dilakukan melalui proses
pemidahbukuan dari Rekening KasNegeri (RKN) ke Rekening

Pasal5

—

Badan. Usaha Milik Negeri... dan atau melalui penyetoran

dari Bendahara Negeri ke
Rekening

Badan Usaha Milik Negeri

PencairanDana Penyertaan: Modal tahap Idilakukan setelah
Direktur /.Pimpinan/Ketua ' Badan Usaha Milik Negeri

a

(2)
aTj

menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dokumen .

persyaratan sebagai berikut:
a. Peraturan Nagari tentang Pemberitislian Badan tanha

Milik Negeri 5

b. Surat. Keputusan Kepala Pemerintah
: Negeri tentang

Pengangkatan pengurusBadan Usaha Milik Negeri :,

h

“—.. Ariggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Badan.

. Usaha Milik Negeri : .

d. Proposal pengajuan penyertaan modal oleh. BUM
“ Negeri : (lihat pasal 35 ayat (6) Perbup PKN)
Pencairan Dana Penyertaan Modal tahap I! dilakukan setelah
Direktur /:Pimpinan/Ketua Badan Usaha Milik Negeri
menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri dokumen
persyaratan berupa laporan perkembangan pengelolaan Dana
Tahap I Penyertaan Modal Badan UsahaMilik Negeri
Kepala Pemerintah Negeri dapat menunda dan atau
membatalkan Dana Penyertaan Modal Tahap II apabila

'

Kepala Pemerintah Negeri menilai bahwa Dana Penyertaan
Modal TahapI tidak dapat dikelola dengan baik.
Penggunaan Dana Penyertaan Modai dianggarkan dalam

. proposal usaha yang telah disusun oleh Badan Usaha Milik
Negeri dandiproses sesuai ketentuanyang beriaku.

|

Bana . BAB VI .

"
|

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6
—

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Negeri 1:ini, sepanjang' teknis: pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan/atau Keputusan Kepaia Pemerintah
Negeri.

Htih



Pa Pasal 7
PeraturanNegeri inimulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memierintahkan
pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri...
(nama Negeri).

|

Ditetapkan di

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama. Negeri)

NAMA '

Diundangkan di...
pada tanggal...

SEKRETARIS NEGERI ... Nama Negeri),

tanda tangan
|

|

NAMA

da tangan

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

Ah



U.2 Format Peraturan Negeri tentang Dana Cadangan

Menimbang

Mengingat

CZW

KEPALA LememANNEGERI... (Nama Negeri)
' KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PERATURAN NEGERI... (Nama Negeri)
NOMOR TAHUN

|

|

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGANN
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
Da

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan KeuanganDesa, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananyatidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran, -

Pemerintah Negeri dapatmembentuk dana cadangan,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentangPembentukan Dana Cadangan:

a.

b.

a

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan. Daerah:

10.

Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tertangDesa: :

Undang-Undang Nomor' 23 Tahun 20 14 tentang PemerintahanDaerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana:Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara,
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa,Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015tentang.Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

danKewenangan Lokal Berskala Desa,Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

. Pengambilan KeputusanMusyawarah Desa,

Bh

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.



10.

11.

“19.

13.

14.

Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat
, BPN atsu Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan

4.

perwujudan demokrasi “dalam -

penyelenggaraan
Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur

penyelenggaraPemerintahan Negeri.
Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan
perwujudan .demokrasi dalam penyelenggaraan

“

pemerintahan Negeri dan sebagai unsur pen:

5.

perneyintahan Nogosi, bortungai sobugal badan Jaglolaur
yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri "membentuk
Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab dari Kepala Pemerintah Negeri serta
merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah
Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang
yang dimilikinya.

|

Kepala Pemerintah Negeri atau RajaNegeri adalah Pemimpin
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wilayah

6.

KabupatenMaluku Tengah.
Raja atai yang disebut dengan nama lain adalah Gelar
kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
wewenang untuk mengatur dan "mengurus kepentingan
masyarakit setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adatistiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.
Perangkat Negeri adalah Perangkat Negeri yaitu unsur

7.

8.
. pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang.berhubungan dengan

pelaksanaan

9.

—-.hak

dan kewajiban Negeri. :.

: Per:gelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan

1

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
—

pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri.
Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP
“Negeri, adalah penjabaran

'

dari Rencana Pembangunann
Jangka MeriengahNegeri untuk jangka waktu lisatu) tahun.
Anggaran.Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya
disebut APB Negeri, adalah rencana

keuangan
tahunan :

Pemerintahan Negeri:
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
-Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

. pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan
. masyarakat. '

Alokasi DanaDesa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota“setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kerabali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Ruh



“16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ruang lingkup peraturan Negeri ini meliputi:
2-3

(1)

(2

Kekayaan Negeri adalah. barang milik Negeri yang berasal
dari kekayaan. asli Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negeri atau perolehan
hak lainnya yang sah. |

“Kekayaan Negeri yang dipisahkan adalah kekayaan Negeri
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
dan. /atau sumber-sumber Jain yang sah untuk dijadikan
- penyertaan modal Peinerintah Negeri pada BUM Negeri.

.. Pembentukan Dana.Cadangan adalah dan yang disisihkan '

Hata merias deburan pak Hina dina pang
cukup besar yang tidak

dapat dibebankan
sekaligus dalamsatu tahun anggaran. .

"Musyawarah Negeriatau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah.antara Badan Permusyawaratan Negeri,
Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri untukmenyepakati hal yang bersifat strategis.
“Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu hasil
keputusan dari. Musyawarah Negeri dalam bentuk
kesepakatan yang “dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Badan: Permusyawaratan Negeri dan Kepala
Pemerintah Negeri. . '

Peraturan Negeri -adalah peraturan perundang-undangan
. yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah .

dibahas dan disepakati bersama BPN /Saniri Negeri.
Keputusan Kepala : Pemerintah . Negeri adalah semua
keputusan yang bersifat” menantur dna meriipsa
“pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan

la

Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan kernasyarakatan.

“. BABII
|

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip dana cadangan,
Tujuan dana cadangan,
Besaran dana cadangan:

b.
c.

. Sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya:
Tahapan pelaksanaan

program/kegiatan yang dibiayai darie.

“dana cadarigan:
Pengelolaan dana cadangan, dan£

Ketentuan penutup.:g

“BAB 1—

PRIN:SIP DANA CADANGAN

| |

Pasal 3

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang
diteritukan setelah

jumlah dana cadangan yang disisihkan
tercukupi.
Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
'kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

pke



Menetapkan :

11 Peraturan Menteri Dalam"Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentarig

Pengelolaan AsetDesa,|

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas

. Penggunaan Dana
Desa

Tahun :

2019,
13. Peraturan.Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang: PengelolaanKeuanganDesa,
14. Peraturan Daerah KabupatenMaluku. Tengah Nomor

Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja:Daerah
Tahun Anggaran :

. 15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun sa.

tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan

dan Belanja Daerah -
Tahun-Anggaran ......j

16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun .....
: tentang Pedoman Pengelolaan.Keuangan Negeri:|

17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor.... Tahun.. . tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayahKabupaten Maluku Tengah:

nda

“1 18.Peraturan Negeri .:.... Nomor ... Tahun .. ..tentang Pendirian,
Pengurusan dan

Pengelolaan BUMNegeri di Negeri :
19. Peraturan Negeri......

Nomor
. »

Tahun
.
-tentang APB Negeri

Tahun.Anggaran.. |

20. Peraturan Kepala
1
Pemerintah Negeri - Nomor ...Tahun

...tentang Penjabarari APB N
egeri Tahun2 Anggaran

nTr

21 dan seterusnya,
|

Dengan Kesepakatan:Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)dan

"

KEPALAPEMERINTAH NEGERI (NamaNegeri)
"

, MEMUTUSKAN:
“

.
PERATURAN NEGERI"“TENTANG PEMBENTUKAN DANACADANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1
|

DalamPeraturan Negeri itiniyang dimaksud dengan :

“1. "

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki“3

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
“setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,—

dan /atau hak tradisidnal yang diakui dan dihormati dalamsistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dz

2. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan
PermusyawaratanNegeri atau Saniri Negeri dalam mengatur“.dan mengurus - kepentingan masyarakat: setempiit

“berdasarkan “asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuari Republik Iridonesia.:8. |
Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau
Raia dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur
penyelenggara PerherintahanNegeri.

perih



: BABY
TUJUAN DANA CADANGAN

Pasai4
Tujuan penetapan

'

dana.! cadangan adalah untuk membiayai
program pembangunan:

n

4)

(2)

BAB V |

- BESARAN DANA CADANGAN

Pasal5
Besaran dana cadangan untuk prograrn" kegiatan

sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ditetapkan sebesarRp.( — rupiah). :

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)—

dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

BAB VI
SUMBER DANA CADANGAN DANRINCIAN

PEMBENTUKANNYA

B

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

W)

Dana cadangan sebaga! dimaksud dalam Pasat 8 ayat
(1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Negeri kecuali
dari Dana Desa dan penerimaan lain yang penggunaannya '

dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Penyisihan atas penerimaan Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang
dimulai sejak Tahun Anggaran sampai dengan Tahun
Anggaran ,dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahun Anggaran..... sebesar (.- rupiah):
b. Tahun Anggaran .... sebesar rupiah):
c. Tahun Anggaran .... sebesar ( rupiah), dan
'd. Tahun Anggaran .... sebesar ( rupiah).

BAB.VII |

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
—. YANG DIBIAYAI DARIDANA CADANGAN

'

Pasal .. .
Pelaksanaan program/kegiatan - sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ditetapkan pada tahun
Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ditetapkan untuk
Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan
tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal! 8
Pengeluaran yang akan disisinkan untuk pembentukan Dana
Cadangan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 5.
dicantumkan dalam APRNegeri pada sisi Anggaran
Pembiayaan.

Alok



V. Forma Berita Acara Rapat Penetapan Tg Na

V.1 Format Berita Acara Rapat Penetapan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai
untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial |

PR

| BERITA ACARA |

|

PENETAPAN KRITERIA KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI TAHUN ANGGARAN
NEGERI

KECAMATAN .
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pada hariini tanggal Tahun bertempat di
Kantor Negeri : . Kecamatan |

Kabupaten Maluku
Tengah telah: diadakan Rapat Antara Pemeriritah Negeri dengan Badan
Permusyawaratan Negeri dalam rangka Penetapan Kriteria Kegiatan Yang Dapat
Dibiayai Untuk Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial Pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran KecamatanNN Kabupaten Maluku Tengah. |

Rapat dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sertaPimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana daftar hadir. terlampir, Ng pas Ja ' to. .
. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok

hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : KN
1. Menetapkan Kriteria Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Untuk

Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada
Anggaran Pendapatan Dari Belanja Negeri. Tahun
Anggaran —. Kecamatan :

Kabupaten Maluku
Tengah yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinyabencana alami dan bencana sosial: berupa kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat- kejadian bencana untuk menangani dampakburuk yang ditimbulkan, meliputi: Tg
a) kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda,
b)pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan

pengungsi: dan
|

:

c) penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

t.

k

2. Realisasi Belanja Tak Terduga atas kegiatan tersebut di atas untuk
Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran

—

. Kecamatan |

Kabupaten Maluku
Tengah dilaporkan sesuai dengan kuitansi/pengeluaran/belanja yang
dilakukan. |

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 merupakan bagian dari
Laporan Pertanggungjawaban APB Negeri. |B

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan. : |

|

|

aa | 20”
KEPALA PEMERINTAHNEGERI”. |

KETUA BPN

MM



D0 DAFTAR HADIR RAPAT
PEMERINTAH NEGERI DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERIN

NEGERI 3
“KECAMATAN :

|
:

| KABUPATEN :MALUKU TENGAH
- TANGGAL"

NO NAMA
| JABATAN..| TANDA TANGAN

T
,

1
|

2 2

3 (3
AA

|

4
5 5.
6 6
7 7
8 8
9 9

10I IV I I10
11 Ti
12

|

12
13 13

14 . 14
15 1s
16

: Tan Tg
Dst| Ka aa 007

|

|

, 20

KEPALA PEMERINTAHNEGERI” KETUA BPN .

ketat



V.2. (Format Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Kondisi Keadaan
Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan

1

BERITAACARA MUSYAWARAH NEGERI
|

PENETAPAN KONDISI KEADAAN MENDESAKDAN MASYARAKAT MISKIN
YANGMENGALAMIKEDARURATAN

PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGERI2 TAHUN ANGGARANNEGERI. : KECAMATAN —0

KABUPATEN MALUKU TENGAH”.

Pada hariini
”— .. “tanggal Ne ..

:
Tahun bertempat di

Kantor Negeri : '

- Kecamatan aa 5 Kabupaten Maluku

TENGAH

Tengah telah diadakan Musyawarah Negeri dalam rangka Penetapan Kondisi
Keadaan. Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan
Pada Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
. Kecamatan. . |. Kabupaten Maluku Tengah

MusyawarahNegeri dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri danPerangkat
Negeri, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeri serta Unsur.'

Masyarakat sebagaimana daftarhadir terlampir. .

Dalam Musyawarah Negeri tersebut telah:diperoleh kata sepakat mengenai- , 'POkbk-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:“1. Menetapkan adanya Kondisi Keadaan Mendesak dengan adanya
Masyarakat Miskin . Yaug Mengalami Kedaruratap' Pada Anggaran|

Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun “Anggaran
.

00. Negeri .

|

Kecamatan
”

Kabupaten .

Maluku Tengah : Ka

|

2. Daftar Nama Masyarakat Miskinyang mengalami Kedaruratan dan
Besaran Nominal.Belanja

sebagaimana. dimaksud pada nomor 1 yakniag sebagai berikut:

1

h

1) Nama Lengkap
Alamat

2) Nama Lengkap
Tg Alamat

3. Realisasi Belanja TakTerduga atas kegiatan tersebut di atas untukKondisi Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami
Kedaruratan dari Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negeri .. Tahun Anggaran Kecamatan
Kabupaten Maluku Tengah . dilaporkan sesuai . dengan
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

.4. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 3
merupakan bagian dariLaporan

Pertanggungjawaban APB Negeri.
Demikian Berita AcaraRapat |ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya dan apabila di

kemudian hari. ternyata terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan: . 0.

KEPALA PEMERINTAHNEGERI”. KETUA BPN”

—

PERWAKILAN UNSURMASYARAKAT NEGERI

nh



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH NEGERI(NEGERI:

KECAMATAN -

KABUPATEN : MALUKU TENGAH
TANGGAL : i

NO NAMA
|. JABATAN . TANDA TANGAN

2 f2
3" 3

ap 4
5 5:
6.

|

6
7 7

:

8
|

8

9 “la. |

10
|

(z0
MN 1

|

12 12
13 13
14 | tata .. OI nge ai.

1S Bapa
16 16
Dst 17

| po 20

KEPALA PEMERINTAH NEGERI :

KETUA BPN

PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT NEGERI

pt



W. Standarisasi Biaya Perjalanan DinasUntuk Aparat Pemerintah Negeri Dan

Pn

Honorarium Pengelola Keuangan Negeri

W.1.1. Biaya Perjalanan Dinas UntukRapatPemerintah Negeri
|

“RINCIAN BIAYA PERJALANAN
|

(Rapiah) KetURAIAN KEGIATAN —

uTransport Transport ang
P.P Lokal | “Tum

| Yarian
Perjalanan Dinas Dari Negeri ke Ibukota Kecamatan Dan Atau Dari Negeri Ke Dusun
KPN/Ketua BPN Rp.5.000/Km |

' - |

Rp-50.090/Hari
Sekretaris Na

,Negeri/Wakil Ketua |

Rp.5.000/Km -
|

Rp.50.000/Hari
BPN na Bea Me

s
Agro

. 5.0 ooh. .50.000/HariNegeri/Angwota BPN Rp.5.000/Km | . Kan Rp /
ari.Non Perangkat .

'

Tag -. .50.000/ HariNeseri Rp.5:000/Km 0 Rp 50.00
/

Perjalanan Dinas DalamDaerah (Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota
Kabupaten/Ibukota Kecamatan Lain) dan LuarDaerah (Provinsi dan Lu: Maluku

Mengikuti Standar BiayaPerjalanan

Standar Biaya Perjalanan.Dinas

KPN /Ketua.BPN | Dinas sesuai Peraturari Bupati tentang Setara Gol.III
NN | Standar Biaya Perjalanan Dinas |

Sekretaris Mengikuti Standar Biaya Perjalanan . aNegeri/Wakil Ke Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang | Setara Gol.IIIBPN Standar Biaya Perjalanan Dinas '

Perangkat Mengikuti Standar Biaya Perjalanan
Negeri/Anggota BPN Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang .| Setara

Gol.IIStandar Biaya Perjalanan Dinas .

Mengikuti Standar Biaya Perjalanan
|

Ne angka
t

Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang | Setara Gol.Il.

Kh

1

Pe
1

1



W.1.2. Daftar Rincian Estimasi Jarak«Terapuh Perjalanan
Dinas

(Tanpa Kenderaan):
. URAIAN JARAK

|

“Kecamatan Seram Utara
1. Negeri Elemata- Negeri Kaloa 20 Km
2, Negeri Hatuolo - NegeriKaloa .. 3 50 Km
3. Negeri Manusela- Negeri Kaloa | 100 Km

“4. Negeri Kanikeh -. Negeri Hualu .
48 Km

5. Negeri Maraina - Negeri Kaloa 104 Km -

Kecamatan SeramUtara Timur Kobi
'

1. Negeri Maneo Rendah - Negeri Waimusi 124 Km
2. Negeri Kabauhari - Negeri Sariputih 100 Km
3. Dusun Maneo Tinggi - Dusun Kabaitu 100 Km

4. Dusun Maneo Tinggi - Dusun Maneo Rendah 20 Km
S5. DusunManeoTinggi - Dusun Siahari :

1100 Km
6. Dusun Manoo TInggt » Dusun Siliha 120 Kru

| Kecamatan Seram Utara Timur Seti
1. NegeriAketernate- Dusun Patkalaman |

50 Km
2. Negeri Seti - Dusun Lubi 50 Km

Kecamatan Tehioru
|

1. Negeri Telutih Baru - Dusun Waelomatan 14 Km

Ab

PP

a

K

F



W.2.1. Honorarium Pengelola KeuanganNegeri

HONORARIUM
dalam Milyar RuPERINCIAN PEKERJAAN SATUAN

M
piah)

| sd os diatas | diatas di atas2UU“ L0S5s/d1l | 15s/d2 :

Pengelolaan Keuingan Negeri:
Pemegang Kekuasaan . ' ai TN
Pengelolaan Keuangan | Org/bin 1300.000 | .350.000”

1 400.000 | 450.000

Koordinator - Pelaksana
Pengelolaan Keuanganj Org/bin |250.000

|

300.600 | 350.200 | 400.000
Negeri (KPPKN) : 0

|
Bendahara Negeri Org/bln 200.000 250.000 300.000 | 350.000
Pelaksana -

| Kegiatan . . KN, |

Anggaran/Pelaksana . Org/bin/ ne

Pengelolaan. KG y| “bidang ”1150:000 |. 200.000. |
250.000

| 300.900
Negeri (PPKN) ... Ian : 0
Operator Sistem Informasi|

|

Keuangan : D Oh. : | : '

(SISKEUDES) ' atau name| Org/bin 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000

lain
|

I '

ara



W.2.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Negeri

1

'

kegiatan,

Setiap program “kegiatan pekerjaa konstruksi dibidang pembangunan
Negeri, dapat dialokasikan Biaya Umum maksimal 446 fempat per seratus)
dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang
ditetapkan. .

t

. Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksuddi pada
angka 1, digunakan untuk:

|

ON

knU2.
a

a. biaya musyawarah. Negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan antara
lain untuk penyusunan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunandan evaluasi pelaksanaan kegiatan:

|

anb. biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama
kegiatan:

Kn

|

C. honorariumjasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain
dan RancanganAnggaran Biaya (RAB) bidang pembangunan,

|

| &. honorariumTin Pelaksana Kegiatan (TPK)Dana Negeri, dana
e. honorarium Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri:

- Biaya musyawarah Negeri dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan
3.

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf a, dialokasikan maksimal: 1044: (ima per seratus) yang diambil dari
.BiayaUmum setiap programkegiatan.

aa

:

1

Aa

- Biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama
4,

kegiatan sebagairnana dimaksud pada angka 2 huruf b, dialokasikan
maksimal 1096 (sepuluh per seratus) yang diambil dari Biaya: Umum setiapprogram kega

. Honorarium jasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain dan
5.

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 2huruf c, dialokasikan
maksimal 506 (lima puluh per'seratus) yang diambildari Biaya Umum setiap program kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dana Negeri sebagaimana dimaksud

(3

pada angka 2huruf d, dialokasikan maksimal 1595 (lima belas per seratus)yang diambildari.Biaya Umum. setiap program kegiatan. |

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
'

(PPHP) Dana Negerisebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dialokasikan senilai 1545
(lima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program

7.

&



“Xl Format Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan.dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Negeri tentang APB Negeri

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
KECAMATAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Alamat
' KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI"

Menimbang :

Mengingat
|

KECAMATAN - KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NEGERI
TENTANG APB NEGERI TAHUN ANGGARAN

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN

NEGERI

“bahwa 'berdasarkari ketentuan pasal 32 ayat2 Peraturana.
Menteri Dalam: Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentangPengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan“Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa:
bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan
Permusyawaratan Negeri telah dibahas dan : sepakati
bersama antara Kepala Pemerintah Negeri dan Badan
Permusyawaratan Negeri atasRancangan Peraturan Negeri

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
Tahun Anggaran
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKetua ' Badan - Permusyawaratan '

Negeri tentangPenyepakatan Rancangan Peraturan. Negeri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

b.

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran2

Negara Republik Indonesia Tahun. 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52834):
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran

1 Negara Republik |

Indonesia Nomor
5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

3.

4,

. Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
'beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor -23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah . (Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59):

5.

Ket



6.

7.

8.

9.

“10.

11.

12..

“ Menetapkan

KESATU .

KEDUA

KETIGA

|

Peraturan Pemerintah Nomor 43. Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan
Lembaran Negara' Republik Indonesia Norior

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037):
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

. tentang Pengelolaan Keuangan Desa . (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun —

tentang Badan Permusyawaratan Negeri
Peraturan BupatiMaluku Tengah Nomor Tahun

1

. MEMUTUSKAN :

Menyepakati Rancangan Peraturan Negeri tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini. |

Rancangan Peraturan Negeri
— ”

tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi. :

Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
“ NEGERI

. KETUA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Maluku Tengah di Masohi: :

2. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah diMasohi,

hla

3. Camat

tr



aa LN

xX.2 Format BeritaAcaraHasilMusyawarah
BPN.

|

. BERITA ACARA
HASILMUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERINEGERI KECAMATAN

“ KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pada hari ini “ tanggal ..” bulan.” tahun |” bertempatdi
Kantor Negeri Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah telah
dilaksanakan Musyawarah Badar Permusyawaratan Negeri dalam rangka
Pembahasan Rancangan Peraturan Negeri | tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Tahun Anggaran yang dihadiri oleh :

1. Kepala Pemerintah Negeri,
2. Perangkat Negeri, dan

|

3. Anggota BPN (sebagsitnanadaftarhadir terlampir).
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai RancanganPeraturan Negeri ............ Tentang.Anggaran Pendapatan dan Belanja NegeriTahun Anggaran -. :

Selanjutnya, Rancangan: Peraturan Negeri - TentangAnggaranPendapatandan Belanja Negeri Tahun Anggaran sebagaimana
dimaksud agardisampaikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi.

DemikianBerita Acara.ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala Pemerintah Negeri

|

: Ketua BPN, Negeri

“ra



DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWAAH BPN
NEGERI

— KECAMATAN
|

KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO
—

NAMA JABATAN ANDA, .
— — —— —
1.

Ketua BPN
2. Wakil Ketua BPN

3. Sekretaris BPN:

4. '

Ketua Bidang teen
&. Ketua Bidang
6. Anggota BPN.
7. Anggota BPN

8. Dst
|

9. Kepala Pemerintah
Negeri

10. Sekretaris Negeri .T — an -— -

12. .
Kaur

13. Kasi

14.
:

“ Kasi
15.

Kasi 2
16. dst

. Tempat, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui

0 |
|

Ketua

Ketua BPN, Negeri Sekretaris BPN, NegeriE

.

uh



Y. Format Keputusan Camat | |

0.

—Y.1 Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Negeri tentang APB Negeri:

PEMERINTAE KABUPATEN MALUKU TENGAHKECAMATAN Ia |

|

| Jalan Telepon

“KEPUTUSAN CAMAT”. KABUPATEN MALUKU TENGAH5 NOMOR - TAHUN
— TENTANG 0

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NEGERI :

TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA NEGERI

Meriimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN
- CAMAT

: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1)
a.

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor” Tahun
tentang. Pengelolaan Keuangan Negeri, . Bupati
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri—

tentang APB Negeri kepada Camat:ke
bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Negeri.

b.
. tentang APB Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat
.. dan disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri

- paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

1

diterimanya rancangan dimaksud:bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana- Gimaksud dalam hurufa dan hurufb, perlu menetapkan“Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi RancanganPeraturan Negeri
—

tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negeri Tahun Anggaran

, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan '. Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234), 2 4

Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014

r

Nomor. 7,. Tambahan Lembaran Negara Republik
, Indonesia Nomor 5495), '

|

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5679): .

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

4.

Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59):“Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentarig
AN

5.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diupah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

AK



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU -

KEDUA

KETIGA

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
'Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

— Republik Indonesia Nomor 5717):“6. " Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor l1o Tahun - 2016 tentang Badan| “Permusyawaratan .Desa (Berita Negara Republik

. Indonesia Tahun 2017 Nomor 89): | ..7.'. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara. RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037),

|9. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor

—. Tahun
”

tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
— Tahun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian- Perangkat Negeri : Tg12.. Peraturan. Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun: tentang Badan Permusyawaratan Negeri13. Peraturan BupatiMaluku Tengah Nomor Tahun

KD

aE

2 1. Surat Kepala Pemerintah Negeri Nomor sam for/--' Tanggal —— perihal Penyampaian Rancangan—

Peraturan Negeri - tentang APB Negeri Tahu
— Anggaran untuk dievaluasi: 52. Hasil Evaluasi -atas. Rancangan Peraturan Negeri

— tentang APB Negeri Tahun Anggaran ... Oleh Tim

n

Evaluasi Kecamatan - Kabupaten Maluku Tengah:3. Dan seterusnya
|

|

|

MEMOTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan: Negeri tentang Anggaran:Pendapatan: dan Belanja Negeri Tahun Anggaransebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Kepala: Pemerintah Negeri bersama BPN segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RancanganPeraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegeri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana : terlampir
pada Lampiran Keputusan ini, paling lambat 7 (tujuh) harikerja terhitung sejakditerimanya Keputusan ini.

: Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan BPN tidak
menindaklanjuti “hasil evaluasi dan tetap menetapkanRancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan-dan Belanja Negeri menjadi Peraturan Negeri, maka akan

ag” TU maa
oleh Camat.ik

4



KEEMPAT : Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negeri sah

apabila memenuhi ketentuan

perundang-undangan.
KELIMA . Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-1

La

“Ditetapkandi. - gm

para Pangan namanya ..

CAMAT

Tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikari kepada Yth :
1. Bopeti Maluku Tengah di Masohi,
2. Wakil Bupati Maluku Tengah di Masohi,
3 Sekretaris Daerah Kabupaten Meluku Tengah di Masohi:
4. InspekturKabupaten Maluku Tengah'di Masohi:5. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah di Masahir ,
6.

Kepala BaperlitbangKabupaten Maluku Tengah: |

7.
Kepala DPMNPFPA KabupatenMaluku Tengah di Masohi:

|

Kepala Bagian Perncrintahan dan Otda Setda Kabupaten Matuku T di9.
Kepala Bagian Kutarm Setia Kabupaten Maluku Tengah

di
Mato: Masohi:10, KetuaBPN Negeri

aN
3

54D.FE

ahh



Y.2 Formt Lampiran Keputusan Camat tentang Hasil
Tn

Evaluasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri .

LAMPIRAN": KEPUTUSAN CAMAT
L..

NOMOR TAHUN
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGANPERSTURAN NEGERI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATASDAN BELANJA
NEGERITAHUN ANGGARAN

. No | Asnek/Komponen Periksa” - pa |

Ta —aa—

“
La

|

Keterangan
. pa Ba NN aan | . Ya Tidak

0 Di

1
|

Aspek Penulisan Produk Hukum
|

Pada konsideran menimbang:
11 - :

Pada konsideran mengingat:
ama 2.1.2 "ANN

Megan Cc.
1.3 Penulisan tanggal penetapan ....
2 Aspek Administrasi dan Legalitas

12.1 Semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap
22 Pengajuan Rancangan Perneg tentang APB Negeri atau Rancangan Perneg :

.
|

tentang Perubahan APB Negeri telah dilakukan tepat waktu PE
23 BPN telah menyepakati Rancangan Perneg

tentang
APB Negeri/RancanganH

Perneg tentang Perubahan APB Negeri KE

3 Aspek Perencananr, Pembangunan
31

| Kesesuaian format rancangan Perneg APB Negeri (Permendagri 29 Tahun
"

2018)
3.2 Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKPNeg).
3.3 Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumen

Appa



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMNegj
RAB dalam rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang3.4
penjabaran APB Negeri harus tetap ada

4 Aspek Kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai Permendes 19 Tahun |.2018 .
. | |

.

1, .rc#da

2.44
I EI IIIIIIEI

8 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri
51 |Jumum pa . 1
S1.1 .Raneangan Perneg tentang. APB Neg/Perubahan APB Neg . disusun|)

berdasarkan RKP Neg/RKP Neg Perubahan tahun berkenaan”
Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-5.1.2

. . . .
: ."| undangan . .

.8.2 Pendapatan .

5.2.1 | Estimasi pendapatan rasional dan realistis |
NN

. Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Pendapatan Asll Negeri5.2.2 | rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Negeri | “. Ta
Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Dana Transfer rasional5.2.3 dan realistis |

5.3 Belanja ..
,

| .

5.3.1 |Penempatan pos belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
|

“——

|Lundangan “
5.3,2 | Kegiatan Belanja Negeri telah sesuai dengan Kewenangan Negeri

Program/Kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran5.3.3
(multyearsi| “.

Belanja Negeri yang telah ditetapkan dalam APB Negeri paling banyak 30x,
dipergunakan untuk:

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah5.3.4 Negeri
2. Penyediaan Penghasila Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Pemerintah Negeri dan

Perangkat Negeri -

Akh

n

t



4. Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKD
dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut,
listrik/telepon, dll)

S. Penyediaan Tunjangan BPN
6. Penyediaan Operasional BPN (Rapat-rapat, ATK, Makan-minum,

perlengkapan perkantoran,
pakaian. seragam, perjalanan dinas.

Listrik/telepon, dll) .

7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Pemerintah Negeri danS3 Perangkat Negeri sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

5.36 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BPN,serta insentif |
.

“—

RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalan Peraturan Bupati
I

Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah5.3.7
-

1memperhitungkan
tingkat k

kemahalan dan geografis (Standar Harga)5.4 Pembiayaan

5.41 Penempatan pos-Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang”—...Jjundangan
5.4.2.

|
Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan

5.4.3 | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Negeri .
5.4.4 Pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNeg

Penyertaan modal pada BUMNeg, telah sesuai dengan peraturan Perundang-
5.4.5 | undangan dan ditetapkan melalui Peraturan

Negeri
dan memenuhi nilai

kelayakan usaha
546 Evaluasi Perubahan APB Neg, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat“ SiLPA tahun anpgaran sebelumnya

154.7 Evaluasi Perubahan APB Neg, SiLPA.tahun sebelumnve telah digunakan“ seluruhnya
5.5 | Khusus |

5.5.1 | Belanja yang bersumber dari ADD sudah sesuai dengan ketentuan
ai

penggunaan ADD
552 Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan ketentuan—

penggunaan DD
Penganggaran Dukungan Dana Untuk Kegiatan PAMSIMAS yang5.5.3 belum selesai pada TA 2017 dan 2018.

s54 | Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat
kegiatan BursaInovasi Desa tanggal 1 November 2018.

Hk



5.5.5

lokal untuk bahan baku/material pembangunan dan penggunaantenaga kerja dari dalam Negeri minimal 30 4 dari biayapembangunan per kegiatan digunakan untuk membayar upah tenagakerja serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola)5.36 Kegiatanyang dianggarkan dari sumber Dana Desa ditujukan untukmesejahterahkan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas HidupManusia dan Penanggulangan Kemiskinan. .

Kal
Tanda tangan 1

.

NAMA (tanpa gelar dan pangkat) '

Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuar
dengan Program Padat Karya Tunsi (Memak-imalkan sumber daya

dA



Y.3 Format Keputusan Camat Tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri
Tentang APB Negeri

PEMERINTAH KABUPATENMALUKU TENGAH
KECAMATAN soweoooesesociobosesesooo0oooooooro0VA

Jalan Telepon —— ea

KEPUTUSAN CAMAT” KABUPATEN MALUKU TENGAH
D0

NOMOR
| TAHUN.»

TENTANG -

| HASIL KLARIFIKASI PERATURAN NEGERI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJANEGERI

Menimbang.

Mengingat

TAHUN ANGGARAN
'

CAMAT

. "bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2)
a.

Peraturan Bupati MalukuTengah Nomor Tahun
tentang Pergelolan Keuangan . Negeri, Bupati
mendelegasikan Klarifikasi Peraturan Negeri tentang APBNegeri kepada Camat:. Ta

:

bahwa hasil klarifikasi Peraturan. Negeri tentang APB
Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat dan

b.

disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri palinglama .30 (tiga puluh) hari: kerja terhitung sejak
diterimanya Peraturan Negeri dimaksud,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

. Keputusan Camat tentang Hasil Klarifikasi Peraturan- Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegeri Tahun Anggaran
|n

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2011.Nomor 82, "Tambahan Lembaran Negara Republik
2

Indonesia Nomor 5234):
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014“Nomor 7, “Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495),3.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

4.
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

| Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 5679):Peraturan Pemeriritah Nomor 32 Tahun 1950 tentangPenetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Berita Negara RI,Tahun 1950.Nomor 59): .... Peraturan Pemerintah. Nomor 43 ahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

T5

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran16.
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

'

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47"Tahun 2015 tentang Perubahan ' Atas Peraturan:Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan.Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014

ALA



Memperhatikan" :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :li. Bupati Maluku Tengah di Masohi:

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717):

' Peraturan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

7. Indonesia Tahun 2017 Nomor 89):
|

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
“tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 2091),8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan" Desa (Berita Negara Republik- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037): .

'9. Peraturan Menitteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1),10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor -

“Tahun
— tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri

Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor .....11: Tahun” di mebaarid Pengankkstan dah Pembarieidan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor

“Tahun tentang Badan Permusyawaratan NegeriPeraturan Bupati Maluku Tengah Nomor Tahun

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

1

1. “Surat Kepala Pemerintah Negeri ........ Nomor :... / ....
|... Tanggal....... » perihal Penyampaian Peraturan Negeri

sentannan tentang APB Negeri Tahun Anggaranuntuk diklarifikasi:
2. " Hasil Klarifikasi: Peraturan Negeri tentang APB

Negeri Tahun Anggaran oleh Tim KlarifikasiKecamatan Kabupaten Maluku Tengah:
3. Dan seterusnya

|
|

Tanocoai

8

" &
"

|

-
, UTUS

“

Menetapkan Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri
tentang APB Negeri Tahun Anggaran sudah sesuai
dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri sebapaimana dimaksud—

dalarn diktum KESATU menjadi pedoman Kepala Pemerintah
Negeri untukmenyampaikan informasi mengenai APB Negerikepadamasyarakatmelalui media informasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

— Ditetapkan di
|

- pada tanggal
|

CAMAT '

Tanda tangan , pa
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

1

12. Wakil Bupati Maluku Tengah di Masohi:
T

INN ,13.
Sekretaris Dserah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi! |

.

14, nspckbx Kabupaten Matiku Tengah di Mesohi:
'

15. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku: Tengah di Masohi:
16. Kepala Bapertitbang Kabupaten Maluku Tengah: "

17. Kepala DPMNPPPA KabupatenMaluku Tengah di Masohi:
'

,13.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi: ,

19, Kepala Baglan Hukum Setda Kahupaten Maluku Tengah di Masohi:

LM
h |

K IM13

FE'B

A
|

M
L H h

as

20. Ketua BPN Negeri

Ap



te

Z. Format surat pengantar
| an |Z.1 Format suat pengantar Kepala Pemerintah Negeri Penyampaian |

Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri untuk dievaluasi.

| PEMERINTAH KABUPATENMALUKU TENGAHKECAMATAN" :

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
Jalan |

Telepon an 0.

AG

, - 20

Nomor : ' Kepada
|Lampiran : 1 (satu) bendel . Nth. Camat

Perihal : Penyampaian Rancangan Kabupaten Maluku Tengah
- Peraturan Negeri tentang APB di-
Negeri Tahun Anggaran .....

1
1

untuk dievaluasi

'

Menindaklanjuti ketentuari Pasal -..« Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor....Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, maka terlampir bersama inidisampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Negeri
——

tentangAPB Negeri Tahun Anggaran —. yang telah dibahas dandisepakati. bersamaBPN serta kolengisamn dakrimon pendukhag arinya pang ra Ani23

|

1. Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tehun Anggaran
2. Rancangan -Peraturan Kepala Pemerintah Negeri -. tentang Penjabaran... APB Negeri Tahun Anggaran 2. o :

. 3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan. Negeri ...... tentang. APB Negeri Tahun Anggaran dan BeritaAcara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Hadir Musyawarah: "

,4. Peraturan. Negeri tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkanhak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri:5. Peraturan Negeri .. tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNegeri (RPJM Negeri) Tahun '

an6. Peraturan Negeri
| tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP

ri

Negeri) Tahun :dan .

. 0
|7. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan danacadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang PenyertaanModal dil (sesuai kebutuhan): : |

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan evaluasi atas Rancangan
|

Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran beserta berkas
kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perkenaannya disampaikan terima' kasih. an Tg

M KN KEPALA PEMERINTAH NEGERI



1
1m

.
tw Z.2 Format SuratPengantarKepalaPemerintah Negeri

Penyampaian

P

Peraturan
Negeri

tentang

APB Negeri Untuk Diklarifikasi ke Camat
05

n
kkB

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
'

: KECAMATAN".

PEMERINTAH NEGRI
-
ya aa.

Aimtabemdat "1.0 Yin” Camar
Penyampaian Peraturan TN

'

KabupatenMaluku TengahNegeri tentangAPB Negeri di-

Nomor
Lamp
Perihal 1K

Tahun Anggaran

Menindaklanjuti ketentuan Pasal.. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor...Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, maka terlampir bersama ini
E

disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri. Nomor Tahun
Pentang APB Negeri Tatrun Anggaran yang telah ditetapkan pada tanggal

'

van... -«. terdiri
atas

: :

.
.

(1, Peraturan
Negeri

—

Nomor
ie Tahun ...... tentang APB Negeri Tahun

2. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Nomor Tahun tentang

23
n

- Penjabaran APB
Negeri TahunAnggaran

'Selanjutnya, mohon "berkenan untuk dapat dilakukan Klarifikasi PeraturanNegeri tentang APB Negeri “Tahun Anggaran Peserta berkas. kelengkapannya (terlampir) sesuai
dengan

ketentuan yang berlaku.

Demikian
untuk

menjadikan periksa, dan atas
perkenaannya disampaikan

terima

aa KEPALA PEMERINTAH NEGERI
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«

Z.3 Format Surat Pengantar Kepala Pemerintah Negeri Penyampaian Peraturan Negeri.
tentang APB Negeri Untuk Diverifikasi Ke Bupati

Nomor
Lampiran
Perihal

1. Peraturan Nagari

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN

PEMERINTAH NEGERI .
. Jalan 0.0 Telepon

32
4

j 20

/ Tn
0 : Kepada

1 (satu) bendei : 0 Yth. Bupati Maluku Tengah
Penyampaian Peraturan : d- |

Negeri tentang APB Negeri
|

Tahun Anggaran untuk
—

“Diverifikasi ” .

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentangDesa. dan Ketentuan Pasal 102. Peraturan Menteri Keuangan Nomor225/PMK.07/2017 tentang Perubahan

. Kedua Atas PMK NomorS0/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yangmengatur tentang penyaluran ADD dan DD dari RKUD ke RKD, maka terlampirbersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri Nomor
Tahun tentang APB Negeri Tahun Anggaran” yang telah ditetapkan pada

1

tanggal serta dokumen kelengkapan lainnya yang terdiri dari:1d

(1 tentang APB Negeri 'ranun Anggaran 5:2. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB NegeriTahun Anggaran 3 .

|

:

3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan RancanganPeraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran dan BeritaAcara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Hadir Musyawarah,4. Keputusan Camat ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri—

tentang APB Negeri...Tahun Anggaran

h

5. Peraturan Negeri - tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri:

f |

6. Peraturan Negeri tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNegeri (RPJM Negeri) Tahun(7. Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKPNegeri) Tahun » dan
8. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan dana

.cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang PenyertaanModal dil (sesuai kebutuhan)
Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Verifikasi Peraturan Negeritentang APB Negeri Tahun.Anggaran beserta berkas kelengkapannya
(terlampir) sesuai derigan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mienjadikari periksa, dan atas perkenaannya disampaikan terimakasih. : -
|

|

KEPALA PEMERINTAH NEGERI

ntn

BUPATI MALUKU TENGAH,

IKAL XBUA
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